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ABSTRAK

Nama : Emy Oktavia
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . Persetujuan Pemberian Kredit Terhadap Jua Beli Tanah Hasil

Pemecahan Berdasarkan Surat Kuasa: Untuk
M emindahtangankan Tanah Berdasarkan Sertipikat Induk

Seiring dengan semakin sibuknya seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan
maka undang-undang memberikan hak kepada seseorang tersebut untuk
memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pekerjaannya dengan
dituangkan dalam sebuah surat baik yang dibuat di bawah tangan maupun dengan
akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Salah satu kasus
yang biasa menggunakan surat kuasa adalah dalam hal jua beli tanah dan
bangunan, dimana penjual memberikan kuasa kepada seorang lainnya untuk
bertindak atas namanya menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain.
Di dalam surat kuasa tersebut harus dinyatakan dengan jelas kuasa yang diberikan
sehingga apabila penerima kuasa melakukan tindakan diluar dari kuasa yang
diberikan maka penerima kuasa harus bertanggungjawab atas kerugian yang
dialami. Di dalam kasus yang diteliti oleh penulis, kuasa yang diberikan oleh
pemberi kuasa adalah untuk memindahtangankan atau menjua 1/3 (sepertiga)
bagian dari tanah dan bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Barat |
Nomor 15, Jakarta Barat. Dimana ternyata tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga)
bagian, yaitu Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15, Jalan Tanjung Duren Barat |
Nomor 15A, dan Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15B, yang menjadi objek
jual beli adalah Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15A. Namun surat kuasa
dibuat sebelum proses pemecahan selesal dilakukan. Dalam kasus ini, pembeli
beberapa kali mencoba untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank-bank tetapi
semua bank menolak untuk memberikan kredit dengan aasan surat kuasa tersebut
tidak sah walaupun pada akhirnya pembeli mendapatkan kredit tersebut dari
sebuah bank. Sedangkan menurut penulis, surat kuasa tersebut sudah benar dan
sah karenatidak mengurangi materi yang dikuasakan yaitu menjual 1/3 (sepertiga)
bagian dari tanah dipecah menjadi 3 bagian.

KataKunci : Jua Beli Tanah, Berdasarkan Kuasa
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ABSTRACT

Name : Emy Oktavia
Studies : Magister Kenotariatan
Title : Approval of Credit on the Sale and Purchase of Land as a result

of Subdivision based on Power of Attorney: to Transfer Land
based on the Main Certificate

Along with the increase of a person’s activites, perhapsin relation to their job, the
law grants aright to that person to give power of attorney to another person to act
on his or her behalf, which is made into awritten form, either a private deed or an
authentic deed made in front of the authorized official. One of the cases in which
it is common practice to use powet of attorney is in the case of sale and purchase
of land and building, where the seller grants power of attorney to another party to
act on his or her behalf to sell such land and building to a third party. In such
power of attorney it must be clearly mentioned the power that is granted, so that if
the proxy or endorsee conducts actions outside of the granted power of attorney
then the proxy or endorsee must take responsibility of the procured loss. In the
case which is reviewed by the writer, the power granted by the
authorizer/principal/endorser is the power to transfer or sell 1/3 (one third) of a
land and building located in Jalan Tanjung Duren Barat | No. 15, West Jakarta.
Evidently, such land is subdivided into 3 (three) parts, which are Jalan Tanjung
Duren Barat | No. 15, Jalan Tanjung Duren Barat | No. 15A , and Jalan Tanjung
Duren Barat | No. 15B. The object of the sale and purchase is the land located in
Jalan Tanjung Duren Barat | No. 15A. However the power of attorney was made
before the subdivision process was finished. In this case, the buyer has tried
several times to obtain credit facilities from a few banks, however all those banks
refused to grant credit by citing such the power of aitorney is not valid, although
in the end the buyer acquired credit from a bank. Whereas according to the writer,
the abovementioned power of attorney is valid and legitimate because it did not
decrease the granted power of attorney, that isto sell 1/3 (one third) of the land
which is subdivided into 3 parts.

Keyword : Sale and Purchase of Land, based on Power of Attorney
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Berkaitan dengan pesatnya perkembangan zaman, cara berpikir
masyarakat terhadap pertanahan juga mulai berkembang, begitu pula mengenal
cara memperoleh hak atas tanah yaitu salah satunya dengan pemberian fasilitas
kredit dari sebuah bank dengan pemberian jaminan hak atas tanah tersebut.
Setelah lebih dari 30 tahun menanti, yaitu sgjak lahirnya Undang-Undang Pokok
Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka pada 9 April 1996, lahirlah
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disingkat UUHT), yang
merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 51 UUPA.* Dengan diundangkannya
Undang-Undang Hak Tanggungan maka ketentuan-ketentuan tentang hak jaminan
atas tanah, yang berlaku sebelumnya, terutama ketentuan-ketentuan tentang
hipotik dan credietverband kecuali ketentuan tentang eksekusi hipotik, sepanjang
yang sudah diatur dalam UUHT menjadi hapus.? Yang dimaksud dengan Hak
Tanggungan menurut Pasal 1 ayat 1 UUHT adalah:

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, berikut atau tidak
berikut benda-bendalain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,

1 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), him. 3.

2 |bid., him. 9.

Universitas Indonesia
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untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”*

Di dalam suatu masyarakat atau suatu Negara dimana hak milik dan
pemilikan perseorangan® masih diakui dalam hukum, seseorang mempunyai hak
dan kewagjiban serta kekuasaan penuh dengan tidak mengurangi izin yang
diperoleh dari yang berwajib dan tanpa mengabai kan sedikitpun fungsi sosial dari
hak dan kekuasaannya atau pemilikannya untuk melakukan segala sesuatu
perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan.’ Begitu juga termasuk
dalam pengertian kekuasaan untuk mengalihkan atau memindahtangankan hak
atas tanah berikut kepemilikannya kepada orang atau pihak lain dengan cara jual
beli atau hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di daam melakukan perbuatan-perbuatan pengawasan dan pemilikan
adakal anya seseorang yang mempunyai hak dan kekuasaan penuh atas harta benda
miliknya, tidak dapat melakukan perbuatan itu sendiri, karena satu dan lain hal,
sehingga akibatnya ia rela bahkan kadang-kadang terpaksa memberi kuasa kepada
orang lain untuk dapat melaksanakan pengurusan atau pemilikan tersebut,
timbulah apa yang dinamakan “ Pemberian Kuasa’.® Di dalam melaksanakan hak-
haknya mereka ini diwakili oleh orang lain, maka timbulah perwakilan menurut
undang-undang.” Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum
Tanah, ed. 2006, cet. 17, (Jakarta: Djambatan, 2006), him. 158.

“ Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau persoon dan menurut
hukum di Indonesia bahwa setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai
orang atau persoon menurut hukum. Karena itu di Indonesia tiap-tiap manusia dianggap sebagai
pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan merupakan sebagai subjek hukum.
Achmad Ichsan., Hukum Perdata | A, Cet. 1, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967), him. 1.

® |wan, Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Pemberi Kuasa Dengan Penerima Kuasa
(Skripsi Program Kekhusuan | Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003), him. 3.

6 bid., him. 4.

" R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 28 (Jakarta:
PT. Pradnya Paramita, 1996), him. 128.

Universitas Indonesia
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"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang
memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas
namanya menyel enggarakan suatu urusan.”®

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu
memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum
dan pihak yang lain bersedia menerima kuasa dari pemberi kuasa. Pemberian
kuasa memberikan tanggung jawab bagi penerima kuasa untuk melakukan
perintah yang diberikan oleh pemberi kuasa yang tertuang dalam sebuah surat
yaitu Surat Kuasa. Jadi pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana
seorang memberikan kekuasaan (wewenang)® kepada seorang lain, yang
menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan perdata.’”
Orang yang telah diberikan kuasa mel akukan perbuatan hukum tersebut atas nama
orang yang memberikan kuasa, artinya bahwa apa yang dilakukan adalah atas
tanggungan pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari
perbuatan tersebut menjadi hak dan kewagjiban dari orang yang memberikan
kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu
tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.
Penerimaan surat kuasa dapat pulaterjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari
pel aksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.™*

Pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan dengan bentuk:*

1). Jua beli,
2). Tukar-menukar,
3). Hibah,

8 |bid., him. 457.

° Agar supaya penerima kuasa dapat melakukan perbuatan hukum yang dimaksud, maka
ia diberi kekuasaan atau wewenang oleh pemberi kuasa. Dengan kekuasaan atau wewenang yang
ada pada penerima kuasa inilah, yang menyebabkan ia berwenang melakukan perbuatan hukum
untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. M. Y ahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian,
(Bandung: Sumur Bandung, 1982), him. 307.

1R, Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), him. 141.
1 R. Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit., him. 458.
2 Boedi Harsono, Hukum Tanah Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, ed. Revisi 2005, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2005), him.
330.

Universitas Indonesia
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4). Pemberian menurut adet,
5). Pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng’ dan
6). Hibah wasiat atau “legaat”.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, perjanjian yang menyangkut peralihan hak atas tanah
termasuk jual beli tanah, semestinya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT)®; dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan
hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi), syarat tunai
artinya telah dilakukannya pembayaran harga bagi perbuatan hukum tersebut, dan
syarat riil yang artinya akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan secara
nyata atau “riil” perbuatan hukum jual beli yang dilakukan.™ Tunai juga diartikan
sebagal pada waktu penandatanganan Akta Jual Beli sudah dilakukan pembayaran
dari pembeli kepada penjual secara lunas. Hal yang perlu diperhatikan oleh pihak
penjual dan pembeli tanah adalah, bahwa PPAT yang akan diminta membuat akta
perjanjian jual beli tanah adalah PPAT yang tempat kedudukan dan
kewenangannya meliputi daerah keberadaan tanah yang dijadikan sebagai objek
transaksi jual beli tersebut.

Di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, terdapat sebidang tanah dengan
Sertipikat Hak Milik tertanggal 08-04-1982 (delapan April tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh dua) Nomor 1594/Tanjung Duren Utara seluas 313 M2 (tiga
ratus tiga belas meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Tanjung Duren
Barat | Nomor 15 dan terdaftar atas nama Tuan DRG. KRISTIAN TAMSIL. Pada
Mei 2003, Tuan DRG. KRISTIAN TAMSIL membuat Akta Kuasa tanggal 05-05-
2003 (lima Mei tahun dua ribu tiga) Nomor 09, yang dibuat dihadapan Drs.
Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat™, yang berisi: memberikan
kuasa kepada anak laki-lakinya yang bernama Tuan RIDWAN TAMSIL untuk

3 Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah, (Jakarta:
Penerbit Pustaka Y ustisia, 2008), him. 70.

14 Boedi Harsono, loc. cit.

> |ihat Lampiran 1.1.
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menjua 1/3 bagian dari tanah di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15. Tak
lama setelah surat kuasa dibuat, Tuan DRG. KRISTIAN TAMSIL jatuh sakit
sehingga hilang kesadarannya (koma). Pada Oktober 2003, tanah tersebut
kemudian dipecah menjadi 3 (tiga), masing-masing dikenal dengan Jalan Tanjung
Duren Barat | Nomor 15, Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15A, dan Jalan
Tanjung Duren Barat | Nomor 15B. Jika dilihat dari tanggal sertipikat, sudah jelas
bahwa Surat Kuasa dibuat lebih dahulu daripada sertipikat tanah hasil pemecahan
dibuat.

Pada tahun 2010 terjadi suatu perbuatan hukum yaitu jual beli tanah dan
bangunan hasil pemecahan dengan Sertipikat16 Hak Milik tanggal 15-10-2003
(lima belas Oktober tahun dua ribu tiga), Nomor 2244/Tanjung Duren Utara"’
dengan luas 104 M2 (seratus empat meter persegi), di Jalan Tanjung Duren Barat
| Nomor 15A, Jakarta Barat, dimanajual beli tersebut dilakukan berdasarkan pada
Akta Kuasa yang telah dibuat oleh Tuan DRG. KRISTIAN TAMSIL sebagaimana
dinyatakan sebelumnya. Jual beli*® tanah hasil pemecahan tersebut dilaksanakan
dengan harga Rp 1.139.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta
rupiah) yang dituangkan dalam Akta Jua Beli tanggal 30-08-2010 (tiga puluh
Agustus tahun dua ribu sepuluh) Nomor 514/2010, yang dibuat oleh dan
dihadapan Henggawati, S.H., selaku Pegabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di
Jakarta Barat'®. Pembeli sendiri menggunakan fasilitas kredit dari PT. BANK
WINDU KENTJANA INTERNASIONAL TBK. untuk melakukan transaks
tersebut sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Sebelum
mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk.
tersebut, calon pembeli yang bernama Tuan LUIS AGUSTOMO telah mencoba

1 Sebagai tanda bukti hak, diterbitkan sertipikat yang merupakan salinan register
(Certificate of Title). Dalam pendaftaran menurut PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, sertipikat hak atas tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi
satu dalam sampul dokumen. Dalam sistem ini, semua data yang terdapat dalam buku tanah
dicantumkan juga pada salinannya yang merupakan bagian dari sertipikat. Ibid., him. 78.

Y Lihat Lampiran 1.2.

8 pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: Jual beli adalah suatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. R. Subekti dan
Tjitrosudibio, op. cit., him. 366.

9| ihat Lampiran 1.3.
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mendapatkan fasilitas kredit dari beberapa bank lain namun ditolak atas saran
Notaris/PPAT rekanan Bank tersebut dengan alasan Akta Kuasa yang dijadikan
dasar dari calon penjual, Tuan Ridwan Tamsil tersebut, tidak dapat digunakan
(tidak sah) karena kuasa tersebut diberikan untuk memindahtangankan 1/3 bagian
tanah di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15 berdasarkan sertipikat induk.
Notaris itu menawarkan agar dibuat Akta Kuasa yang baru untuk memindahkan
tanah dan bangunan hasil pemecahan dengan mencantumkan sertipikat dari tanah
dan bangunan tersebut (hasil pemecahan), namun hal itu tidak dapat dilakukan
melihat keadaan dari Tuan Drg. Kristian Tamsil yang dalam keadaan koma.

Pada awalnya, PT. Bank Windu Kentjana Internasional Thk. sendiri ragu
untuk memberikan fasilitas kredit karena jaminan yang akan diberikan oleh Tuan
Luis Agustomo adalah tanah dan bangunan hasil pemecahan tersebut. Akan tetapi
pada akhirnya PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. bersedia untuk
memberikan fasilitas kredit dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit, Dengan Memakal
Jaminan tangga 22-09-2010 (dua puluh dua September tahun dua ribu sepuluh),
Nomor 63, yang dibuat dihadapan M. Kholid Artha, SH., selaku Notaris di
Jakarta Selatan®®, dengan diikuti pembuatan Akta Jual Beli dan Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) tanggal 18-10-2010 (depalan belas Oktober tahun dua
ribu sepuluh), Nomor 241/2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Kiki Hertanto,
SH., PPAT di Jakarta Barat®’. Setelah akta pemberian hak tanggungan tersebut
dikeluarkan maka terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 03-11-2010 (tiga
November tahun dua ribu sepuluh), Nomor 8187/2010.%

Jika dilihat dari perbuatan hukum sebagaimana tersebut diatas dimana
terjadi penolakan dari beberapa bank yang telah berkonsultas dengan
Notaris/PPAT rekanannya dan untuk mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan
surat kuasa tersebut, dan juga terdapat keraguan dari PT. Bank Windu Kentjana

Internasional Tbk. dalam memberikan fasilitas kredit maka perlu diadakan

2| jhat Lampiran 1.4.

2! pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak diperkenankan menggunakan akta
buatannya sendiri, tetapi harus memakai blanko akta yang sudah disediakan oleh pihak Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Satrio, op. cit., him. 273. Lihat juga Lampiran 1.5.

2 Lihat Lampiran 1.6.
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penyelidikan lebih lanjut mengena keabsahan dari surat kuasa yang
mencantumkan memberikan kuasa kepada Tuan Ridwan Tamsil untuk
memindahtangankan 1/3 bagian dari keseluruhan tanah berdasarkan sertipikat
induk tersebut. Dengan latar belakang inilah penulis ingin mengkaji lebih dalam
terhadap penggunaan akta kuasa sebagaimana ternyata diatas sebagal dasar jual
beli tanah dengan menggunakan fasilitas kredit dengan menulis sebuah karya
ilmiah dengan judul ”Persetujuan Pemberian Kredit Terhadap Jual Beli Tanah
Hasil Pemecahan Berdasarkan Surat Kuasa: Untuk Memindahtangankan Tanah
Berdasarkan Sertipikat Induk”.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dalam penulisan ini akan membahas beberapa pokok permasal ahan yang
berkaitan dengan penulisan tesisini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan surat kuasa tersebut sebaga dasar jua beli tanah
hasil pemecahan dengan menggunakan fasilitas kredit?

2. Bagamana kekuatan hukum bagi Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli
yang telah dilakukan dihadapan PPAT berdasarkan surat kuasa tersebut?

1.3METODE PENELITIAN

Pengetahuan ilmiah atau ilmu, dapat diibaratkan sebagai alat bagi manusia
dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Menurut V.A Tan
ilmu bukan sgja merupakan suatu himpunan pengetahuan yang sistematis, tetapi
juga merupakan suatu metodologi. IImu telah memberikan metode dan sistem,
yang mana tanpa ilmu, semua itu hanya merupakan suatu kebutuhan belaka®
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan
konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah

# Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2005), hal.27.
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berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.?* Untuk mengungkapkan kebenaran
dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan metode penelitian, suatu metode
penelitian hukum. Dalam pendlitian ini penulis mengunakan metode penelitian
kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.” Tipologi penelitian yang digunakan
dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang
bersifat deskriptif analitis. Maksudnya adalah bahwa penelitian hukum normatif
ini ditujukan untuk memperoleh gambaran yang segelas-jelasnya mengenai
persetujuan pemberian fasilitas kredit terhadap jua beli atas tanah dan bangunan
hasil pemecahan berdasarkan surat kuasa dimana di dalam surat kuasa
dicantumkan kuasa untuk menjual 1/3 bagian dari tanah di Jalan Tanjung Duren
Barat | Nomor 15 berdasarkan sertipikat induk. Sedangkan proses pemecahan dari
tanah tersebut belum selesai sehingga surat kuasa dibuat terlebih dahulu baru
diikuti dengan proses pemecahan.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen sebagai data
yang berkaitan dengan permasalahan jual beli tanah hasil pemecahan berdasarkan
surat kuasa. Selain itu, data yang dipergunakan dalam sebuah penelitian itu terdiri
dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal langsung
dari sumbernya. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder.
Data sekunder dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan pustaka
merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagal data
sekunder.”®

Pengumpulan data telah membantu penulis memperoleh data yang
diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian tersebut. Dalam penulisan
tesis ini, penulis menggunakan data primer berupa wawancara dengan orang yang
memiliki kualifikasi keahlian akademik (kepakaran ilmu), yaitu kepada 3 (tiga)
orang Hakim yang bernama Dr. H. Supandi, S.H., M.H. selaku Hakim Agung
Republik Indonesia, 1. Gusti Agung Sumanatha, S.H. selaku Kepala Pusdiklat

# Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 2008, (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 2008), him. 42.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Sngkat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), him. 14.

% |bid., him. 24.
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Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Dr. Ronald Lumbuun, SH., M.H.
selaku Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten, dan data sekunder yang

digolongkan ke dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah sebagal berikut:

a

b.

C.

Reglemen Indonesia yang diperbaharui Stb. 1941 No. 44;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun;
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Bends-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah;

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia;

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris,

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Peraturan Menteri Negara Agraria/lKepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;
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n. Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998;

0. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun
2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Jabatan Peglabat Pembuat
Akta Tanah;

p. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 tahun
2009 tentang Perbaikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 tahun 2006

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan tulisan yang menjelaskan
mengenai bahan hukum primer, antaralain adalah buku-buku karangan
para pakar, artikel, berita di berbagai media massa yang relevan
dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan sebagai penunjang mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus.

Sebagal cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul, dipergunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu “terutama bertujuan
untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya”?’ Sementara itu yang
diteliti dan dipelgjari adalah objek penelitian yang utuh. Penelitian ini bertitik
tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagal norma-norma hukum positif. Data
yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya
menghasilkan data berbentuk evaluatif analisis, untuk mencapai keelasan
mengenai keabsahan dari pemberian fasilitas kredit terhadap jual beli atas tanah
dan bangunan hasil pemecahan berdasarkan akta kuasa, dimana didalamnya
tercantum kuasa untuk memindahtangankan 1/3 bagian dari keseluruhan tanah

berdasarkan sertipikat induknya.

2" Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakartaz PT RajaGrafindo
Persada, 2006), him. 19.
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB | : PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, yang
saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari tesis ini, yang
dirangkum dalam latar belakang permasalahan, pokok permasalahan,

metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB Il : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membaginya menjadi 3 (tiga) sub bahasan yaitu
Pertama, tinjauan pustaka pemberian kuasa yang diuraikan secara garis
besar mengenai unsur-unsur pokok dalam pemberian kuasa, macam-
macam pemberian kuasa, cara pemberian kuasa, dan berakhirnya
pemberian kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu dijelaskan pula teori mengenai Hak Tanggungan dan
jua beli tanah dan bangunan, serta mengenai kredit dan perjanjian kredit.
Kedua, subjek penelitian mengena perbuatan hukum jual beli atas tanah
dan bangunan berdasarkan surat kuasa dengan menggunakan fasilitas
kredit yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan tesis ini beserta
hasi| wawancaraterhadap 3 (tiga) orang Hakim yaitu Dr. H. Supandi, S.H.,
M.H. selaku Hakim Agung Republik Indonesia, |. Gusti Agung
Sumanatha, S.H. selaku Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung Republik
Indonesia, dan Dr. Ronald Lumbuun, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan
Negeri Pandeglang, Banten. Ketiga, bahasan pokok permasalahan yang
akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mengenai keabsahan dari surat
kuasa dari TUAN DRG. KRISTIAN TAMSIL kepada anaknya TUAN
RIDWAN TAMSIL yang dinyatakan dalam Akta Kuasa tanggal 05-05-
2003 (lima Mei tahun dua ribu tiga) Nomor 09, yang dibuat oleh Drs.
Wijanto Suwongso, S. H., Notaris di Jakarta, yang mencantumkan kuasa
untuk menjual 1/3 bagian dari keseluruhan tanah berdasarkan sertipikat
induk tanggal 08-04-1982 (delapan April tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), yaitu tanah di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15.

Universitas Indonesia

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.



12

Jual beli yang dilakukan adalah sebidang tanah Hak Milik Nomor
2244/Tanjung Duren Utara sebagaimana ternyata dalam sertipikat tanggal
15-10-2003 (lima belas Oktober tahun dua ribu tiga) seluas 104 M2
(seratus empat meter persegi) di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15A,
Jakarta Barat, dimana pembeli tanah dan bangunan tersebut membeli
dengan mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Windu Kentjana
Internasional Tbk., dan selanjutnya akan dibahas mengena kekuatan
hukum bagi TUAN LUIS AGUSTOMO selaku pembeli terhadap jual beli
yang dilakukan berdasarkan Akta Kuasa yang telah dijelaskan
sebelumnya.

BAB Ill : PENUTUP

Merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini, terdiri dari Kesimpulan dan
Saran. Mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil
penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab | hingga Bab Il dengan
disertai oleh saran dari penulis.

Universitas Indonesia

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.



BAB 11
OBJEK PENELITIAN

2.1 LANDASAN TEORITIS

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam kasus jual beli
atas tanah hasil pemecahan berdasarkan surat kuasa yang berisikan untuk menjual
1/3 (sepertiga) bagian dari tanah berdasarkan sertipikat induk, maka dalam bab
landasan teoritis ini penulis akan menguraikan beberapa teori mengenal

pemberian kuasa.

2.1.1 Unsur-Unsur Pokok Dalam Pemberian Kuasa

Dalam perkembangan kehidupan yang semakin mau sekarang ini,
terkadang seseorang sudah sedemikian sibuknya dengan sekian banyak
kepentingan sehingga seringkali untuk menyelesaikan kepentingan tersebut, ia
menggunakan jasa dari orang lain untuk mewakili menyel esaikan kepentingannya
tersebut. Dengan memberikan jasa kepada orang lain dalam menyelesaikan
kepentingannya maka ia harus memberikan kuasa kepada orang lain tersebut. Hal
ini dilakukan agar orang yang diserahi tugas tersebut dapat bertindak atas
namanya, maka ia menyerahkan kuasa atau wewenangnya dengan dibuatnya suatu
perjanjian. Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan:

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang
memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas
namanya menyel enggarakan suatu urusan.”

% R. Subekti dan Tjitrosudibio, Loc. Cit.

13
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Berdasarkan perumusan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, maka Prof. R. Subekti memberikan rumusan pemberian kuasa dalam 3

(tiga) unsur pokok dalam pemberian kuasa, yaitu sebagai berikut:*

1. Merupakan Suatu Perjanjian.

Di daam pasa 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah
disebutkan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan atau
perjanjian. Perjanjian® adalah suatu peristiwa, dimana dua orang atau lebih,
setuju atau selya sekata untuk melakukan sesuatu hal dan peristiwa hukum itu
menimbulkan hubungan hukum, dimana salah satu pihak memenuhi
kewajibannya maka pihak yang lain berhak untuk menuntut pemenuhan
kewajiban itu.*® Dalam pemberian kuasa, Pemberi kuasa setuju untuk
memberikan kuasa atau memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa, dan
Penerima Kuasa setuju untuk menerima kuasa atau menerima wewenang dari
Pemberi Kuasa sehingga timbulah hubungan hukum diantara Pemberi Kuasa
dan Penerima Kuasa.

Di dalam perjanjian pemberian kuasa ini telah menimbulkan kewajiban-
kewajiban bagi pemberi kuasa maupun bagi penerima kuasa. Kewajiban bagi
penerima kuasa dinyatakan dalam Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yaitu:

“Kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya,
dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat
timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia diwagjibkan
menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi
kuasa meninggal. Jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat
menimbulkan suatu kerugian.”*

% |wan, Op. Cit., him. 16.

® Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah
statu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan
suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
R. Subekti, Hukum Perjanjian., (Jakarta: Intermasa, 2005), him. 1.

% Qirom Syamsudin, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Pradnya, 1998), him. 85.

3 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 459.
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Sedangkan kewagjiban bagi pemberi kuasa dinyatakan dalam Pasal 1807
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat
oleh s Kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. |a tidak
terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya daripada itu, selainnya
sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam.”*

Kewgjiban pemberi kuasa dinyatakan pula dalam Pasal 1808 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Pemberi kuasa diwgibkan mengembalikan kepada s Kuasa persekot-
persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk
melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah
diperjanjikan.®

Hukum perjanjian bersifat terbuka, artinya hukum perjanjian menganut
suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang
berbunyi demikian: ” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”** Dengan menekankan pada
perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan
kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang
berupa dan beris apa sgja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan
mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau
dengan perkataan lain: dalam soa perjanjian, kita diperbolehkan membuat

undang-undang bagi kita sendiri.®

2. Melakukan Suatu Perbuatan Hukum

Menyelenggarakan suatu urusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah untuk melakukan suatu
perbuatan hukum. Adapun perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam pasal

mengenai pemberian kuasa, yaitu menyelenggarakan suatu urusan, yang

32 bid., him. 460.
3 bid.
3 bid., him. 342.

% R. Subekti., Op. Cit., him. 14.
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diharapkan akan menghasilkan atau menelorkan suatu akibat hukum demi
kepentingan pemberi kuasa®® Agar penerima kuasa dapat melakukan
perbuatan hukum yang dimaksud, maka ia diberi kekuasaan atau wewenang
oleh pemberi kuasa, dengan kekuasaan atau wewenang yang ada pada
penerima kuasa inilah, yang menyebabkan ia berwenang melakukan perbuatan
hukum untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa.*” Sehingga apa yang
dilakukan oleh penerima kuasa adalah merupakan tanggung jawab bagi
pemberi kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa
tersebut sesuai dengan kuasa yang diberikan. Oleh karena itu, segala hak dan
kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa,
akan menjadi hak dan kewagjiban dari pemberi kuasa. Namun jika penerima
kuasa lala melaksanakan kewagjibannya, maka Pasal 1801 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Penerima Kuasa tidak sga bertanggung jawab tentang perbuatan-
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-
kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya Namun
tanggungjawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-
cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang diminta dari
seorang yang untuk itu menerima upah.”*

Dengan demikian Penerima Kuasa dapat bebas menjalankan kuasanya
dalam batas-batas wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa, oleh karena
Penerima Kuasa disini bertindak mewakili dan atas nama Pemberi Kuasa.

3. Perbuatan Hukum Atas Nama

Pada bagian akhir bunyi Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dinyatakan bahwa untuk "atas namanya’ menyelenggarakan suatu
urusan. Maksud dari kate-kata ”atas namanya’ pada perumusan ini adalah
"mewakili”*, yang berarti bahwa pemberi kuasa "mewakilkan” kepada
penerima kuasa untuk melaksanakan kepentingan pemberi kuasa dan

% R. Subekti., Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), him. 158.
3" M. Y ahyaHarahap., Op. Cit., him. 307.
% R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 459.

% M. YahyaHarahap., Op. Cit., him. 306.

Universitas Indonesia

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.



17

selanjutnya bertindak sebagal wakil dari pemberi kuasa. Oleh karena itu
penerima kuasa akan langsung berkedudukan sebagai wakil dari pemberi
kuasa.

Oleh karena itu pengertian pemberian kuasa pada pasal ini adaah
penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa, yaitu penerima kuasa
langsung bertindak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili pemberi
kuasa terhadap pihak ketiga® Seandainya penerima kuasa tidak langsung
berkedudukan sebagai wakil dari pemberi kuasa, maka berarti penerima kuasa
tersebut hubungannya hanya terbatas dengan pemberi kuasa sgja, sehingga
hubungan tersebut hanya bersifat intern sgja antara pemberi kuasa dengan
penerima kuasa. Dan penerima kuasa tidak dapat bertindak kepada pihak
ketiga atas nama pemberi kuasa.

Dalam suatu pemberian kuasa maka harus memenuhi ketiga unsur yang
telah dijelaskan diatas tersebut, apabila salah satu unsur sgja tidak terpenuhi maka
pemberian kuasa tersebut tidak sesual dengan pengertian pemberian kuasa
berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, di
dalam pemberian kuasa harus jelas bahwa segala perjanjian yang dibuat oleh
Penerima Kuasa dengan pihak ketiga maka yang memperoleh hak dan kewajiban
dari perjanjian tersebut adalah Pemberi Kuasa sehingga yang menjadi pihak dalam
perjanjian tersebut juga tetap Pemberi Kuasa. Oleh karena itu sebagai pihak dalam
perjanjian maka ia juga berhak untuk menuntut langsung pada pihak ketiga atau
pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, sebagamana yang
dinyatakan pada Pasal 1799 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi:

"Pemberi Kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa s
kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut dari padanya
pemenuhan persetujuannya.”

Dan sebaiknya pihak ketiga dan pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian

berhak untuk menuntut langsung Pemberi Kuasa, kecuali apabila penerima kuasa

9| bid.

“*! R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 459.
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tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan/atau pihak ketiga telah
mengetahui bahwa penerima kuasa itu telah melampaui batas wewenangnya

sehingga pemberi kuasa dapat membatalkan perjanjian itu.*

2.1.2 Macam-M acam Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemberian kuasa
secara umum dan pemberian kuasa secara khusus. Ha ini seperti yang
dikemukakan dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi sebagai berikut:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengena hanya
satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala
kepentingan pemberi kuasa.”*

Maka berdasarkan pasal tersebut, pemberian kuasa dapat dibagi menjadi:

1. Pemberian Kuasa secara umum

Pasal 1796 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:
"Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya melipuiti
perbuatan-perbuatan pengurusan.”* Maksud dari pasal ini adalah bahwa
pemberian kuasa secara umum itu mengandung is dan tujuan untuk
melakukan tindakan-tindakan pengurusan barang-barang harta kekayaan
pemberi kuasa, dalam hal ini adalah penerima kuasa yang diberi tugas untuk
mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan pemberi
kuasa.™

Penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui
batas kekuasaan yang diberikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1797
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"SI kuasatidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui
kuasanya: kekuasaan yang diberikan untuk menyelesalkan suatu urusan

“2 Qirom Syamsudin, Op.Cit., him. 86.
3 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 458.
“hid.

> M. Y ahya Harahap., Op. Cit., him. 309.
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dengan jalan perdamaian sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk
menyerahkan perkaranya pada putusan wasit.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penerima Kuasa tidak dapat
melakukan tindakan-tindakan diluar dari wewenang yang diberikan oleh
Pemberi Kuasa sehingga jika Penerima Kuasa melakukan tindakan-tindakan
diluar kewenangannya, akibat dari perbuatan tersebut menjadi tanggungannya
sendiri.

Pihak ketiga atau pihak lain yang mengadakan perjanjian dengan Penerima
Kuasa dan mengetahui bahwa Penerima Kuasa telah bertindak diluar dari
kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa, maka ia dapat menuntut
pembatalan perjanjian tersebut.*” Namun dapat juga pemberi kuasa
menyetujui apa yang telah dilakukan oleh penerima kuasa yang melampaui
batas wewenangnya itu, baik secara tegas maupun secara diam-diam, maka
dalam hal ini pemberi kuasa akan tetap terikat oleh perbuatan yang dilakukan
oleh penerima kuasa tersebut.

2. Pemberian Kuasa Khusus

Sesual dengan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
telah diuraikan sebelumnya, yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat
dilakukan secara khusus yaitu mengena hanya satu kepentingan tertentu atau
lebih, maksudnya adalah Pemberi Kuasa hanya memberikan kuasa kepada
Penerima Kuasa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sgja, misalnya
kuasa untuk menjual tanah dan bangunan seperti kasus tanah di Jalan Tanjung
Duren Barat Nomor 15 yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini, atau
misalnya untuk menggugat di muka pengadilan.

Di dalamn mengajukan suatu perkara gugatan di muka pengadilan,
seseorang dapat sgja meminta perwakilan kepada Penerima Kuasa dengan
suatu Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 123 ayat (1)
HIR/RIB yang berbunyi:

“® R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 458.

" Subekti., Op. Cit., him. 158.
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"Bila mana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili
oleh kuasa, yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa
teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasaitu hadir sendiri.”*

Sifat khusus pada surat kuasa itu ditujukan pada keharusan untuk
menyebutkan nama pihak yang digugat atau sebagai tergugat dan mengenai
perkara apa yang dihadapi serta wilayah hukum mana.

2.1.3 Cara Pemberian Kuasa

Berdasarkan Pasal 1793 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi sebagal berikut: ” Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu
Akta umum, dalam tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau
dengan lisan.”*°

Dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa
dapat dilakukan dengan:

1. Pemberian Kuasa Secara Lisan

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian konsensual dalam arti sudah
mengikat (sah) pada detik tercapainya kata sepakat antara pemberi kuasa
dengan penerima kuasa. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1793 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, maka pemberian kuasa
dapat dilakukan secara lisan, yaitu pemberian kuasa yang dilakukan dengan
diucapkan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan selanjutnya
pemberian kuasaini diterima baik oleh penerima kuasa.™

2. Pemberian Kuasa Dengan Akta Dibawah Tangan
Pengertian Akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 1874 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata adal ah:

"Sebagal tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda
tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah

“8 M. Karyadi, Reglemen Indonesia yang diperbaharui Stb. 1941 No. 44, (Bogor: Politeia,
1985), him. 35.

“ R. Subekti dan Tjitrosudibio, Loc. Cit.

% |wan, Op. Cit., him. 38.
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tangga dg;\ln lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawal
umum.”

Oleh karena itu dapat dismpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan tulisan-
tulisan dibawah tangan iadah surat-surat atau tulisan-tulisan yang
ditandatangani dan dibuat dengan sengaja untuk menjadi bukti suatu peristiwa,
tanpamelalui seorang Pejabat Umum.>

Jelas bahwa akta dibawah tangan ini dibuat tanpa melalui Pegjabat Umum
maka kekuatan akta ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1875
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:

"Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa
tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang
dianggap sebaga diakui memberikan terhadap orang-orang yang
menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat
hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti akta otentik, dan demikian pula
berlakul ah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.”*

Selanjutnya bunyi dari Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
adalah sebagai berikut:

"Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna
tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain
sekadar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta.
Jika apa yang termuat disitu sebagal suatu penuturan belaka tidak ada
hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna
sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”>*

Berdasarkan kedua pasal yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dilihat
bahwa kekuatan akta dibawah tangan hanyalah terletak pada segi pengakuan
sgja, sehingga jika tanda tangan atau tulisan pada akta dibawah tangan
disangkal, maka orang yang mempergunakan akta tersebut harus
membuktikan kebenaran dari akta dibawah tangan itu.>> Dan dalam hal itu

Hakim dapat memeriksa sendiri tentang kebenaran akta dibawah tangan

*! R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 476.

*2 Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: 1972), him. 88.
3 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Loc. Cit.

* Ibid.

% |wan, Op. Cit., him. 40.
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tersebut, sebagaimana ternyata dalam Pasa 1877 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
" Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para
ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan
tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari
pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan.”®
Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan hanya dari segi pengakuan
sgja; apabila diakui maka akan menjadi alat bukti yang sempurna, namun
apabila tidak diakui (disangkal) maka orang yang mempergunakannya harus
membuktikan kebenaran dari akta tersebut. Akta dibawah tangan ini dapat
ditingkatkan menjadi akta otentik apabila didaftarkan atau dicatat pada

Notaris®” untuk dilegalisir.

3. Pemberian Kuasa Dengan Akta Otentik

Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang telah diuraikan sebelumnya, pembuktian dengan tulisan
selain dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan dapat juga dilakukan
dengan akta otentik. Pengertian akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pegawai-pegawai
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.”*®

Selain itu, pengertian akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 Reglemen
Indonesia yang diperbaharui (RIB) yaitu berbunyi sebagai berikut:

" Akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai
umum yang berwenang untuk membuatnya mewujudkan bukti yang cukup
bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang
yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu
dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagal pemberitahuan, tetapi

 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Loc. Cit.

*" Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini. Tim Redaksi Fokusmedia,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Fokusmedia, 2004),
him. 2.

% bid.
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yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung
menyangkut pokok aktaitu.”>®

Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian dari akta otentik juga
dinyatakan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

" Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli
warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti
yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”®

Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, maka pemberian kuasa
dengan menggunakan akta otentik memberikan pembuktian yang sempurna

karena akta tersebut dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2.1.4 Berakhirnya Pemberian Kuasa

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu berbunyi:

" Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa;
dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh s kuasa; dengan
meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa;
dengan perkawinannyasi perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.” **

Berdasarkan pasal tersebut, maka pemberian kuasa berakhir apabila:

1. Dengan ditariknya kembali kuasanya oleh Pemberi Kuasa

2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh Pemberi Kuasa

3. Dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya Pemberi Kuasa
maupun Penerima Kuasa

4. Dengan perkawinan perempuan yang memberikan atau menerima kuasa

5. Mengangkat seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang

sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung

* M. Karyadi, Op. Cit., him. 45.
% R. Subekti dan Tjitrosudibio, Loc. Cit.

% bid., him. 461.
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mula diberitahukan kepada orang yang terakhir menerima pengangkatan
62

itu

Penarikan kembali pemberian kuasa tersebut merupakan tindakan sepihak
yaitu tindakan dari Pemberi Kuasa yang bermaksud mengakhiri perjanjian atau
wewenang untuk mewakili yang telah diberikan kepada Penerima Kuasa. Hal ini
tercantum dalam Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana
Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya jika ia menghendakinya dan jika
ada alasan untuk itu dapat memaksa Penerima K uasa untuk mengembalikan kuasa
yang dipegangnya.

Dalam hal Penerima Kuasa meninggal dunia, maka berlaku Pasal 1819
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

"Jika s kuasa meninggal, maka para ahli warisnya harus memberitahukan
hal itu kepada s pemberi kuasa, jika mereka tahu tentang adanya pemberian
kuasa, dan sementara itu mengambil tindakan-tindakan yang perlu menurut
keadaan bagi kepentingan s pemberi kuasa, atas ancaman mengganti biaya,
kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.”

Mengenai pengangkatan kuasa baru diatur dalam Pasal 1816 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

" Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang
sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulal hari
diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan
tersebut.”®
Dengan adanya pengangkatan kuasa yang baru untuk menyelenggarakan urusan

yang sama, berarti segala hak dan kewajiban turut berpindah kepada kuasa baru.

2.1.5 Hak Tanggungan

Selain dari beberapa teori yang telah diuraikan tersebut diatas mengenai
pemberian kuasa, akan dijelaskan sedikit mengenai jual beli atas tanah dan

%2 Elise T. Sulistini dan Rudy T. Edwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-
Perkara Perdata, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), him. 12.

% R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 463.

% 1bid., him. 462.
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bangunan serta juga pemberian Hak Tanggungan. Kedua hal itu dianggap perlu
untuk dimasukkan berhubungan dengan kasus yang akan dibahas oleh penulis.
Hak tanggungan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Y ang Berkaitan
Dengan Tanah adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain.
Untuk dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak jaminan atas
tanah, benda yang bersangkutan harus memenuhi berbagai syarat, yaitu:®
1. dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang
2. mempunyal sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila debitor cidera
janji benda yang dijadikan jaminan akan dijual
3. termasuk hak yang didaftar menurut peraturan tentang pendaftaran tanah
yang berlaku, karena harus dipenuhi syarat publisitas®
4. memerlukan penunjukan khusus oleh suatu undang-undang.

Objek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu:®’
1. Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 25, 33, dan Pasal 39 UUPA.
2. Hak Pakal Atas Tanah Negara. Yang dimaksud adalah hak paka yang
diberikan oleh negara kepada orang perseorangan dan badan-badan hukum

® Boedi Harsono, Hukum Tanah Nasional: Sgjarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, ed. Revisi 2005, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2005), him.
422.

®  Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan
kabupaten/kotamadya yang bersangkutan, dengan dibukukan dalam Buku Tanah Hak
Tanggungan. Adanya Hak Tanggungan itu dicatat pada Buku Tanah hak yang dijadikan jaminan
dan disalin catatan tersebut pada sertipikatnya. Sebagaimana diketahui data pendaftaran tanah
yang ada pada Kantor Pertanahan mempunyai sifat terbuka bagi umum yang berkepentingan,
termasuk data mengenai Hak Tanggungan tersebut. Ibid., him. 420.

5" 1bid., him. 423.
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perdata dengan jangka waktu yang terbatas, untuk keperluan pribadi atau
usaha. Tidak termasuk dalam objek Hak Tanggungan hak pakai yang
diberikan kepada instansi-instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan
keagamaan dan sosial serta Perwakilan Negara Asing, yang menurut
sifatnyatidak dapat dipindahtangankan.

3. Bangunan Rumah Susun dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
berdiri diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai yang
diberikan oleh negara (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996
tentang Hak Tanggungan).

Hak tanggungan memberikan perlindungan dan kedudukan istimewa bagi
kreditor tertentu, hal ini dapat dilihat dari sifat hak tanggungan itu sendiri, yaitu
sebagai berikut:%®

1. Droit de Preference

Dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut
kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunya hak mendahulu daripada
kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan dengan pemberian hak
mendahulu tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-
piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku seperti
yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Droit de Suite

Hak tanggungan juga tetap membebani objek Hak Tanggungan di tangan
sigpapun benda tersebut berada. Ketentuan ini berarti, bahwa kreditor
pemegang Hak Tanggungan tetap berhak menjual lelang benda tersebut,
biarpun sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain.

3. Kepailitan Pemberi Hak Tanggungan

Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, kreditor pemegang hak
tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya
menurut Undang-Undang Hak Tanggungan. Ini berarti bahwa objek Hak

% |bid., him. 416.
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Tanggungan tidak termasuk dalam boedel kepailitan, sebelum kreditor
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda yang
bersangkutan. Y ang dinyatakan pailit adalah pemberi Hak Tanggungan, yaitu
pihak yang menunjuk harta kekayaannya sebaga jaminan (Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

4. Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-bagi

Sesuai dengan Pasa 2 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan
bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika
diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan®. Yang dimaksud
tidak dapat dibagi-bagi adalah bahwa Hak Tanggungan membebani secara
utuh obyek hak tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Telah dilunasinya
sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek hak
tanggungan dari beban hak tanggungan, melainkan hak tanggunan itu tetap
membebani seluruh obyek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum

dilunasi.

5. Kemudahan dan Kepastian Dalam Eksekusi

Apabila debitor cidera janji tidak perlu ditempuh acara gugatan perdata
biasa, yang memakan waktu dan biaya Bagi kreditor pemegang Hak
Tanggungan disediakan acare-acara khusus yang diatur dalam Pasal 20
Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu menggunakan haknya menjua obyek
Hak Tanggungan melalui pelelangan umum, dan juga bisa dilakukan
penjualan dibawah tangan (Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor
4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan dengan suatu proses yang terdiri

dari 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pemberian Hak Tanggungan dan Tahap
Pendaftaran yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Sebelum

% pemberian Hak Tanggungan diberikan dalam suatu akta (Pasal 10 ayat (2) UUHT) dan

karenanya selalu merupakan suatu perjanjian tertulis, dan pejabat yang berwenang membuat akta
pembebanan adalah pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan PMA Nomor 11 tahun 1961, PPAT
tidak diperkenankan menggunakan akta buatannya sendiri, tapi harus memakai blangko akta yang
sudah disediakan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). J. Satrio., Op. Cit., him. 273.
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melaksanakan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), menurut
ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan PPAT jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor
Pertanahan setempat mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan jaminan dengan daftar-
daftar yang ada di kantor tersebut. Untuk keperluan itu perlu diperlihatkan
sertipikatnya yang asli.”

Menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 3 tahun
1997, untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang obyeknya merupakan hak atas
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang telah terdaftar atas nama
pemberi Hak Tanggungan, PPAT membuat APHT wajib selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta tersebut menyerahkan ke Kantor
Pertanahan segala berkas yang diperlukam yang terdiri dari:

a. surat pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat daftar
jenis surat-surat yang disampaikan;

b. surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak
Tanggungan;

c. fotokopi surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan;

d. sertipikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
yang menjadi obyek Hak Tanggungan;

e. lembar ke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan;

f. salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT
yang bersangkutan untuk disahkan sebagal salinan oleh Kepala Kantor
Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan;

g. surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, apabila pemberian Hak
Tanggungan dilakukan melalui kuasa.

Dalam hal pengecekan sertipikat sebelum pembuatan akta maka:

" Boedi Harsono, Op. Cit., him. 430.
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a. Apabila sertipikat tersebut sesuai dengan daftar-daftar yang ada, maka

b.

Kepala kantor atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan pada halaman
perubahan sertipikat yang asli cap atau tulisan dengan kalimat: "telah
diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”, kemudian
diparaf dan diberi tanggal pengecekan. Pada halaman perubahan buku
tanahnya dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat "PPAT... telah
diminta pengecekan sertipikat”, kemudian diparaf dan diberi tanggal
pengecekan.”

Apabila sertipikat yang ditunjukkian itu ternyata bukan dokumen yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, pada sampul dan semua haaman
sertipikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: ” Sertipikat
ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan...”, kemudian diparaf.”

PPAT wajib menolak pembuatan APHT yang bersangkutan, jika ternyata

sertipikat yang diserahkan kepadanya bukan dokumen yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan (sertipikat palsu) atau data yang dimuat di dalamnya tidak
sesuai |agi dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Menteri Negara

AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, dalam waktu 7
(tujuh) hari kerja setelah pendaftaran Hak Tanggungan, Kepala Kantor Pertanahan
menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan dapat hapus apabila terjadi peristiwa-peristiwa seperti

yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu sebagai
berikut: ™

1.

Hapusnya Hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan

™ 1bid., him. 431.
2 | bid.
2 bid.

™). Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 2,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), him. 253.

Universitas Indonesia

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.



30

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak tanggungan
mempunyai sifat accesoir, yaitu hak tanggungan selalu mengikuti perjanjian
pokoknya. Jika perjanjian pokoknya hapus, maka sebagali konsekuensinya
hak tanggungan yang bersangkutan juga akan hapus. Yang perlu
diperhatikan adalah bahwa pembayaran perikatan pokok, yang
menyebabkan hapusnya perikatan yang accesoir padanya, adalah
pembayaran yang bersifat "melunasi”, sebab kalau perikatan pokoknya
hanya dibayar sebagian sga, maka perikatan pokoknya untuk sebagian
sisanya masih tetap hidup dan sesual dengan sifat lain dari hak tanggungan
yaitu sifat tidak dapat dibagi-bagi, maka jaminan masih tetap terikat untuk
seluruhnya (sebagai satu kesatuan), kecuali jika diperjanjikan lain.

2. Pembaharuan Hutang

Pembaharuan hutang diatur dalam Pasal 1413 sampa dengan Pasal 1424
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang biasanya disebut novasi. Dalam
hal terjadi pembaharuan utang atau novasi, perikatan lamanya hapus sehingga

semua accesoirnya juga turut hapus.

3. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh Pemegang Hak Tanggungan

Pelepasan Hak Tanggungan menurut Pasal 18 ayat (1) UUHT dilakukan
dengan suatu pernyataan tertulis mengena dilepaskannya Hak Tanggungan
oleh pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. Namun
dengan dilepaskannya Hak Tanggunan tidak menyebabkan bahwa hutangnya
menjadi lunas. Pernyataan tertulis untuk melepaskan Hak Tanggungan
tersebut tidak disyaratkan harus menggunakan akta otentik sehingga dapat
dilakukan dengan akta dibawah tangan.

4. Hapusnya Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan

Dalan Pasa 18 ayat (1) huruf (d) UUHT bahwa hapusnya Hak
Tanggungan dapat juga karena hapusnya hak atas tanah dimana yang banyak
terjadi adalah hapusnya hak atas tanah karena lewatnya waktu untuk mana hak

itu diberikan.
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Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutoria sebagaimana ternyata
dalam kalimat yang tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan yang berbunyi:
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
yang artinya bahwa dalam hal Debitor tidak dapat memenuhi janji untuk
membayar utangnya, maka Pemegang Hak Tanggungan selaku Kreditor dapat
langsung menjual obyek hak tanggungan tanpa memerlukan putusan dari
Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Penjualan obyek hak tanggungan dapat
dilakukan dengan pelelangan secara umum, dan penjualan secara dibawah tangan
jika dengan demikian diperoleh harga terrtinggi yang menguntungkan bagi semua
pihak, dimana sebelumnya harus terlebih dahulu diberitahukan secaratertulis oleh
pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar selama 1
(satu) bulan, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan ( Undang-Undang
Hak Tanggungan Pasal 20 ayat (2) dan (3)).

2.1.6 Jual Beli Tanah dan Bangunan

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”
Dari apa yang diuraikan pada Pasal 1457 tersebut, maka dapatlah ditarik suatu
kessmpulan yaitu bahwa jua beli adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya ia
sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai
kekuataan hukum) pada detik tercapainya sepakat penjua dan pembeli mengenai
unsur-unsur yang pokok (essentiali) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu
mengenai barang yang tak bergerak.

Selanjutnya menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika
setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan

® R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 366.
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harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum
dibayar.”"®

Walaupun demikian, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada
s pembeli selama penyerahannya belum dilakukan.

Bendatak bergerak, misalnyatanah dapat beralih dan dialihkan. Salah satu
cara melakukan pengalihan terhadap tanah tersebut adalah dengan cara melakukan
jual beli. Sebidang tanah atau bangunan yang telah berada dalam kekuasaan
seorang pembeli, merupakan bukti bahwa tanah/bangunan tersebut secara nyata
telah beralih dari penjual kepada pembeli, tetapi belum merupakan perbuatan
yang memindahkan hak eigendom selama persyaratan yuridisnya belum
terpenuhi.”’

Penyerahan yang sah (juridische levering) baru terjadi jika akta
penyerahannya (acte van transport) telah didaftar dalam Buku (Register) Tanah
atau telah dilakukan balik nama oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Dalam acte van transport terdapat tulisan
berupa perkataan-perkataan yang menyatakan bahwa pihak pertama telah
menyerahkan hak atas bendanya kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua
menyatakan telah menerima dengan balk penyerahan hak atas benda tersebut.
Acte van transport ini harus dibuat secara otentik yaitu oleh Notaris.”®

Berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Hukum Adat
yang menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, syarat terpenuhinya jual beli yaitu tunai
artinya bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah
yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain dan telah terjadi pembayaran
tunai; terang artinya perbuatan pemindahan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, sehingga tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi; dan
riill yang artinya bahwa perbuatan tersebut benar-benar dilakukan dengan

ditandatanganinya akta tersebut oleh para pihak.

8 | bid.

" Frieda Husni Hasbullah, Hukum K ebendaan Perdata, Hak-Hak Y ang Memberi
Kenikmatan: Jilid |, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 2002), him. 124.

" 1bid.
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Jual beli atas tanah dan bangunan harus dilakukan dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 ditetapkan bahwa peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan
rumah susun melalui jua beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan
hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pembuatan akta tersebut wajib dihadiri oleh para pihak
yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya dan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat
untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. Akta PPAT merupakan
salah satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Maka wajib
dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk
pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutann.”

Menurut Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, yaitu:

“PPAT berhak menolak untuk membuat akta, jika:

a. mengena bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan
rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang
bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-
daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengena bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak
disampaikan:

1. surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau
surat keterangan kepala desalkeluarahan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertipikat dari kantor pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan dari
kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan
dikuatkan oleh Kepala Desa/lK eluarahan; atau

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa
mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;
atau

" Boedi Harsono, Loc. Cit., him. 507.
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e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat
atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa
mengenal data fisik dan atau data yuridisnya; atau

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada
pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.

Dalam pembuatan akta jual beli, PPAT harus melakukan pemeriksaan
terlebih dahulu terhadap semua dokumen yang diperlukan dalam jua beli
tersebut. Dan apabilaterdapat hal-hal yang tidak sesua maka PPAT sesuai dengan
Pasal 39 ayat (1) diatas berhak untuk menolak pembuatan akta jual beli. Selain itu
setiap terjadi perbuatan hukum harus dilakukan pendaftaran tanah dalam rangka
pemeliharaan data di Kantor Pertanahan setempat. Untuk itu berdasarkan Pasal 40
ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi:

“ Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sgjak tanggal ditandatanganinya
akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut
dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.”

2.1.7 Kredit dan Perjanjian Kredit

Berdasarkan etimologis, kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu
“credere’ yang berarti kepercayaan (trust atau faith). Oleh karena itu dasar dari
kegiatan pemberian kredit adalah kepercayaan.?’ Berdasarkan Pasal 1 angka 12
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian
hasil keuntungan.”

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi:

8 Thomas Suyatno dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, ed. Keempat, cet. Kesebelas, (Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Umum, 2007), him. 12.
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“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Raymond P. Kent dalam bukunya Money and Banking mengatakan bahwa
kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan
pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena

penyerahan barang-barang sekarang.®*

Unsur-unsur yang terdapat pada transaksi kredit, antara lain:®

1. Kepercayaan
Keyakinan dari s pemberi kredit bahwa s penerima kredit akan
mengembalikan prestasi, bak itu berupa barang, jasa ataupun uang dalam
jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu
Suatu masa atau waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi
dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang.

3. Degree of Risk
Tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka
waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi
yang akan diterimadi kemudian hari.

4. Prestasi atau Objek Kredit
Prestasi yang diberikan dalam melakukan kegiatan kredit, bisa berupa

barang, uang, ataupun jasa.

Secara garis besar kredit memiliki tujuan yang dapat dimasukkan dalam 3
(tiga) kategori, yaitu:®
1. Bagi Dunia Usaha (peminjam kredit)

& |bid
8 |bid., him. 14.

8 Handri Raharjo, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, (Y ogyakarta: Penerbit
Pustaka Y ustisia, 2010), him. 5
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Untuk memenuhi kebutuhannya akan dana. Dengan kata lain sebagai
sumber permodalan dan juga sebagai semangat untuk mencari keuntungan
agar kelak dapat mengembalikan uang pokok pinjaman beserta bunganya
kepada pemberi kredit.

Bagi Pemberi Kredit

Mendapatkan beberapa keuntungan dari pemberian kredit kepada nasabah
misalnya bunga atas kredit, disamping itu juga membantu pelaku usaha
atau masyarakat dalam rangka mendapatkan dana.

Bagi Negara

Untuk menjalankan roda pembangunan nasional di segala sektor dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Keberadaan kredit dapat digolongkan menurut beberapa klasifikasi, antara

Menurut Jangka Waktunya
Menurut jangka waktunya kredit dapat digolongkan ke dalam beberapa
klasifikasi, antaralain:
a. Kredit Jangka Pendek (short-term loan), yaitu kredit yang jangka
waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun.
b. Kredit Jangka Menengah (medium-term loan), yaitu kedit yang
jangka waktu pengembaliannya satu sampai dengan tiga tahun.
c. Kredit Jangka Panjang (long-term loan), yaitu kredit yang jangka
waktu pengembaliannya melebihi tiga tahun.

2. Menurut Jaminannya

Menurut jaminannya kredit dapat diklasifikasikan menjadi:
a. Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang disertai
penyerahan barang jaminan oleh nasabah.
b. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan), yaitu kredit yang tidak

disertai penyerahan barang jaminan dari nasabah.

8 Muchdarsyah Sinungan, “K eberadaan Kredit Menurut Beberapa K lasifikas”

http://silapcity.bl ogspot.com/2009/03/pengertian-kredit.html, diunduh 11 Mei 2011.
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3. Menurut Tujuannya.
Menurut tujuannya kredit dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Kredit Komersial (commercial loan), yaitu kredit yang diberikan
untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang
perdagangan.

b. Kredit Konsumtif (consumer loan), yaitu kredit yang diberikan
untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.

c. Kredit Produktif (productive loan), yaitu kredit yang diberikan
dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga
dapat memperlancar produksi.

4. Menurut Penggunaannya
Menurut penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi:
a. Kredit moda kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk menambah
modal kerjadebitur.
b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk digunakan
dalam melakukan investass melalui pembelian barang-barang
modal.

5. Menurut Sektor Usaha
Misanya Kredit Peternakan; Kredit Pertanian; Kredit Industri; Kredit
Pertambangan; Kredit Profesi; Kredit Perumahan; dan kredit-kredit usaha

lainnya.

Berdasarkan rumusan dalam undang-undang tersebut diatas, dapatlah
diambil kesimpulan bahwa hubungan hukum antara pemberi dan penerima kredit
adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang selanjutnya disebut
perjanjian kredit.*> Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.®® Penyempurnaan terhadap definisi

8 |bid.

¥ R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 338.
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perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut
adalah: suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata
sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka
(para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum
yang satu berhak atas prestas dan begitu juga subjek hukum yang lain
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang
telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.®’

Dengan melihat definisi-definis diatas maka sebuah perjanjian kredit
dapat diartikan sebagal suatu kesepakatan atau persetujuan antara kreditor dan
debitor dalam hal penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, yang mewajibkan pihak lain (khususnya debitor) untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kepada kreditor (sesual
kesepakatan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

Perjanjian kredit menurut hukum perdata dapat dikatakan sebagai salah
satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Dengan demikian pembuatan suatu
perjanjian kredit selain dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga dapat pula berdasarkan
kesepakatan diantara para pihak.®® Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata sendiri memberikan pengertian dari pinjam-meminjam, yaitu sebagai
berikut:

“Pinfam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini
akan rgr(l)mgembalikan sgjumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama
pula.”

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa kredit dan
perjanjian kredit bukan hanya diatur di dalam Undang-Undang Perbankan saja,

8 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Y ustisia, 2009),
him. 42.

8 Handri Raharjo, Loc. Cit., him. 6.
8 http://jaminankredit.bl ogspot.com/2009/07/perjanjian-kredit.html

% R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 451.
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melainkan telah diatur sebelumnya di daam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Selanjutnya subjek dari perjanjian kredit adalah pihak-pihak yang terkait
dengan diadakannya suatu perjanjian kredit, meliputi: kreditor adalah pihak yang
berhak atas prestasi yang kemudian lazim disebut sebagal pemberi pinjaman atau
kredit; dan debitor adalah pihak yang berkewajiban berprestasi yang kemudian

lazim disebut penerima pinjaman atau kredit. ™

Dalam prakteknya, perjanjian kredit memiliki dua bentuk, yaitu:*

a. Daam bentuk akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata), yaitu suatu akta
yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat
oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu
di tempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan inisiatif pembuatnya
akta otentik dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Akta Pgabat, akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi
wewenang untuk itu dengan mana pejabat  tersebut
menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya.
Jika inisiatifnya tidak berasal dari orang yang diterangkan di
dalam aktaitu. Contohnya akta kel ahiran.

2. Akta para pihak, akta yang inisiatif pembuatannya dari para
pihak di hadapan pejabat yang berwenang. Contohnya akta

sewa-menyewa.

b. Daam bentuk akta dibawah tangan (Pasal 1874 KUHPerdata), yaitu
akta yang dibuat untuk tujuan pembuktian namun tidak dibuat di
hadapan pejabat yang berwenang. Akta dibawah tangan ini
mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pengakuan dari pihak-
pihak yang membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan pembuktian
pembuktian akta dibawah tangan dapat dipersamakan dengan akta

°! Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2003), him. 79.

%2 sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketiga, (Y ogyakarta:
Liberty, 1988), him. 119.

Universitas Indonesia

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.



40

otentik sepanjang para pembuat akta di bawah tangan mengakui dan
membenarkan apa yang telah ditandatanganinya.

Sifat-sifat umum perjanjian kredit:*
a. Merupakan perjanjian pendahuluan.
Sebelum uang atau objek dari perjanjian diserahkan, terlebih dahulu harus
ada persesuaian kehendak antara pemberi dan penerima kredit yang
disepakati dalam suatu perjanjian kredit. Jadi perjanjian kredit merupakan
perjanjian pendahuluan sebelum diberikannya objek atau uang.

b. Merupakan perjanjian bernama.
Perjanjian Khusus/Bernama/Nominaat adalah perjanjian yang memiliki
nama dan diatur daam KUHPerdata. Contohnya perjanjian-perjanjian
yang terdapat dalam buku I11 Bab V-XVIII KUHPerdata, yaitu antara lain
perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa,
perjanjian pinjam meminjam, dan lain sebagainya.

c. Merupakan perjanjian standar.
Perjanjian Standar atau Baku adalah perjanjian yang berbentuk tertulis
berupa formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih
dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat massal, tanpa
mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Karena
bentuk dan is dari perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu,
sehingga pihak lawan dalam perjanjian hanya diminta untuk menyetujui

apa-apa sgja yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut.

Pada umumnya, perjanjian kredit dapat hapus atau berakhir karena:*
a. Ditentukan oleh pihak-pihak terlebih dahulu dalam perjanjian kredit
tersebut

% Handri Raharjo, Loc. Cit., him. 11.

% Feby M. Sukantendel, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, ed. Kedua, (Y akarta:
YLBHI, 2009), him. 168.
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b. Pembayaran/pemenuhan prestasi adalah pelunasan utang atau tindakan
pemenuhan prestasi oleh debitor kepada kreditor

c. Novas/pembaruan utang (Pasa 1413-1424 KUHPerdata) adalah
perjanjian antara debitor dengan kreditor dimana perikatan yang sudah ada
dihapuskan dan kemudian dibuat suatu perikatan yang baru

d. Perjumpaan utang/kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdata) adalah
penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan
utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitor dengan
kreditor

e. Subrogas (Pasal 1400 KUHPerdata) adalah penggantian kedudukan
kreditor oleh pihak ketiga yang terjadi dengan pembayaran yang
diperjanjikan kepada Kreditor ataupun ditetapkan oleh undang-undang.

2.2 SUBJEK PENELITIAN

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa penulis
mencoba melakukan penelitian terhadap suatu perbuatan hukum jual beli tanah
dan bangunan dengan menggunakan surat kuasa sebagal dasar dari jual beli
tersebut, dimana pembeli menggunakan fasilitas kredit dari sebuah bank untuk
membeli tanah dan bangunan tersebut.

Di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, terdapat sebidang tanah dengan
Sertipikat Hak Milik tertanggal 08-04-1982 (delapan April tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh dua) Nomor 1594/Tanjung Duren Utara seluas tiga ratus tiga
belas meter persegi (313 M2), setempat dikena sebagai Jalan Tanjung Duren
Barat | Nomor 15 dan terdaftar atas nama Tuan DRG. KRISTIAN TAMSIL. Pada
Mel 2003, Tuan DRG. KRISTIAN TAMSIL membuat Akta Kuasa tanggal 05-05-
2003 (lima Mei tahun dua ribu tiga) Nomor 9, yang dibuat dihadapan Drs.
Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang berisi: memberikan kuasa
kepada anak |aki-lakinya yang bernama Tuan RIDWAN TAMSIL untuk menjual
1/3 bagian dari tanah di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15. Tak lama setelah
surat kuasa dibuat, Tuan DRG. KRISTIAN TAMSIL jatuh sakit sehingga hilang
kesadarannya (koma). Pada Oktober 2003, tanah tersebut kemudian dipecah
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menjadi 3 (tiga) masing-masing dikenal dengan Jalan Tanjung Duren Barat |
Nomor 15, Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15A, dan Jalan Tanjung Duren
Barat | Nomor 15B. Jika dilihat dari tanggal sertipikat, sudah jelas bahwa Surat
Kuasa dibuat |ebih dahulu daripada sertipikat tanah hasil pemecahan dibuat.

Pada tahun 2010 terjadi suatu perbuatan hukum yaitu jual beli tanah dan
bangunan hasil pemecahan dengan Sertipikat Hak Milik tanggal 15-10-2003 (lima
belas Oktober tahun dua ribu tiga), Nomor 2244/Tanjung Duren Utara dengan
|uas seratus empat meter persegi (104 M2), di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor
15A, Jakarta Barat, dimana jual beli tersebut dilakukan berdasarkan pada Akta
Kuasa yang telah dibuat oleh Tuan DRG. KRISTIAN TAMSIL sebagaimana
dinyatakan sebelumnya. Jual beli tanah hasil pemecahan tersebut dilaksanakan
dengan harga Rp 1.139.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta
rupiah) yang dituangkan dalam Akta Jual Beli tanggal 30-08-2010 (tiga puluh
Agustus tahun dua ribu sepuluh) Nomor 514/2010, yang dibuat oleh dan
dihadapan Henggawati, S.H., selaku Pegabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di
Jakarta Barat. Pembeli sendiri menggunakan fasilitas kredit dari PT. BANK
WINDU KENTJANA INTERNASIONAL TBK. untuk melakukan transaksi
tersebut sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Sebelum
mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Windu Kentjana Internasiona Tbk.
tersebut, calon pembeli yang bernama Tuan LUIS AGUSTOMO telah mencoba
mendapatkan fasilitas kredit dari beberapa bank lain namun ditolak atas saran
Notaris/PPAT rekanan Bank tersebut dengan alasan Akta Kuasa yang dijadikan
dasar dari calon penjual, Tuan Ridwan Tamsil tersebut, tidak dapat digunakan
(tidak sah) karena kuasa tersebut diberikan untuk memindahtangankan 1/3 bagian
tanah di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15 berdasarkan sertipikat induk.
Notaris itu menawarkan agar dibuat Akta Kuasa yang baru untuk memindahkan
tanah dan bangunan hasil pemecahan dengan mencantumkan sertipikat dari tanah
dan bangunan tersebut (hasil pemecahan), namun hal itu tidak dapat dilakukan
melihat keadaan dari Tuan Drg. Kristian Tamsil yang dalam keadaan koma.

Pada awalnya, PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. sendiri ragu
untuk memberikan fasilitas kredit karena jaminan yang akan diberikan oleh Tuan

Luis Agustomo adalah tanah dan bangunan hasil pemecahan tersebut. Akan tetapi
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pada akhirnya PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. bersedia untuk
memberikan fasilitas kredit dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit, Dengan Memakai
Jaminan tanggal 22-09-2010 (dua puluh dua September tahun dua ribu sepuluh),
Nomor 63, yang dibuat dihadapan M. Kholid Artha, S.H., selaku Notaris di
Jakarta Selatan, dengan diikuti dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) tangga 18-10-2010 (depalan belas Oktober tahun dua ribu
sepuluh), Nomor 241/2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Kiki Hertanto, SH.,
PPAT di Jakarta Barat. Setelah pemberian hak tanggungan tersebut dikeluarkan
maka terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 03-11-2010 (tiga November
tahun dua ribu sepuluh), Nomor 8187/2010.

Jika dilihat dari perbuatan hukum sebagaimana tersebut diatas dimana
terjadi penolakan dari beberapa bank yang telah berkonsultas dengan
Notaris/PPAT rekanannya dan untuk mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan
surat kuasa tersebut, dan juga terdapat keraguan dari PT. Bank Windu Kentjana
Internasional  Tbk. dalam memberikan fasilitas kredit maka perlu diadakan
penyelidikan lebih lanjut mengenai keabsahan dari surai kuasa yang
mencantumkan =~ memberikan kuasa kepada Tuan Ridwan Tamsil untuk
memindahtangankan 1/3 bagian keseluruhan tanah berdasarkan sertipikat induk
tersebut.

Terhadap perbuatan hukum seperti yang dijelaskan diatas, penulis
melakukan wawancara dengan orang yang memiliki kualifikasi keahlian
akademik (kepakaran ilmu), yaitu kepada 3 (tiga) orang Hakim yang bernama Dr.
H. Supandi, SH., M.H. selaku Hakim Agung Republik Indonesia, I. Gusti Agung
Sumanatha, S.H. selaku Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia,
dan Dr. Ronad Lumbuun, SH., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri
Pandeglang, Banten. Dalam wawancara ini, penulis menjelaskan duduk perkara
dari kasus yang diteliti dilanjutkan dengan pertanyaan kepada 3 (tiga) orang
Hakim. Penjelasan dan pertanyaan yang digjukan penulis kepada ketiga orang
Hakim adal ah sama, yaitu sebagai berikut:

"Tanah ini berada di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15 dengan
Sertipikat Hak Milik Nomor 1594/Tanjung Duren Utara, yang kemudian pada 15
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Oktober 2003 dipecah sehingga menjadi Nomor 15, Nomor 15A, dan Nomor 15B
atas nama Tuan Drg. Kristian Tamsil. Namun sebelum tanah ini selesai dipecah,
pada 5 Me 2003 Tuan Kristian membuat Akta Kuasa yang isinya: memberikan
kuasa kepada anaknya, Tuan Ridwan Tamsil, untuk menjual 1/3 bagian dari tanah
yang berada di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15 dengan sertipikat Nomor
1594/Tanjung Duren Utara tersebut. Jadi akta kuasa dibuat sebelum tanah tersebut
selesal dipecah.

Pada tahun 2010, Tuan Ridwan bermaksud menjual persii Nomor 15A
berdasarkan akta kuasa tersebut. Calon pembeli ingin menggunakan fasilitas
kredit, sehingga pada saat pengajuan dats-data yang diperlukan, yang salah
satunya adalah akta kuasa tersebut, beberapa bank menolak dengan aasan akta
kuasa tersebut tidak sah. Waaupun pada akhirnya calon pembeli berhasil
mendapatkan fasilitas kredit dari bank lain dan dibuatlah Akta Jual Beli dihadapan
PPAT.” Demikian kasus yang sedang saya teliti, untuk itu saya mohon untuk
diberikan pertimbangan atas pertanyaan: "Apakah akta kuasa tersebut sah
digunakan sebagal dasar jual beli dan bagaimana kekuatan hukum dari jua beli
tersebut?’

Atas pertanyaan tersebut maka pertimbangan dari ketiga Hakim tersebut
adalah sebagal berikut:

1. Dr. H. Supandi, S.H., M.H. selaku Hakim Agung Republik Indonesia.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Akta Kuasa dibuat pada 05-05-2003
(limaMe tahun dua ribu tiga) sehingga dapat diketahui bahwa Akta kuasa dibuat
terlebih dahulu sebelum pemecahan dilakukan. Selanjutnya oleh pemberi kuasa
yaitu Tuan Drg. Kristian Tamsil, sertipikat Hak Milik Nomor 1594/Tanjung
Duren Utara, setempat dikenal Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15 dipecah
menjadi 3 (tiga) bagian menjadi Nomor 15, Nomor 15A, dan Nomor 15B.
Pemecahan tersebut tidak mengurangi materi yang dikuasakan yaitu 1/3
(sepertiga) bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1594/Tanjung Duren Utara
tersebut. Oleh karena itu, Akta Kuasa yang dibuat tidak dicedera dengan
perbuatan hukum berupa pemecahan sertipikat tersebut sehingga Akta Kuasa tetap
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SAH. Pemecahan yang dilakukan juga tidak mengandung cacat yuridis sehingga
jual beli yang dilakukan dengan Akta Jual Beli juga berlaku SAH.

2. 1. Gusti Agung Sumanatha, S.H. selaku Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Tidak Sah, karena pada asasnya jua beli tanah harus dilakukan dengan
terang dan tunai sehingga dalam kasus ini pengalihan tanah dengan kuasa menjual
sering disalahgunakan sebagal penyelundupan hukum, yang transaks sebenarnya
adalah pinjam-meminjam uang bukan transaksi tanah sehingga akta kuasa tersebut
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lebih-lebih dalam kasus ini tanah yang
bersangkutan dengan sertipikat Hak Milik Nomor 1594/Tanjung Duren Utara atas
nama Tuan Drg. Kristian Tamsil, masih dalam proses pemecahan sehingga akan
membawa implikasi hukum ketika pemecahan selesai dilakukan oleh Badan
Pertanahan Nasiona (BPN)

3. Dr. Ronald Lumbuun, SH., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri
Pandeglang, Banten.

Mengenai permasalahan yang ditanyakan, maka menurut pandangan saya
bahwa Akta Kuasa (AK) untuk menjual tanah yang diberikan oleh Tuan Drg.
Kristian Tamsil kepada anaknya, Tuan Ridwan Tamsil adalah TIDAK SAH
untuk dijadikan dasar jual-beli atas tanah tersebut, karena ditinjau dari ISI, maka
perihal batas-batas objek tanah yang terdapat di dalam Akta Kuasa tersebut
tentunya sudah berlainan dengan batas-batas yang terdapat di dalam Sertipikat
Nomor 15A, sehingga telah terjadi ”eror in object” di dalam jual-beli tersebut.
Selain daripada itu harus diingat bahwa sgjak terjadinya pemecahan tanah yang
terletak di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15 itu, maka sesungguhnya
sertipikat Nomor 1594/Tanjung Duren Utara sudah tidak eksis lagi.

Jika dilihat dari hasil wawancara terhadap ketiga orang Hakim tersebut,
dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pertimbangan mengenai perbuatan hukum
jual beli atas tanah bangunan tersebut diatas. Akta Kuasa dengan jual beli ini
saling berkaitan dimana apabila akta kuasa yang digunakan sebagai dasar dari jual
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beli tersebut tidak sah maka jual beli yang dilakukan pun menjadi tidak sah, dan
sebaliknya apabila Akta Kuasa tersebut sah maka jual beli yang dilakukan pun
menjadi sah dan pembelinya mendapat kepastian hukum atas tanah dan bangunan
yang dibelinya.

2.3 ANALISISHUKUM

Seperti apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa yang
menjadi pokok permasalahan dalam kasusini adalah
1. Bagaimana keabsahan surat kuasa tersebut sebagai dasar jual beli tanah
hasil pemecahan dengan menggunakan fasilitas kredit?
2. Bagamana kekuatan hukum bagi Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli
yang telah dilakukan dihadapan PPAT berdasarkan surat kuasa tersebut?

2.3.1 Keabsahan Surat Kuasa Sebagai Dasar Jual Beli Tanah

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu diketahui bahwa seperti
yang telah diuraikan sebelumnya bahwa menurut ketentuan Pasal 1792 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan
atau perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, untuk mewakili
pemberi kuasa menyelenggarakan suatu perbuatan hukum atas namanya. Oleh
karena pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian, sudah tentu pemberian kuasa
tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya. Hukum perjanjian itu sendiri
diatur dalam Buku I11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan
kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal guna kepentingan pemberi
kuasa. Dengan pemberian kuasa tersebut timbul perikatan antara pemberi kuasa
dan penerima kuasa. Dalam pemberian kuasa itu para pihak yang terikat
didalamnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dan
masing-masing pihak mempunya hak dan kewgjiban yang harus dipenuhi dan
ditaati karena apabila tidak maka pemberian kuasa tersebut tidak sah dan dapat
dibatalkan. Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus
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dinyatakan secara tegas dan jelas untuk menghindari kerugian yang tidak
diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pemberian kuasa
dan kuasa tersebut tidak boleh melampaui hak dan wewenang yang diberikan oleh
pemberi kuasa serta pemberi kuasa juga harus membayar semua biaya yang
dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam menjalankan kepentingan pemberi kuasa.
Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa dilakukan secara
tertulis, bisa dalam bentuk akta otentik bisa juga dalam bentuk akta dibawah
tangan.®
Perumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendorong
para ahli hukum untuk memberikan Pengertian-pengertian sebagai berikut:®
a.Sudikno Mertokusumo
Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum; kedua pihak
itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak kewsajiban,
yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu
adalah untuk menimbulkan akibat hukum menimbulkan hak dan
kewgjiban, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat
hukumnya, si pelanggar itu dapat dikenakan sanksi.

b. Soebakti

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.

. Abdul Kadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau
lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam
|lapangan harta kekayaan.

% Siti Fatimah, “ Syarat-Syarat Pemberian Kuasa Ditinjau Dari Segi Hukum Acara
Perdata” http://eprints.ui.ac.id/id/eprint/19788, diunduh 5 Mei 2011.

% Miftahul Janna, Pelaksanaan Penandatanganan Akta Oleh Penerima Kuasa Dalam
Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Oleh Notaris. (Tesis
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), him. 33.
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Dalam hukum perjanjian dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu
perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur agar perjanjian yang dibuat dapat
berlaku sah. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang berbunyi sebagai berikut:®’

"untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.”

Sepakat disini berarti perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya paksaan
dan/atau tipuan dari pihak lain. Kecakapan seseorang adalah mereka yang telah
dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah yang
telah berusia 21 tahun atau telah menikah, dan mereka yang tidak ditaruh dibawah
pengampuan (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Suatu hal
tertentu yaitu bahwa ada sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, dan
suatu sebab yang halal berarti apa yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
undang-undang. Tidak terpenuhinya dua unsur pertama mengakibatkan dapat
dimintakan pembatalan, dan tidak terpenuhinya dua unsur terakhir mengakibatkan
batal demi hukum.

Dalam hal perjanjian pemberian kuasa yang dibuat oleh para pihak setelah
ditandatangani tanpa unsur paksaan dari manapun, maupun kekhilafan sesual
azasnya maka kedua belah pihak dianggap oleh undang-undang sudah barang
tentu mengerti maksud dari isi perjanjian kuasa yang dibuat. Hal ini diatur di
dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: " Tiada
sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Jika dilihat dari keempat unsur yang telah diuraikan tersebut maka dapat
diketahui bahwa Akta Kuasa tanggal 05-05-2003 (lima Mei tahun dua ribu tiga)
Nomor 09, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di
Jakarta Pusat, yang berisi: memberikan kuasa kepada anak laki-lakinya yang

9" R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., him. 339.
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bernama Tuan RIDWAN TAMSIL untuk menjual 1/3 bagian dari tanah di Jalan
Tanjung Duren Barat | Nomor 15, telah memenuhi unsur-unsur dari pemberian
kuasa yang merupakan unsur-unsur perjanjian. Dimana pemberi kuasa TUAN
DRG. KRISTIAN TAMSIL setuju memberikan kewenangan kepada anaknya
TUAN RIDWAN TAMSIL untuk menjua 1/3 bagian dari tanah tersebut dan
TUAN RIDWAN TAMSIL menerima wewenang/kuasa dari ayahnya tersebut.
Selain itu kedua pihak adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada dibawah
pengampuan sehingga dalam hal ini mereka cakap melakukan perbuatan hukum.
Akta Kuasa itu pun jelas menyebutkan hal yang diperjanjikan yaitu memberikan
kuasa untuk menjual tanah dan bangunan, selain itu hal tersebut tidak melanggar
undang-undang karena berdasarkan sertipikat tanah jelas disebutkan bahwa
TUAN DRG. KRISTIAN TAMSIL adalah pemilik dari tanah tersebut.

Yang menjadi permasalahan disini, kuasa yang diberikan adalah kuasa
untuk menjual 1/3 bagian dari tanah dengan Sertipikat Hak Milik, Sertipikat
tertanggal 08-04-1982 (delapan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dua) Nomor 1594/Tanjung Duren Utara, yang kemudian tanah tersebut dipecah
menjadi 3 (tiga) bagian. Akta Kuasa tersebut mencantumkan tanah dengan
sertipikat induk, sedangkan setelah dilakukan pemecahan tanah tersebut telah
memiliki sertipikat masing-masing. Dan pada saat itu, pemberi kuasa dalam
keadaan koma

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 3 (tiga) orang
Hakim dimana 2 (dua) orang Hakim yaitu Dr. Ronald Lumbuun, SH., M.H.,
selaku Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten memberikan pertimbangan
bahwa Akta Kuasa tersebut adalah tidak sah dengan aasan bahwa jika ditinjau
dari isinya maka objek tanah yang tercantum dalam surat kuasa tersebut telah
berlainan karena batas-batas tanah berubah setelah tanah selesa dipecah sehingga
terjadi "eror in object”, dimana walaupun tentu sga tanah yang telah dipecah
batas-batasnya berbeda namun hal ini tidak dapat dibuktikan karena sertipikat
induk telah ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah sertipikat hasil
pemecahan selesai. |. Gusti Agung Sumanatha, S.H. selaku Kepala Pusdiklat
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan pertimbangan bahwa
Akta Kuasatersebut tidak sah dengan alasan bahwa pembuatan Akta Kuasa dibuat
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sebelum proses pemecahan selesai sehingga akan membawa implikasi hukum
ketika pemecahan selesal dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain itu menurut |. Gusti Agung Sumanatha, S.H. kasus ini sebenarnya adalah
kasus pinjam meminjam dan bukan jual beli tanah sehinggaterjadi penyelundupan
hukum. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena dalam kasus ini adalah benar kasus
jual beli tanah dimana jual beli tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas
kredit sehingga tanah yang dibeli harus dijadikan jaminan dengan pembebanan
Hak Tanggungan, hal mana dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli tanggal 30-
08-2010 (tiga puluh Agustus tahun dua ribu sepuluh) Nomor 514/2010, yang
dibuat oleh Henggawati, S.H., selaku Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di
Jakarta Barat, Akta Perjanjian Kredit, Dengan Memakai Jaminan tanggal 22-09-
2010 (dua puluh dua September tahun dua ribu sepuluh), Nomor 63, yang dibuat
dihadapan M. Kholid Artha, S.H., selaku Notaris di Jakarta Selatan, Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 18-10-2010 (depalan belas Oktober
tahun dua ribu sepuluh), Nomor 241/2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Kiki
Hertanto, S.H., PPAT di Jakarta Barat, dan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal
03-11-2010 (tiga November tahun dua ribu sepuluh), Nomor 8187/2010, yang
keempatnya dilampirkan padatesisini.

Seorang Hakim lainnya yaitu Dr. H. Supandi, S.H., M.H. selaku Hakim
Agung Republik Indonesia memberikan pertimbangan bahwa Akta K uasa tersebut
tetap sah karena di dalamnya tercantum dengan jelas bahwa kuasa yang diberikan
untuk menjual 1/3 bagian dari keseluruhan tanah di Jalan Tanjung Duren Barat |
Nomor 15, dan tanah itu sendiri dipecah menjadi 3 bagian, yaitu Jalan Tanjung
Duren Barat | Nomor 15, 15A, dan 15B. Sehingga Akta Kuasa tersebut sudah
tepat karenatidak mengurangi materi yang dikuasakan.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah yang berbunyi:

"ayat (1): Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang
tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa
bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status yang
sama dengan bidang tanah semula.

ayat (2): Daam ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap
bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat
ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya.
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ayat (3): Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan,
dan atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari
pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui
penghapusan beban yang bersangkutan.

ayat (4): Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sepanjang mengenai tanah pertanian, waib memperhatikan ketentuan
mengenai batas minimal sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.”

Mengenai proses pemecahan harus sesuai dengan Pasal diatas; tidak
terdapat ketentuan bahwa proses pemecahan harus benar-benar selesai sebelum
akta kuasa dibuat. Dalam ayat (3) dikatakan bahwa pemecahan tidak dapat
dilakukan apabila tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan sebelum
mendapat ijin dari pemegang hak tanggungan, sedangkan tanah dalam kasus ini
tidak dibebani dengan hak tanggungan atau hak-hak lainnya dan proses
pemecahan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Syarat-syarat pemberian kuasa diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal
1792 sampai Pasal 1799 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai
berikut;*®
Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian
kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu
urusan atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam
suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan.
Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari
pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.”

Pasal 1794 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

" Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan
sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas,
di kemudian hari tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan
dalam Pasal 411 untuk wali”

% |bid., him. 458.
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Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenal
satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala
kepentingan pemberi kuasa.”

Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi
tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan
barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian,
ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang
pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”

Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui
kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara
damal, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada
keputusan wasit.”

Pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

”QOrang-orang perempuan dan orang yang belum dewasa dapat ditunjuk
menjadi kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu
tuntutan hukum terhadap orang yang belum dewasa, selainnya menurut ketentuan-
ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang yang
belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima
kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk mengadakan tuntutan
hukum selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V dan VII Buku Kesatu dari
Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.”

Pasal 1799 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang yang dengan
penerima kuasa telah melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya dan pula
dapat mengajukan tuntutan kepadanya untuk memenuhi persetujuan yang telah
dibuat.”

Dari beberapa pasa yang telah disebutkan diatas maka dapat dirangkum
bahwa syarat-syarat pemberian kuasa adalah sebagai berikut:
1. Adanya kesepakatan dari Pemberi Kuasa untuk memberikan
kewenangan kepada Penerima K uasa yang menerimanya.
2. Pemberian dan penerimaan kuasa dapat dilakukan dengan akta umum,

tulisan dibawah tangan, sepucuk surat, secara lisan. Penerimaan suatu
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kuasa dapat pula terjadi maupun secara diam-diam dan disimpulkan
dari pelaksanaan kuasaitu oleh yang diberi kuasa.

3. Pemberian kuasa dapat diberikan secara cuma-cuma atau dengan
pemberian upah yang diperjanjikan sebelumnya.

4. Pemberian kuasa dapat diberikan secara khusus dan umum.

5. Penerima Kuasa tidak boleh melakukan perbuatan diluar kewenangan
yang telah diberikan oleh Pemberi Kuasa.

6. Orang-orang perempuan dan orang dibawah umur dapat ditunjuk
menjadi Penerima Kuasa tetapi Pemberi Kuasa tidak mempunyai
tuntutan hukum terhadap mereka.

7. Pemberi Kuasa mempunyai hak untuk menggugat Penerima Kuasa
yang melakukan perbuatan diluar dari kewenangannya.

Pemberian kuasa yang diberikan Tuan Drg. Kristian Tamsil kepada
anaknya dengan Akta Kuasa telah memenuhi syarat-syarat pemberian kuasa.
Pemberian kuasa tersebut terjadi dengan adanya kesepakatan dari Tuan Drg.
Kristian Tamsil yang memberikan kuasa untuk menjual kepada siapapun termasuk
kepada Penerima Kuasa sendiri dengan harga dan syarat-syarat yang telah
diketahui dan dianggap bak oleh Penerima Kuasa, 1/3 (sepertiga) bagian dari
keseluruhan tanah setempat dikenal sebagal Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor
15, Jakarta Barat, dan Tuan Ridwan Tamsil selaku Penerima Kuasa menerima
kuasa dari ayahnya tersebut. Kuasa ini diberikan dengan akta umum yang
dituangkan dalam Akta Kuasa tanggal 05 Mei 2003, Nomor 9 yang dibuat
dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian kuasa dapat
dilakukan secara cuma-cuma atau dengan pemberian upah yang harus
diperjanjikan sebelumnya. Dalam Akta Kuasa tersebut tidak diperjanjikan
mengenai pemberian upah, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian kuasa dari
Tuan Drg. Kristian Tamsil kepada anaknya dilakukan secara cuma-cuma. Dan
pemberian kuasa tersebut adalah pemberian kuasa secara khusus yang mana

dituangkan di dalam Akta Kuasanya.
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Mengenai Penerima Kuasa yang tidak boleh melakukan perbuatan diluar
dari kewenangan yang diberikan Pemberi Kuasa, dalam kasus ini Tuan Ridwan
Tamsi| selaku Penerima Kuasa tidak melakukan sesuatu apapun bertentangan dari
kuasa yang diberikan. Tuan Ridwan Tamsil melakukan perbuatan sesuai dengan
kuasa yang diberikan dengan menjual 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan
tanah kepada Tuan Luis Agustomo selaku pembeli sehingga perbuatan menjual
tersebut telah sesual dengan Akta Kuasa.

Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan diatas maka pemberian kuasa yang
diberikan oleh Tuan Drg. Kristian Tamsil kepada anaknya, Tuan Ridwan Tamsll,
telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat-syarat pemberian kuasa sesuai dengan
Pasal 1792 sampal dengan Pasal 1799 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai pemberian kuasa yang diatur dalam
Pasal 1792 sampal dengan Pasal 1799, di dalam pasal-pasal tersebut tidak diatur
bahwa surat kuasa harus dibuat setelah pemecahan tanah selesai dilakukan. Dan
selama di dalam undang-undang tidak diatur, tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum maka siapapun berhak untuk membuat
perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi:*°

" Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena aasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik.”

Secara pribadi, penulis sendiri melihat bahwa Akta Kuasa tanggal 05 Mei
2003 Nomor 9 yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di
Jakarta Pusat yang berisi Tuan Drg. Kristian Tamsil memberikan kuasa kepada
anaknya Tuan Ridwan Tamsil untuk menjual 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah
yang dikenal sebagai Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15, Jakarta Barat, yang
mana tanah tersebut masih dalam proses pemecahan menjadi 3 (tiga) bagian,
adalah Akta Kuasa yang sah. Selain karena terpenuhinya syarat-syarat sahnya

9 1bid., him. 342.
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perjanjian dan syarat-syarat pemberian kuasa, syarat-syarat pemecahan tanah serta
juga karena adanya asas kebebasan berkontrak seperti yang telah diuraikan
sebelumnya maka Akta Kuasa tersebut sah. Pemberian kuasa pun dilakukan
dengan tanpa paksaan, kekhilafan ataupun penipuan dari kedua belah pihak.
Selain itu isi dari Akta Kuasa telah tepat dengan menyatakan untuk menjual 1/3
(sepertiga) bagian dari keseluruhan tanah, karena walaupun tanah tersebut masih
dalam proses pemecahan namun pemecahan dilakukan menjadi 3 (tiga) bagian
dan tanah yang dijual oleh Penerima Kuasa benar 1/3 (sepertiga) bagian dari
keseluruhan tanah. Jadi Akta Kuasa tanggal 05 Mel 2003 Nomor 9 yang dibuat
dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat tersebut adalah
sah.

2.3.2 Kekuatan Hukum Bagi Pembeli dari Akta Jual Beli Berdasarkan Surat

Kuasa

Selanjutnya untuk membahas permasalahan kedua mengenai kekuatan
hukum dari pembeli atas jual beli tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa
jua beli tanah harus dilakukan dihadapan Pegjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang daerah kerjanya berada dalam wilayah tanah tersebut. Proses pembuatan
Akta Jual Beli adalah sebagai berikut:*®

1. Persyaratan pembuatan perjanjian jual beli dihadapan PPAT.
Saat menghadap ke PPAT untuk membuat Akta Jual Beli tanah, maka ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, yaitu:
a. Pihak Penjual, diharapkan membawa:
- Sertipikat adli hak atas tanah yang akan dijual;
- ldentitas para pihak, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
identitas lainnya;
- Bukti pembayaran Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Surat persetujuan suami/istri, bagi yang sudah berkeluarga (KK);
- Kartu Keluarga (KK).

190 Eko Yulian Isnur, Loc. Cit., him. 72.
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b. Pihak Pembeli, diharapkan membawa:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain;
- Kartu Keluarga (KK);
- Uang pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai dihadapan
PPAT, atau surat perintah mengeluarkan uang kepada bank (berupa
cek, biro gilyet, dan sebagainya), yang telah disepakati antara
penjua dengan pembeli terkait.

2. Persigpan pembuatan Akta Jual Beli Tanah

a. Sebelum membuat akta jua beli, PPAT harus melakukan
pemeriksaan mengena keaslian sertipikat ke Kantor Pertanahan
terkait.

b. Penjual harus membayar Pgak Penghasilan (PPh), apabila harga
jua tanah diatas Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di
bank atau kantor pos terdekat.

Pembeli harus membayar BPHTB atas tanah yang dibelinya.

d. Caon pembeli membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah
tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi
ketentuan batas |uas maksimum.

e. Surat pernyataan dari penjua bahwa tanah yang dimiliki tidak
dalam sengketa. PPAT menolak pembuatan akta jual beli apabila
tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa.

3. Pembuatan Akta Jual Beli tanah

a. Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjua dan pembeli, atau orang
yang diberi kuasa;

b. Pembuatan akta harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi;

c. PPAT membacakan akta, dan menjelaskan mengenai isi dan maksud
pembuatan akta tersebut;

d. Bila is akta telah disetujui oleh penjua dan pembeli, maka akta
ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi-saksi, serta PPAT;
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e. Akta dibuat dua lembar adli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT
dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan, untuk
keperluan pendaftaran (balik nama);

f. Kepada penjual dan pembeli, masing-masing diberikan salinannya.

Objek jual beli berdasarkan Akta Kuasa tersebut diatas adalah tanah dan
bangunan, setempat dikena sebagal Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15A,
Jakarta Barat dimanajual beli tersebut dituangkan di dalam Akta Jual Beli tanggal
30-08-2010 (tiga puluh Agustus tahun dua ribu sepuluh), Nomor 514/2010, yang
dibuat oleh dan dihadapan Henggawati, S.H., PPAT di Jakarta Barat. Para
penghadap yang hadir dalam pembuatan akta ini adalah Tuan Ridwan Tamsil
berdasarkan Akta Kuasa tanggal 05-05-2003 (lima Me tahun dua ribu tiga)
Nomor 9, yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta
Pusat, selaku Penjual dan Tuan Luis Agustomo selaku Pembeli. Setelah Akta Jua
Beli tersebut dibuat maka perlu dilakukan pemeliharaan data. Hal ini seperti yang
dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi:

“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sgjak tanggal ditandatanganinya
akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut
dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.”

Setelah jual beli dilakukan maka akan dilakukan dalam waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja maka akta tersebut harus didaftarkan di Kantor
Pertanahan untuk dilakukan proses balik nama, yang prosesnya adalah sebagai
berikut: '

1. Menggunakan Jasa PPAT

Setelah membuat aktajual beli, PPAT kemudian menyerahkan berkas akta

jual beli ke Kantor Pertanahan, untuk keperluan balik nama sertipikat,

selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sgak ditandatanganinya
aktatersebut. Berkas yang diserahkan meliputi:

a. Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli;

b. Aktajua beli PPAT,;

c. Sertipikat hak atas tanah;

101 | bid., him. 74.
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Fotokopi KTP pembeli dan penjual yang dilegalisir;

Bukti pelunasan pembayaran PPh;

Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);

Bukti pelunasan PBB untuk tahun berjalan;

|zin peralihan hak, jika:

- Pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik atas rumah susun
yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan
bahwa, hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah
diperoleh izin dari instans berwenang;

- Pemindahan Hak Pakai atas tanah negara.

2. Pembeli Mengajukan Sendiri
Dalam hal pembeli mengajukan sendiri proses balik nama, maka berkas

jual beli yang ada di PPAT diminta, untuk selanjutnya pembeli

mengajukan permohonan balik nama ke Kantor pertanahan, dengan

melampirkan:

a

b
C.
d

- o

J «

Surat pengantar dari PPAT;

. Sertipikat asli;

Aktajual beli dari PPAT,

. ldentitas diri penjual, pembeli dan/atau kuasanya (melampirkan

fotokopi KTP) yang dilegalisir;

Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan kepada pihak lain;
Bukti pelunasan BPHTB (SSB);

Bukti pelunasan PPh (SSP);

SPPT PBB tahun berjalan atau tahun terakhir. Bila belum memiliki
SPPT, maka perlu keterangan dari lurah/kepala desa terkait;

|zin peralihan hak, jika:

- Pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik atas rumah susun
yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan
bahwa, hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah

diperoleh izin dari instansi berwenang;
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- Pemindahan Hak Pakai atas tanah negara.

j. Surat pernyataan calon penerima hak (pembeli), yang menyatakan:
- Bahwa pembeli dengan peralihan hak tersebut, tidak menjadi
penerima hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum
penguasaan tanah menurut Kketentuan peraturan perundang-

undangan.

Setelah permohonan dan kelengkapan berkas disampaikan ke Kanotr

Pertanahan, baik oleh pembeli sendiri atau PPAT atas kuasa dari pembeli, maka
Kantor Pertanahan akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik
nama kepada pemohon. Selanjutnya, oleh Kantor Pertanahan akan dilakukan
pencoretan atas nama pemegang hak lama, untuk kemudian diubah dengan nama
pemegang hak baru. Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan
sertipikat dicoret dengan tinta hitam, serta diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan
atau pegabat yang ditunjuk. Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada
halaman dan kolom yang tersedia pada buku tanah dan sertipikat, dengan
dibubuhi tanggal pencatatan serta ditandatangani oleh Kepaa Kantor Pertanahan
atau pejabat yang ditunjuk. Dalam waktu 14 (empat belas) hari pembeli dapat
mengambil sertipikat yang sudah atas nama pembeli, di Kantor Pertanahan
terkait.'%?
Setelah proses pendaftaran pemindahan hak tersebut selesai maka di dalam
sertipikat akan dicatatkan bahwa telah terjadi pemindahan hak dengan jua beli.
Dan dikarenakan jua beli atas tanah diatas dilakukan dengan menggunakan
fasilitas kredit dari PT. Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk. yang
dituangkan dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan tanggal 22
September 2010 Nomor 63, yang dibuat dihadapan M. Kholid Artha, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan, maka tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli
tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan yang mana dapat dibuktikan dengan
Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 18-10-2010 (delapan belas Oktober tahun dua
ribu sepuluh) Nomor 8187/2010.

192 | bid., him. 75.
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Dalam pemberian fasilitas kredit dari sebuah Bank maka prosedur kredit
yang diperlukan adalah:'®
1. Permohonan Kredit
Permohonan fasilitas kredit meliputi Permohonan baru, Permohonan
tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan
perpanjangan/pembaruan masa berlaku kredit yang telah berakhir jangka
waktunya, permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-
syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan antara lain penukaran jaminan,

perubahan atau pengunduran jadwal angsuran, dan lain sebagainya.

2. Berkas
a. Permohonan kredit dari nasabah ditandatangani.
b. Syarat-syarat kredit termasuk jaminan.
c. Pengisian daftar isian yang telah disediakan bank.
d. Lampiran (bilaada).

3. Penyidikan dan Analisis Kredit

a. Penyidikan, dapat dilakukan dengan cara:
- Wawancara dengan pemohon kredit.
- Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit
yang digukan nasabah, dan pemeriksaan/penyidikan atas
kebenaran dan kewgjiban mengenai ha-ha yang dikemukakan
nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.

b. AnalisisKredit
Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, sebelum
memutuskan untuk memberi atau mengabulkan suatu permohonan
kredit pihak bank harus mengadakan analisis kredit untuk
menghindari resiko kemungkinan terjadinya kredit macet.

193 Handri Raharjo, Loc. Cit., him. 33.

Universitas Indonesia

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.



4.

61

Keputusan Atas Permohonan Kredit
Keputusan ini membawa dampak apakah kredit yang digukan tersebut
dinyatakan diterima atau ditolak. Apabila permohonan kredit diterima
maka dilanjutkan dengan:
a. Pengikatan jaminan
Penandatanganan perjanjian kredit
Pembayaran bea meteral kredit
Pembayaran provisi kredit atau commitment fee
Asuransi barang jaminan
Asuransi kredit.

-~ 0o 2 0 T

Pencairan Fasilitas Kredit

Setiap transaks dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh
bank. Kredit bisa cair apabila nasabah telah memenuhi semua persyaratan
yang telah digukan pihak bank. Dalam prakteknya pencairan kredit ini
berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening

pinjaman atau fasilitas lainnya.

Pelunasan Kredit

Dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang
berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Kewajiban-kewajiban yang
harus dilakukan antara lain utang pokok, utang bunga, denda-denda jika
ada, dan biaya administrasi lainnya. Setelah semua kewagjiban tersebut
beres dilunasi maka pihak bank akan melakukan penyerahan kembali
dokumen-dokumen jaminan kepada nasabah.

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan

kriteria 5C atau The Five C's yakni:'®

1.

Character (Sifat)
Dalam hal ini, paraanalis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data
pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu bisa

104 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 2000), him. 71.
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diadakan semacam wawancara, hal ini untuk memberi keyakinan kepada
bank bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan
bank di kemudian hari.

. Capacity (Kemampuan)

Pihak bank akan menganalisis apakah permohonan dana yang digjukan
rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri.
Jangan sampa pemohon kredit meminta kredit diluar kemampuan

finansialnya dan akhirnyatidak bisa melunasinya pada saat jatuh tempo.

. Capital (Modal)

Hal ini untuk menilai apakah dengan modal yang telah dimiliki debitur
saat ini, di masa yang akan datang (saat pelunasan kredit) memungkinkan
debitur untuk melunasi utangnya.

. Collateral (Jaminan)

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit
yang diminta. Hal ini penting karena sesuai dengan fungsi dari jaminan
adalah bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya, jaminan dapat dijual
untuk melunasi utang-utangnya.

. Condition of economy (Kondisi ekonomi)

Situasi dan konsidi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu. Hal ini
untuk menghindari pengucuran kredit pada saar dunia usaha yang digel uti
debitur sedang tidak menguntungkan atau tidak berjalan (lesu).

Jikadilihat dari penjelasan mengenal jual beli dan pemberian kredit diatas,

maka dapat dilihat bahwa kedua belah pihak telah memenuhi semua syarat-syarat

yang ditentukan maka jual beli yang dilakukan oleh Tuan Ridwan Tamsil dan

Tuan Luis Agustomo telah memenuhi segala ketentuan yang telah diatur. Selain

itu sehubungan dengan Akta Kuasa yang telah dibahas diatas dimana Akta Kuasa

tersebut menurut pandangan penulis adalah sah, maka jual beli berdasarkan akta

Universitas Indonesia

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.



63

kuasa itu juga sah. Begitupun pertimbangan menurut seorang Hakim yaitu Dr. H.
Supandi, S.H., M.H., selaku Hakim Agung Republik Indonesia yang menyatakan
bahwa Akta Kuasa yang dibuat adalah sah dan pemecahan yang dilakukan juga
tidak mengandung cacat yuridis sehingga jual beli yang telah dibuat dengan Akta
Jual Beli tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 514/2010 adalah sah. Dan sebagai
pembeli yang sah maka Tuan Luis Agustomo adalah pemilik yang sah dari tanah
dan bangunan di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15A, Jakarta Barat tersebut.
Hal ini dapat dilihat di dalam Sertipikat yang tercantum nama pemiliknya yaitu
Tuan Luis Agustomo.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah yang berbunyi:'®

“ayat (1): Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang
ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Ayat (2): Daam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun segjak diterbitkannya sertipikat itu tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitkan sertipikat tersebut.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dapat dilihat bahwa sertipikat adalah
suatu alat bukti yang kuat. Dan jelas di dalam Sertipikat Hak Milik tanggal 15-10-
2003 (lima belas Oktober tahun dua ribu tiga) Nomor 2244/Tanjung Duren Utara
tercantum nama pembeli Tuan Luis Agustomo sebagai pemilik hak berdasarkan
jual beli. Sebagai nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat maka
Tuan Luis Agustomo adalah pemilik sah dari tanah yang berada di Jalan Tanjung
Duren Barat | Nomor 15A, Jakarta Barat dan oleh karenaitu Tuan Luis Agustomo
memiliki segala hak yang dimiliki sebagai pemilik hak atas tanah, yaitu
memanfaatkan tanah dan bangunan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh

105 Boedi Harsono, Loc. Cit., him 536.
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Tuan Luis Agustomo sebagai pembeli yang namanya telah tercantum dalam
Sertipikat terhadap tanah dan bangunan yang dibelinya adalah kekuatan hukum
yang kuat.
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BAB I11
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Setelah memperhatikan kasus tersebut diatas dan penjelasan yang telah
diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Mengena Keabsahan Surat Kuasa Sebagai Dasar Jual Beli Tanah Hasll
Pemecahan M enggunakan Fasilitas Kredit
a. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan
kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal guna kepentingan
pemberi kuasa. Dengan pemberian kuasa tersebut timbul perikatan
antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam pemberian kuasa itu
para pihak yang terikat didalamnya harus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan Undang-Undang dan masing-masing pihak mempunyai hak
dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati karena apabila tidak
maka pemberian kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.
Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus
dinyatakan secara tegas dan jelas untuk menghindari kerugian yang tidak
diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian
pemberian kuasa dan kuasa tersebut tidak boleh melampaui hak dan
wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa serta pemberi kuasa juga
harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa
dalam menjalankan kepentingan pemberi kuasa. Oleh karena pemberian
kuasa merupakan suatu perjanjian maka pemberian kuasa harus
memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat bagi mereka
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yang membuat perjanjian, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab
yang hala. Dalam pemberian kuasa oleh DRG. KRISTIAN TAMSIL
kepada anaknya RIDWAN TAMSIL telah memenuhi keempat unsur
yang telah disebutkan diatas dimana DRG. KRISTIAN TAMSIL sepakat
untuk memberikan kuasa kepada RIDWAN TAMSIL yang telah sepakat
menerima kuasa tersebut, kedua belah pihak telah dewasa dan tidak
berada dibawah pengampuan. Selain itu di dalam akta kuasa dengan
jelas disebutkan yaitu memberikan kuasa untuk menjua tanah dan
bangunan yang dalam sertipikat benar tercantum nama DRG.

KRISTIAN TAMSIL. Sehingga keempat unsur sahnya suatu perjanjian
telah dipenuhi sehingga Akta Kuasatanggal 05-05-2003 (lima Mei tahun
duaribu tiga) Nomor 09, yang dibuat oleh Drs. Wijanto Suwongso, S.H.,
Notaris di Jakarta Pusat, adalah SAH.

b. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada 3
(tiga) orang Hakim dimana 2 (dua) orang Hakim yaitu Dr. Ronald
Lumbuun, SH., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang,
Banten dan |. Gusti Agung Sumanatha, S.H. selaku Kepala Pusdiklat
Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Akta Kuasa
tanggal 05-05-2003 (lima Mei tahun dua ribu tiga) Nomor 09, yang
dibuat oleh Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat
adalah tidak sah. Berbeda dengan Dr. H. Supandi, S.H., M.H. selaku
Hakim Agung Republik Indonesia memberikan pertimbangan bahwa
Akta Kuasa tersebut tetap sah dengan alasan karena di dalamnya
tercantum dengan jelas bahwa kuasa yang diberikan untuk menjual 1/3
bagian dari keseluruhan tanah di Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor 15,
dan tanah itu sendiri dipecah menjadi 3 bagian, yaitu Jalan Tanjung
Duren Barat | Nomor 15, 15A, dan 15B sehingga Akta Kuasa tersebut
sudah tepat karena tidak mengurangi materi yang dikuasakan.. Setelah
meneliti pertimbangan dari ketiga Hakim tersebut, penulis setuju kepada
pertimbangan dari Dr. H. Supandi, S.H., M.H. sedlaku Hakim Agung
Republik Indonesia bahwa Akta Kuasa tersebut SAH karena telah

memberikan keterangan yang jelas bahwa kuasa yang diberikan untuk
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menjua 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah di Jalan Tanjung Duren Barat |
Nomor 15, dan penerima kuasa benar hanya menjual 1/3 (sepertiga) sga
yaitu tanah yang dikenal sebagai Jalan Tanjung Duren Barat | Nomor
15A.

c. Dalam Pasal 1792 sampa dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang mengatur tentang pemberian kuasa atau dalam
Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah mengenai pemecahan sebidang/beberapa tanah tidak
diatur bahwa proses pemecahan harus selesai terlebih dahulu baru
membuat surat kuasa. Dan selama di dalam undang-undang tidak diatur
maka menurut penulis boleh dilakukan sehingga Akta Kuasa tanggal 05-
05-2003 (limaMei tahun dua ribu tiga) Nomor 09, yang dibuat oleh Drs.
Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat sebelum
pemecahan dilakukan adalah SAH.

2. Kekuatan Hukum Bagi Pembeli
a. Jual beli atas tanah dan bangunan harus dilakukan dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dituangkan di dalam Akta Jual Beli
dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan di
daam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, selanjutnya proses jual beli tersebut harus
didaftarkan ke Kantor Pertanahan sebagai proses pemeliharaan data.
Setelah proses pendaftaran pemindahan hak tersebut selesa maka di
dalam sertipikat akan dicatatkan bahwa telah terjadi pemindahan
dengan jua beli. Segala proses yang diperlukan untuk melakukan jual
beli telah dilakukan dengan baik oleh Penjua dan Pembeli, dimana
jual beli tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dan telah dituangkan dalam Akta Jual Beli tanggal 30-08-2010
(tiga puluh Agustus tahun dua ribu sepuluh), Nomor 514/2010, yang
dibuat oleh Henggawati, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan telah
dilakukan pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan. Oleh karena
segala yang diperlukan telah dipenuhi oleh kedua belah pihak dan Akta
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Kuasa yang dijadikan dasar jual beli ini adalah sah, maka jua beli
adalah SAH. Dan bagi pemegang haknya yang baru diberikan
kepadanya segala hak sebagai pemilik yaitu hak kepengurusan dan hak
kepemilikan. Hak kepengurusan misalnya untuk menyewakan kepada
pihak lain dan menikmati uang sewanya dan menggunakan tanah dan
bangunan , hak kepemilikan misalnya dengan menjual, menggadaikan,
menjaminkan dan sebagainya kepada pihak lain. LUIS AGUSTOMO
selaku pembeli telah mencatatkan namanya dalam Sertipikat dan
sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang sah dan kuat.

Dalam jua beli ini, pembeli menggunakan fasilitas kredit yang
diberikan oleh PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL,
TBK sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari harga jual
beli senila Rp 1.139.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh
sembilan juta rupiah) dimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit
dengan memakai jaminan tanggal 22 September 2010 Nomor 63, yang
dibuat oleh M. Kholid Artha, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yang
diikuti dengan pembebanan Hak Tanggungan yang mana dapat
dibuktikan dengan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 18-10-2010
(delapan belas Oktober tahun dua ribu sepuluh) Nomor 8187/2010.
Semua ketentuan mengenal pemberian kredit dan pembebanan hak
tanggungan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya telah dipenuhi
oleh para pihak sehingga Perjanjian Kredit tersebut adalah SAH.

Berdasarkan kesmpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:
1. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah telah sangat baik mengatur mengenai proses jua beli tanah dan untuk

itu sebaiknya dipertahankan karena telah memenuhi kriteria esensi hukum

dalam pencapaian kepastian hukum, namun sebaiknya di dalamnya tercantum

juga ketentuan mengenai jual beli atas tanah dengan berdasarkan surat kuasa.
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Begitu juga ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa yang diatur di
dalam Pasal 1792 sampai Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
hanya memberikan pengaturan-pengaturan yang bersifat umum sehingga
menurut penulis diperlukan suatu pengaturan yang lebih khusus mengatur
mengenal jual beli atas tanah dan bangunan dengan berdasarkan pada
pemberian kuasa sehingga tidak terjadi keraguan lagi terhadap isi yang
terdapat di dalam surat kuasa.

. Terhadap kasus yang diteliti penulis memberikan saran kepada pembeli untuk
meminta dibuatkan dihadapan peabat yang berwenang, surat pernyataan
bahwa dikemudian hari tidek akan terjadi tuntutan dari pihak manapun dan
berupa apapun juga mengenal jual beli atas tanah di Jalan Tanjung Duren
Barat | Nomor 15A, Jakarta Barat. Hal ini digunakan untuk menghindari
adanya tuntutan dari pihak keluarga penjual.

. Di dalam peraturan pun tidak diatur mengena akibat jika terjadi kesalahan
dalam pembuatan surat kuasa, sehingga sebaiknya perlu dicantumkan dengan
tegas akibatnyatersebut di dalam suatu peraturan atau undang-undang.

. Sebalknya di bagian isi surat kuasa yang dibuat tersebut bukan hanya
dicantumkan luas dari tanah sebelum dipecah, namun juga dicantumkan luas
kurang lebih dari tanah setelah proses pemecahan dilakukan agar lebih

memberikan kejelasan mengenal tanah yang akan dijual tersebut.
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Fenerima Kuasa sendiri dengan harga dan syarat ———-——
syarat vang telah dikekzhul dan diangap baik oleh —--

Penerima Kuasa, akas hak dan milik Pemberi Kuasa -~---

. ~1/3 (satu per tiga) bagian atau seluas lebih ~-
kurang dari tanah Hak Milik nomor 15%4/Tanjung -
Duren Utara, seluas 313 M2 (tigaratus tigabelas-
meter persegil, vang terletak di dalam Daeral --
Rhusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Barat, -

- Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tanjung -
Duran Utara, setemppat dikenal sebagal Jalap ~—=-
Tanjung bDuren Barat I nomor 15, sebagaimana ———-

_ diur;ikan'dalam Gambar Situasl tanggal delapan -
Bpril saribu sembilanratus delapanpuluh dua =
(8-4-1982) nomor 31291 /PN/ 1982, Sﬁrfpikat ------

- tertanggal delapan April seribuy sambilanratus --

delapanptiluh dua (8-4-1982), terdaftar Atas nama
Dokter Gigl KRESTIAN TAMBIL. =wwwmoeo oo oo
“Berikut bangunan yvang berdiri diatasnya —--ee- -
berserta dengan segala turutan-turutannva vang -~

menurut sifat dan peruntukaninya ditetapkan ———w-

sebagal benda tetap. - mmm
—-Urtuk keperluan tergebut diatas, Pénerima Kuagg —-—-
dihuaaékan rula menghadap dimana perlu, memberikames
keterangan-keterangan, membuat/minta dibuatkanﬁsuruhr
membuat dan menandatangani segala surat dan akta, -
meﬁarima atau membayar uang harga panbavaran atas ~-
ganti ruginya dan untuk ity memberi 2tay meminta «--
kwitansinya T T T T e e e e T

—Selanjuvtnya hadir dihadapan sava, Notaris dengan —-

e
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K L & 5 &4 |
) NHomor & 9.
~Pada hari ini, - hari Senin, tanggal lima Med -wew--
duaributiga {(OB-05~200F ) . & - m e e
+Hadir dihadapan Sava, DokKtarandus WIJANTD SUWONGSD-

2arjana Hokom, Hotaris di Jakarta, dengan dihadiri -

aaksi-saksi yang hama-namanya akan disebut pada - -

akhir akté-ini e T
~Tuan Pokter Gigi XKRISTTAN TAMSIL, swastas, —---
Bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tapjung ——-
Puran Barat nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 004, Kelurahan Taniung Duren Utara, ~-==--

'_Kegamatan Grogol Peltamburan, Jakarta Barat: ---
Lmenurut keterangannya untuk melakukan tindakan
hukum dalam akta inl telsh mendapatkan ==
persatujuan darl Istirinya yvang bernama Nyonva
IRAWAT T DHARMA, swasta dan bertempat tinggal --

- sama dengan Tuan Dokter Gigi KRISTIAN TaMsSTL, -
tersebut yang turut hadir dan menandatangani --

minkt akta ini. ——-—w-weme s

.funtuk selanjﬁtnya disebut Pepheri Kuasa ;-----~
~“Parghadap menarangkan dalam surat akta ini telah -~
memberl Kuass Kepada = e e e i
~Fuan RIDWAN TAM3Il., swasta, bertempat tingg;?“
sama dengan Tuan Dokter Gigl KRISTIAN TAMSIL.,

teraab ol . T L . S ) e e P i L R S S g e =

~untuk selanjutnya disebut Pererima Kuaza pw-me-—e

e K H S 1 8 e e -
—untuk dan atas nama s8-ta mewakili Pemberi Kuassa - -
urttuk mernjuz] Kepada slapapun, termasuk Kepada - -- -
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| dihadicri saksi-saksl vang dimaksud diatéﬂ J S
~Tuan RIDWAN TAMSTL, vang mengetahlu] dan menesr ime
seluruh isl Kuasa ini. —wees e

—Para peﬁghadap dikenal oleh sava, Notaris ;---ceme

~Darl ssgala sesuatu yvang tersebut diatas, maka ----

e T e

RO S - 2 T G

~Dibuat 5ébmgai minit dan dibacakan sarta —=wwe ...

ditandatanganit di Jakarta, pada hari dan banggsa!

saperti tersebut pada awal alkts ini, dengasm dihadiri

O] I L e e i i e s e e e e m =
e ~Nopna 10/ FARTDA. = s e e i 2 e
2 -Tuhn HERﬂﬁN BT N
Qﬁeduanya kKaryawan kantor tharis,.hﬁrtﬁmﬁat e

tinggal di Jakarta dan dikenal oleh Sayva, mMobais

sebagal saksl-maks]., - s,
~3egera satetah akta ini dibacakan oleh saya, ~---~-
Notaris, kepada para penghadap dan sakai-saksi, maka
akta inil ditandatangani oleh para penghadap, saksi

gaksl dan sayva, Notaris - —reermemmrv e
—0ilangsungkan dengan tanpa perubahan. ——emeeemewwee.
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SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM . '

e S LT LI T T ey

Kabupaten f Kotamadya : .....oooiilonimrcciis PR
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- Para Fihak :
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AKTA JUAL BELI

Hoet s14 ' 2010
Lembar Pertama/Kedua
Pada hari ini, SEMIN tanggal 30( ~— Tigapuluh o )
bulan ABUSTUS tshun . 2010 -
) Duarihq_snpuluh : )
hadir dihadapan saya HENGGAWATI Sar jana Hukum —-——-—w—e—e— .-

yang berdasarkan Surat Keputusan g5 qan Fertanahan MNasicnal -——-
Trmemsem—e— e faggal  5ogoyo9g9g momOr gy yp yogq
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tansh, yang selanjuinya
disebut PPAT, yang dimsksud dalam Pasal 7 Persturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pe&dﬂﬂamn'[‘anal:!, dengan dacrah kerja Kotamadya ——-—
Jakarta Baratdan bedkantordi Jalan Kasturi nemor S8 ————__
¢ Tomang Raya 7, JaEart@ Bargt —————w- dengan dihadid olek:
saksi-saksi yang saya kenal dah akan disebut pada bagian ai}chir akta ini : ----

I+ —~tuan RIDWAN TAMSIL, labir di Binjai, pada tanggal
£3 September 1971, larga MNegara indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Dursn—
Barat I/15, Rukun Tetangga 201, Rukun Warga 004, -
Kelurahan Tanjung Dursn Utara, Kecamatan Grogol! ——
Fetamburan, Jakarta Earat T T T e s
Themegang Kartu Tanda Pendudubk pomor es—eee e oo
09,5202, 230971 . 0ot A I S O N
TEEnUrut ketarangannya dalam hal ini bertindak ——-
berdasarkan akta Kuasza nomar B tanggal S Mei Z003-

.. Yang dibuat dibhadspan Doktorandus WIJANTO SUWONGESGO

k Bar jana Hukum, Neotaris di Jakarta, demikian selaku
kuwasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas rlama
tuan Dokter GSigi ERISTIAM TAMSIL, lahir di ———o———
Bengtulu, pada tanggal = September 1933, Harga ——-
Negara Tndonesia, swasta, bertampat tirogal di ——-
Jakarta, Jalan Tanjung Duren Barat 15, Rukun ———--
Tetangua 901, Rukun Warga CO4d4, Kelurahan Tanjung —
Duren Utara, Kecamatan Grogel Petamburan, Jakarta-
Barat, pessgang Karitu Tanda Fenduduk nomor ———e—e——
03, 3202.030939. 0136 j-—-——mmimmm i
—menueut keterangannya untuk melakiukan tindakan —-
bukum dalam akta Kuasa tersebut telah meEmperaleh -
persetujian dari istrinya yang turut hadir dan ———
menandatangani minit akta Kuyasa terssbut yang —---—
bernama nyonya IFAWATI DHAEMA, lahir di Jakarts, -
pada tanggal Z4 Septembar 1940, Wargs Negara ———--
Indunesia, swasta, bertempat tinggal sama dengan -

1 . - :
Ak Jual Beli "X Bl { it 7
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~.  tuan Dokter Gigi KRISTIAN TAMSIL tersebut, ——-e——

T, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ——————=—mm————
0. 5202640940, 0106 p~—————m

----- -~ Selaku Fenjual untuk selanjutnya dlsebut e

D FIHAK FERTAMA ~—————— e
IT. —tuan LUIS AGUSTOMO, lahir di Jakarta, pads —

tanggal 10 Agustus.1932, Warga Negara Indonesia, -
swasta, bertempat timggal di Jakarta, Jalan Sentul’
nomor 286, Fukun Tetangoa 007, Rukan Harga 003, —-——

Felurahan Fasar Baru, kecamatan Sawah Besar, -—-————

Jakarta Fusal g7 ———— e b e s

-penegang Kartu Tanda Penduduk romor ——————————- -
09.5002.1008BB2 . 2042 j—————— e

" ———= Selaku Fembeli untuk selanjutnya disebut -———
——————————————————— PIH&K, KEDWESGY ————r————— ——————

L]
Y Y

Qr;’_, dtia Jul Beli 2 Halanan 2 dari 7
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Corgtan -

Lisahkan.

~y “‘

Pihak Pertama menerangkan demgan ini menjuat kepada Pihak Kedua dan
Pihak Kedua menerangkan dengap ini membeli dari Pihak Pertama : -——-—------ =

N“mE244fTanJung Duren Utsyifes sebidang tanah sebagaimana
divraikan dalnmSuratUhm‘Gnmbu-Siuam-tanggal24 EEptember 200,.,

Nomer 106/2003 ~  seluas — 304 -

—————————— Seratus empat —-———————__ Meier persegi ) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah { NIB )

Hak Pakai NMomor dﬂmmﬂ
Nomor Identifikasi Bidang Tanah { NIB ) i
yaitu seluas kurang lebih m’ - 2
meter persegi ), dengan batas-b -
[ ]

Akta Fual Barlt

Persetujuan pemberian...

m'

{Jg = 03 = UE- ':IE - GS?E{J i p

atas Sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/

, Emy Oktavia, FH UI, 2011.
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-2
1
w ' AS

Wi

Terletak di :
) - Propinsi D.K.1. JRKARTA.-
! . KabupatewKota madya JAKARTA BARAT .-
_* Kecamatin : GROGOL FETAMEURAN.-
. Desa/Kehmaban TANJUNG DUREN UTARA.-
| . ]ﬂmlf ) Tanjung Duren Barat [
Blok A.IY Mo.15.A.-

. : Yual beli ini meliputi pula:

! - T —sebuah bangunan rumah tinaggal yand diperlengkapi ——
dengan aliran listrik dari PLM sebesar 4.400 Volt —=—
ampeEre, alr bersinh dari PAM sarta 1 (satul samburtgan=

5 talepon #Engan s EaRaE L e ——— T T
Coretan =
i
Disahkan. Selanjutaya semus yang diuraikan. di atas dalam akta i disebut “Obyek Jual

Beli”,

a.

dari

© Ak Jual Bali

Pibak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan batiwa ;
Jugl beli ini dilakukan dengan ha:ga
{sat
rupiahl.

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima

pula sebagai tanda peneriznaan y

Rpa 1.1233.000.000,~
mbilan juta x5~

- ==

u milyard zeratus. tigapuluh s2

._...._-_..._.,.........._......_...._.._.__.__.__.. o e i e L A

sepenubnys uang tersebut di atas

Pibak kedva dan untuk penerimaan uAng tersebut akta ipi berlaku

ang sah { kwitansi ). -

4 Halameme 4 darl
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Coretan —

Disahkar.

=

et

i

Jual beli ini dilakukan dengen syarat-syarat sebagai berikut ;

Pasal 1
Mulai hari ini obyek jual beli yang diursiken dalam akta ini telah menjadi
milik Pibak Kedua dan, karenanya segala .kpuntungan yang didapat dari,
dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi
hak/beban Pihak Kedna

Pasal 2

Pihak Pertaﬁ]a menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut diatas ridak
tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai
Jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan
bebas dari beban-beban trinnys yang berupa apapun, .

£ . — Pasal 4
Pihak Kedua dengan ini menystakan bahwa dengan jual beli ini

kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebgeai

Pasal 5
Dalam hal terdapat jmrhcdaan luas tapah yang menjadi obyek jual beli
dalam akts ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan
Nasional, maka para pihsk skan menerima hasil pengukuran instansi

Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan
kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan,

Pasal &

—Bilamana cleh pihak yang berwenang, pajak dan atau

bea yang telah dibayar aleh para pihak, ternyata —--

dinyatakan kurang maka para pihak masing-masing —--

. bersedia untuk sembayar kekurangannya sesuai Jumiai

& ¥ yang ditetapkan, & e

: ' 5 : s
(&L"W Adra Juai Beli h.gmu;
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+ e e —m T Fasal 7 ————emomw o oT TS T T

% ~Fara pihaE menyatakan dengan ini menjamin akan =~
-, kebenarad igentitas para pibak sesual tanda —-———=7
pengenal yand disampaikan kepada saya Pejabat ————
Pembuat Akta Tanah dan bertanggung jawap ———emT T
b
sepenuhnya atas hal tersebut. —————————="TTTTTTOT
—pPan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah-

mengerti dan memahami isi akta iMl e ————memm— s

pﬂﬂ-ﬂl &
Kodua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatmya memilih tempat
* kedjaman bukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera

Penpadilan Negeri JAKARTA BARAT.—

pasal 2

Bisya pembuatan akia ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini
! , . Pihak Kethia (Pesbeli).—
dibayar oleh

Akhimya—hadir-juga—&i—hﬁdnpan- aayn;—dengm—dimolehm
ﬁmmndMIﬂmndhdwﬂmnpuhﬂﬁﬁrﬂﬂahﬁ:

z : _ =

Coretan — L
___________ ,,-""/
Disakikan. L

W yang erangkan telah mengetahui apa yang dinraikan di atas

: dal Kt il .
Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :
I. -nyonya S URYATTI § ol
[1. ~nona SRI YUNI ANDARI §
—ksduanya karyawan Fegjabat ,Pemta;..kqt Alkta Tanah, —————="
pertempat tinggel di Jakarta, dikenal mleh SBaya, ———-

dan

PEjabay. = —eemmmsmmn

Akia fual Belt

i
T Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.
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L1 & L) 3 ey -
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W [ 1 "

. sebagai saksi-saksi, dan setelal dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai
*  bukt kebenaran pernyalaan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak
:  Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatanganifcep ibu jari oleh Pihak
. Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 {(dua) rangkap
asli, yaitu 1 (satn) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1

" ( satu ) rangkap lembar kedva disampaikan kepada Kepaia Kantor Pertanahan

Katmpaten/Kaota - madya JAKARTA DARAT .-
} untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta inj. ———-—-—-

Pihak Pertama Pihak Kedua

pliog

FaCCEAAF2AY

G000, -

~RIDWAN, TAMSIL LUIE. AGLESTON,
OR. Drg- KRISTIAN TAMSIL

" Saksi _ Saksi

Abrp Jurel Bedi 7 Metlerean 7 dard 7
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NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, S.H.

Gedung Selmis Kav. 6 -~
Jin, Asexi ¥aris Rava No. 52 Tebet dakarta Selatan - 12830
Toip. 837.94331,837.94332, 835.2057, 830.1508
Fax. 837.84019 E-mail : arthanot@cbn.net.id

...............................................................................

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

lllllllllllllllllllllllll

Prerrrrrrrrreneeear ey T PITEY RN TR TTRTITY LL ALE LR DAL L L LLE bbbl

TANGGAL  : .. 22°09=2870 HOMOR:... 83 e
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" PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN
- Nomor : 63.-

FEada hari ini, Raby tanggal 22-09-2010 (dua puhsh dua September dua ribu —
- |sepuluh) pukut 10.20 (sepuluh:dua puluh) menit Walktu indonesie Barat.
Menghadap kepada saye,

- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Serjana Hulum,

= Ngtarls dt Jakana

Smh Besar pmnegmg Nurnnr 1nduk Kependudukan
' nssmz'lmaa?_zmz —

L=

dengan dihadirt oleh saksi-saks! yang saya, Notaria kenal dan akan disebutikan
.. |pada bagian aknir ekta ini ; -
Bise

Tuan LUIS AGUSTOMO, lehir di Jakeria pada tanggal 10-08-1982
{sepuh.lh Pgmtv.zs seribu semblian ratus delapan pulih dua), Warga

Negara, Indmesia, swasta bewterrpattkmat di Jakaria Pusal, Jalan ——

| sentu omor 26, RT. 007 RW. 003, Kelurahen Pasar Baru, Kecamatan --

e

-merriat keterarqarwa untuk rm-lamm findakan huiem dulam aita ini
tidak memeriukan peraewpandaﬂalapamnpga. karena hingga saat i -

. ﬂdakﬁnimtdahmuﬂimnpamnanyamsmmmm

E

] hm dan penndmg-unda'gan yang beraku di negana Republik ——
' Irr.lmesia. sebmatrnmiemgata dan Surat Pemyatsan yang dibuat —

sebam dibawah tarmn, berrneterai culap tertanggal hari ini, yang aslinya

I selan]utnya alan dissbut Juga

dilekatlmn dalan mlnuta al-d:a mi

DEBITGR‘

‘If. 1.

Tuan I-I.'USEIH A.DM'IJAYA, lahir d Tangarang pada tanggal
1?-{13-1962 (tu;uh baias Agusms sefibu sembilan ratus enam puluf ~—-—
'duaJ Warga Negara Erdnnesla, Retall and MSB Division Head —-
PT. BANK WINDU KENTJANA Ihﬂ'ERMA‘I‘IDMAL Tbk, bertempat ——
tinggaldl KutaBogor BuldtGimanggu Villa L5M4, RT. 002 RW. 11, —
' Kalutahm Gsbadak,rKeoamutan Tanah Sareal, permegang Nomor Induk

Kepencludukan 32 7108 170862.0004, untuk sementara berada g ——

Jakartz |
o —
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(8

12 J.!.I‘&F[PH‘HEKIAWEIWW Master Business Administration, -

f e

. [ ahir di Manado pada tenggal 28-10-1971 (dua puluh delapan Cldaober -

Jatirahayu, Kecamatan-Potidok Melati, permegang Nomor Induk

tersoblt bordasarkan Surat Kuasa Dirclei PT. WINDU KENTJANA ———-
INTERNATIONAL, Thi, berkedudulan di Jekarta Selatan tertanggal ——

' 59-03-Sh1d Pilia punit sefribidn Maret dua ribu sepukih) ROMOr ————
BOZBWICOC-DIRMIZ01D, yang dibuat secara dibawahtangan, demildarn —

" | salt mewakil Direlési perseroan 'terbatas PT. BANK WINDU KENTJANA -—
A INTERNATTONN., Tbhberkecbdnkm ofi Jakarta Seigtan, yang perubeahar -
'§ selurth mmamn dasamya talah di.munkan datesn Berita Negara Repubfik

lndmesla tarta:mal 18—0? 2003 {delapan behs Juli dua ribu delapan) —

| nomor 58 Tani:atm nomor 12219 armaran dasar mana Kemudlan diubah

deruan akta tertanggal 1401 -21:!10 {esnpet bedas Januari dua ribu sepuluh)
numnr33 yang dmuafdmauapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, —--—
Notaris A Jalarta, yang petmenta“huannya {efah diterma dan dicatat dalam
Database Sistern mhistrasl Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusla Repubhk Indnnesia sebagaimana temyata dari surat —-s-— -

| tertanggal 10023010 {sepuluh Pebiuari dua ribu sepuluh) Nomor ¢-———--
| aHu-AHO1. 106250 ‘terakhir dilibah dengan akta tertanggal 24-06-2010 -
_ (dua pufuh empat Junl dua by SE-'PJIUI'I} Nomaor 189 yang dibuat dlnaclapan

AT T S

_ :_ Notaris ELM’A‘I‘Y TJIRA, Sanana Hukum, tersebut dan telah disetujui —#

u‘leh Merter) Hakum dan Hak ‘Asasi Republik Indonesia sebagaimana Surat

* Kepl.rh.mm tmgrggaj 1u-n&-2n1h  (sepuluh Agustus chaa ribu sepulut) —
Nnmnr A!-IU-EM?U AHO., ﬂlTahun 2010, sadangkan susunan anmﬂta —

Direlm dan Dewan Kumisaﬂs pe:seroan yang terakhir sebagaimana —----

R tennakh.lb detor aita terbarmal “24.08.2010 (dua puluy empat Juni dull
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seribu sembitan ratus tujub puluh satu), Warga Negara Indonesia, —- |
KPR and KTA Departement:Head, berternpat tinpgal of Kota Bekasi, ~--
+ | Komipiet Purs Méiath iriiah Blok L7, RT. D02 RV, 020, Kelurahan —— -

" {Kepandudukan 3275122610710006, untuk sementara di Jakarta | ——
| “menunut keterangan mereka dalam bal In) bertindak datam jabatan mereka
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sebut BANK akan memberitaiukan maksudnya secara tertulls kepada
DEBITOR. —— —— . o= -

» — e l%sal' 2 i
w4 DEBITGR uengm ind sel@m'lg untuk nantinya mengaky beshutang kepada
| BANK uang sefluruhnya betjumiah.Rp. 700.000.000;- Qujuh ratus juta
~ |Rupiah), jumiah mmdmmﬂa@nn bunga, provisi, denda dan biaya- »-

e

 +. , biaya lainnya, —- e —
de inl menefma bam pengamm hutang I:EBerH s

.| sebagaimana dimaksudkan diatas |
|2 BANK denigan Inl menglaatiaeg ciri urtuk memberikan fasiiites kredit ——-—

| kepada DERITOR sebagaimana temmalsud di stas.

- ; L DEBI.']‘DR menerima pengikatan diri darl BANK tereebut dan dengan ini —

. | mengicatigan i puta urtuk mekmes feslitas kredit yang diberiian oleh —
" | BANK berikut segata iewajiban yang timbul dar adanya fasilitas Kredit —
.Idl;naksud,.r s =

| |3; Dengan tidak mrmmmtmanqm yang dimaieud datam pasal 11
tersebut dlbgwuh i, DEBITDR wajiby untuk membeyar kembeli kepeda ——
BANK aetm:qmnlm uang yang terhutang berdasarkan fasilitas krecit yang -

(dalam Jangka w w&idu 10 {,ﬁﬂpuhh} tahun terhitung eejak tanggal 22-09-2650

mengangsur hutang poltok berflat bunga-bunganya sebagaimana termuat -
dalam suat.t dajtar yang b@lIl]QjBfal cuh.prlan ditandatangan oleh ——--

R ’?

, DEI?ITOFtdan BANKaarta rﬁlgﬂ;aﬂfanpada minute gikts ini.
Argsumn hutang paimk berikout :Iangm bunga-bungarya tersebut wajib —
| dibayar selambst-ia mbstnya, mdatamgal 22 (dua puluh dug) dari tiap-tiap

PR LJ\'IJ(

2 bulan dan Jntuk pertama Isal,h]gggrmumn tersebutt dibavar pada tanggal -

by B Sar 1

-10-2'010 {dua putuh dua Qktober dua fibu sepuluh) dan karenanya —-
selurul_l hu‘lmjg Rnlmk badkut clgjga_n hur_;;a-bl.n'nganya sudah hans dlbayar

Ealie | 5 et

T Iunas qle DEBITDR mmda BANK selanbat-lmnbatrwa pﬂdsimnggal —-

f#" Ml

be rikas dua pu
..Iwimammasman r@a pubuh.

s
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i . ‘Pasal 3
1. Penarikan faslftas kredt sebegalimena diuralican dalam pasal 1, akan —-
- . dilakulan dengan‘tara BANK mertkreditian langeung uang pinjaman ——
tersebut ke dalam rekening DEBITOR yang ada pada BANK.

Ig ~DERTOR dengan it memystujul dan mengealei bahwa nota perqln'edtan -

L

= -'|'a;  BANK bérhaK Sepefiohriva Untik sewakiu-waktu mencarumiary

dan pinjaman sebagalmans térsebut dalam ayat 1 diates adalah merupakan

- - | uidi yang sah bahwa DEBI‘I‘DRtaIah menerima uang pinjaman termaksud.

|3 Aas permintaan BANK; DEBITOR wajib menerbitian sebuah atau lebih —
.- sldrat promes {selanjutrya akan disebut juga: "Surat Promes™) untuk
e pmankam;menmam furnifah dite- kredit tersebut oleh DEBITOR dalam —-
‘bentuk; mﬁ.lh]lm'lahdm deruanwaﬁu atau tanggal pembayaran yang —
ditentulgEin oleh BANK. - R

1

-\ mempediitungiiai jurmiafi biriga yang wajib dibayar oleh DEBITCR

s {ternm.lk bl!ﬁ‘ba ‘mm&} afés kredit yang telah ditariknya dalam Surat -

T s

*

i et Pasatd
yeraiari pihjdmarn varf) cieh BANK kepada DEBITOR berndasarkan

-+ -~ | Perjanjian Kredit'dapet ditakokén' bilamana persediearn dana rupiah pada BANK
S (mmmmmmmmmib}ﬂ—
, Enn,ﬂﬂmmmmmmlmmmw

[BANK-: == L

1;-‘~inEgrrnR"te1anfmmm-" fka-dah Memenuhl persyaratan pembukaan rekenthg

[paca B =

n

 kredit dataimytertok dan i yany disetujui oleh BANK.

%3 BANK tetah fhenerima doidxmen dokumen (datem bentuik dan [sl yang ——
icettijul olah BANK, datarh hal yang diserahkan adalsh saliren, maka — .

2alinya wajib ditunjuldcan kepada BANK pﬂda saat penyerahan dokumen- -

dokumen tersebut} dobagai berlkut | & -

.~ sertiun dolgrnen yang disyaratian o‘ieh BANK dalam rangka permberian
Wn Pemiliian Rumeh {KPR) berdasarian Perjanjian Kredit ; -

11
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tz - DEB{TOR tetaty thantifida- tangani dart manyarahkan Surst Promes kepada
P | PN urtuk perﬁrikanﬁpeheﬁm‘aanpnﬂm uang berdasarkan Perjanjian —— ’



| r'/;,r Nomor Pokak Wajib Pajak (NFWWP) clalam el lisyeratien —
L _joteh Bank Indonesla ; — ;
l4 Semua dokurmen jaminan,felal ditanda-tangani dan dibuat dalam bertik —
. . .., |danisfyangdisetujui-oleh BANK. —
g s ® e _Iﬁ,.--.DEBITDR,ﬁdak sedmgdmtaiug-mqiammn kelalalan ofeh BANK —— |
' . |sebagaimana diuraiken dalam pasal 11 dibawah ini sehubungan dengan —
A : . . . .- |Pedenjian Krodf atau, perjanfian-perjanjlan lain yang dibuat sehubungan — ¢
o : dengan Perznjian Kredit.
1

: ,Atgsiasum Kregdit Pmimmnmmm)mmbmmnuanmmﬂ—
. tersebut, DEBITOR berkewaijiban untuk membayar bunga kepada BANK —
. sebesar 9.25 % (sembijlan kema dua puluh fima persen) effektl fied untuk -
AP 0 tahun pertarya denfoating. untulc talun berikulrya ; '
=T .| supatersebutaiitung berdasanan outstending kaedit DEBITOR den ——

" . dlnmmberdasalkmnfammmga,them puluh) han setabun den —

_, ‘ jumiah han-haﬂ yang benar-bepar berialu ginitung dari hart keharl dan —
B | | hanus dibayar lunes oleh DEBITOR pecda BANK tisp-tiap bulen bersama- -
W mm . m .aamudﬂnggmmgsumnpoimkplnjmnﬂbagamdmmndam~
. pasal 2 diatas., ——
%Mw]mmmmmaqmnmmmmm DEBITOR —
. o o mmmwmmnmamawwmq
e mmasmednpanmmnRumanmpﬂ}mmwmamga)mmwnasebe%um.
o _.:,mmmmwwmwwdmmmamehmmmmﬂ !
: ..“. ” am -DanBANt(di)anlﬂﬂsadEhEEBlTﬂRthknmdebatrekenhg L
Ui - | DEBITOR yang ada peda BANK uniuk membayar iewajiban burquanu—
" - ... iangeuran pokok tiap-tiap bidan | ——
# v e |2., Selain dari kewajiban membayar bunga terssbut diatas, DEBITOR juqa’-—
L™ 7 [harusmembayar kopada BANK sebagai boriut: — .
|- provisi sebesar;1 % (satu persen) untuk 10 (sepuiui) tahmyahg—u-'ff*
]déhit-.m dari faaﬂrtaa kredlt ; — -

_,MMIMMRP ?ﬂGDDﬂ ftujuh retus ribu Ruspish) | ——--

[

-y

‘1
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IImﬁiah yewajiban-tersebut akan dibebankan oleh BANK kedalzm —
rekening SEBITOR yanyyada pada BANK ; -

4 cBilamans=DERITOR latal métnbayar lunas kepada BANK sesuaty jumtah —
{uang'yang telahwalib dibayar berdasarian Perjanjian Kredit, balk hutang —
| pokak, burigeratas uridh iang falrf pada tanggel pembayarannye, maka —
DEBITOR wajlls trernbayar bunga-denda dar/atau denda atas jumish yang
. {tarhutang thy'sejak (dan tenTiasuk] tanggal juriah tersebut sudah harss —
dibayer lunas sampal dengan tanggal jumiah tersebut dibayar lunas
selmntlyd adaRn sebesal 0,2 % (nol koma dua perseft} per-hari yang —-

.| wdtumiah jurian-kewsiiban tersebut akan dibebanian oleh BANK kedalam —

. 2Phsal 8 -

- 1Semua pe.-ngeh.larran dan‘semm*mﬂmmn DEEITDH m'ﬂi usahenya —

SPasal 7

2]

| penityataririya.
» | Apabila-silatr perbayaran jatuih vkt pada bari libur resmi di Indonaslia —
+-| ateve pratiel Warthari bank-tank ditdy berdasarkan fiin Bank Indonesia, ~——
| maka pembayarart hans dilakukan 1'{Batu) hadt kerja sebelumnya.
Seﬁﬂa parbafaran tan panesimaan yahy dilakakan olet; DEBITOR akan -
| diciatat daiam rekaning DEBITORVang ada pada BANK, dan dengan inl —
" | pla BEBTOR marer iugsa Kipexdd BANK untuk mendebitly rekening -
| DERITOR ‘sehutxingarT dengsn  pembiayzra ambiayaran-pembayaran yang hars —
dtglaskan ulen DEE[T{’JR berl-aaﬂam dengan pemberian fasilitas kredit ——-

1. DEBAOR ﬂajih urtuk melakukan panbuyamn—pﬁnbayumn urituk melussi
meatinya, Ol iritor-BANK, inérirut-sebagatmana mestinya, di kartor BANK
. - hWINDES KENTJANS INTERNATIONAL: Tok. berkedudukan di Jakarta ——
aatatar dar stk kantor Cabandiys Kecuall BANK secara terfulle
| Frievierftukcan l2in, padahaﬂkerja dan}ammdmgmmerﬂapattandam .

R T,'J_-:_'

N [ 7
g
£ -+ \ dihitung deirl besar angsuan, —
e | i DEBTIOR yayac e BANK ;
A EO TPkl A i w P | At 3 A
. ;-_-._-4. e -_*:_-'_;.-I-_=_1-' il
o I--:j ll_.:u.-‘_.; ncHEE e
ap f LRy [ 1

R

o tamtabd“
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| sedang berjalan dan felah dipenubi syarat-syarat sebagal berikut :

ib

3...DEBITOR dipesbolchican, untuk membayar angsuran berdacarkan fasilitas —
KreditFanll_ﬂcan Rumah. (KPR} lebih cepat dari waktu yang ditentulan ——
| dengan ketentuan apablia pelunasan tersebut dilakuican sebelum jatuh —-

-|ternpo.kredit inrang dant 3.{ljga).tahun maka akan dikenakan penalti ——
sebesar 3.% (iga pessen). yang dihitung dari outstanding kredit yang —-—

a.. DEBITORwaijib mesnberitahulkan kehendaknya tersebut secara tertulis -
. -} sedidinya 3 {tiga) har dimuka ; ——

Dbesarmya angsyran yang diperospat tersetxt akan langsung ———
. | dipergunakan-urtuk-mengurangi jumlah angsuran teraihir yang telah —
. | dijedwalian (verse.ofida) |
- |s. ., angsuran yang sudahrdibayar-tidak dapet dipinjam lagi ;
d.-. pernberitahuan. yang telah diterima oleh BANK tidak dapat dibataiian —

"?‘BHDEBFPR -

o

.. oo tanggal pembayamnarwran dipercepat adalah pada tanggal ———

- Posal8

T —rr T

SR | JDEBI;I'GR rnerlgqtu]ur I:a‘m pernbukl.:m BANK selalu akan menjadi satu- —

L;ieaquB mwmmﬁmmﬂm heknya untuk mengejukar
Fa,aal 8

DEBITDB berlqewajlban LImuk manatthlﬁegala pa‘ah;mn-pemmmn sefts, ——

- { kebiasaan BANK, bajk yang sekarang- ada maupun yang akan diadakarfatau -

.4 dibeitalulan dikemudian.har.qleh, BANK berkenaan dengan pemberian
fasilitas kredit tersebut. dalam akta.inl. . i

— Pagal 10 —

L.Fl:-*:i ,:h e I* IIU

_ -Untuk menjamin agar DEB:TC}Rmnmbayar hutangnya kepada BANK menurut
sebagaimena mestinya, bajk;hutang yang tersebut dalam Perjanjian Kredit —s

maupun hutang-hutang yang akan timbulidibuat dikemudian hari oleh —-—--—
DEBITOR pada BANK termesuk pangubshannya dan/atatrpenambehannyg -
danfatau pembaharuamya dan/aiay perpanjangannya yang mungkin ada?

—_

serta baik latrena hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lain ———

L
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m dergan hutang dimaksud, maka DEBITOR berkewajiban

-+ imemberikan jaminan kepada BANK, dan. DEBITOR (selanjutnya akan disebut -
- {uga PEMILIK™. dengan inl membertkan faminan berupa ;

.- »Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan peringkat pertama, atas : —

o }— sgbidang tanah Hak Milik nﬂrmr 2244/Tanjung Duren Utara, yang -—-—

- | tertetak di -
“. |-Propisi © . © + :Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
‘| - Kotermadya 2V Jakarta Barat |
}- Kecaratan =~ " : Giogo! Petamburen ;
~1 |-Kelahin!: “x i 07 e TanjungDuren Ltare
- Jadar- © «. + Tdnjung Buren Barat § Blok AV Nomor —
Coemme e m e I1EA

*| seliagdimana diuraikﬂn dalam sertipilat {Tanda Bukti Hak) Hak Millk —
‘oo 2244/Faniung Duren Wafaidan jelaskan lebih laniut dalam Surat

e MUKer nemcr 10612003 Tanggah24-09-2003 (dua puiuh empat —--———

| diatés matipin af Bevie pem Keian bidang tanah i, yang dapat
= A argigep sebagat kbaﬁ’tuan dan fnerq:va!mn bagian yang tidak terplsabkan

* |dan TANAH dan EiANGUMHN ah‘ﬂn disebm Juga: "TANAH" dan

lll." Jammn-]m'uirm lalnnya yang telah dan/etau akan diberikan clen

FE =

| September dua ributigay yahy tériaftar atas nama LUIS AGUSTOMO ;
_dermikiar berliet derngan tunkan-tarutannya yang berdir diatas bidang —

- | tamantersebit; bisrikut pila segats sesuats yang sekarang ada, tertanam, -
Tberdin mapuri Barguean; Rasih kenyd, tanaman dan segala sesuatu yang -
Kikak dikefmusiar Hari skan 8t tertanam, berdin danatau diperoleh -——

-

‘art Bidang tanah tersebut ¥
(e.e{anjuﬁ‘ﬁ,ia bkfang tahah téreabut dlatas akan disebut juga: "TANAH" dan
bang.mm Vi berdini dietas TANAN ‘akan disebut juga: “BANGUNAN, —

BANGUNAN']

oEBITOR aamatau plhak ialn siapapun Juga, beik yang dibuat aengan e,
" | akta Notaris mupm secara d|bawah tangan, untuk menjamin segala ——
sesuam yang teﬂmtang dan m[mmbayar oleh DEBITOR kepada BANK. —

P_ersetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.
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| serupsatu tidak dipepukan [agl: bilemana .

i Pasal ;
Menyimpang dmyﬂﬂg difentukan dalam Pasel 2 ayat 3 tersebut dmtas
lika, terjadi salah satu sebab:yang alcah Ulsebut di bawah inl, maka BANK -

berhal- bl seketika tanpasomasi lagi.mengakhir Perjanjian Kredit dan ~—

uang yeng terhutang oleh DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau -—

.| berdasarian perjanjian-perjanian lainnya balk yang telah dan/atau akan diiat
| antara DEBITOR dan BANK termasuk pengubanannya dan/atat
- | penambahannya;danatau perttsaharuanya dan/atau perpanjanganmya, balk —
-| yapg.dibuat dengan akta Notaris meupun yang dituat secara dibawah tangan —
| yang, mungidin ada, seria baik iarena hutang-hutang pokok, tu.rm—bl{tga dan

bieya-biayp tain sehubungan dengan kutang dimalesud, dan karena itu
pemberitahuen dengansurst jua.t qlta atau surat-surat lain yang berkeleiatan -

a. . tidak teroapai-persetujuan-tentang besamya bunga dan biaya-biaya lain ~-m
= F;anghafus diayar oleh BEBIFOR: kepada BANK ;

1b. - DEBITOR, lahmmnbﬂf&f -egihar-tagitan BANK, bu:k angsuran dan biaya-

binys.lain, pecie dan rmenuut cam yang dientukan daler/berdasarkan ——
. {Perjanjlan-Kredit dan/ateu sesuaty Surat Promes yang diteriitkan ;
. pemyataan, surat, keferapgen/dokumen-dolamen lain yeng diberikan ~—

- ... | DEBITOR aehubungan dengen Perjanjian Kredit dan/atau sesuaty ~——--

1 l;arrbahm darlpadaryya tldakbanarmenga-nal hal jrang oleh BANK
dianggap peating ; - = —
DEEITDR memomn pernmdaqn pembayamn {surseance van betaling) —

i al:au mammt pendm BANK darl \ain-ain hal termyata DEBITOR tidak —
AT mqnhgyar I}gam—hnarg,dnyatakan pailit, ditaruh dibawah
pengasnipuan etau karena ﬁebab apapun juge tidak berhak lagl mangurus —
'|den menguasai kekayaannya balk seluruhmya/sebaglan ;

menyniut pesmbayararn dm:.agketﬂ@ dan sekaligus lunas dari jumiah-jumian

Ll

|e » harta kekamn DEBI'I’GR salummya atau sebaglan disita pihak lain stau —
1 tersarﬁat perkara di depan Pervgadllarwlrmmi Pemerictah lainnya ; —— ]
|t. DEBITOR menuirat BANK berada dafam keadean iz, tidak dapatfiikc -

nmenl.hl aebammna mesttnya keterduan dalam Perjenjian Kredit ——-

danfatau sesuaty tambahan daripacanya lain daripada yang tereebut dalam
___‘_“_\——-. .

T
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- m-;s bilatesjadi kestpaanpelanggaran menurut syarat-syarat yang
| diuraikapdalarm satah gatit akts pembenan |aminan termaksud dalam pasal
- {10 diatas ini- darvatau sesuatrSorat Promes yang telah diterbitkan ——
J berdasarkan: Perjanfiar-Kredi ;.
DEBITOR tidak memenuhi kewagianiiya tersebut dalam perjanjian-

perfanjian dengan pihak ketiga sehingga depat mengakibatian suaty ——

+ | tagitary ceamiipihalkeketige tefhiadap DEBITOR dapat ditagih sebelum ———

i mmm‘. b LS i PR Lo e a L O T s

At .ien_ - DEBITOR melalaianteriat taim pafbitatan pidana atau teribet dalam -
s r o pesistiver PidemafPeiangparan: Hukum einhya dan/atau kejedian-kefachen —

e v rapeapunyang et pendapat BANK alkan dapat mengakibatien

SR T
Sl RsT e

A TaRELE T M
A .

w1t peddaniatacr Suret-Prorhesyary diterbitkey ™ ——
~BEBITOR Menyewalen TANAH dan BANGUNAN dan/atau :
. [menjuabiTrengoperkanimemindah-targenian atau menjaminkan TANAH —
- | dar BANGLINAN vangdiberikan sebagai jaminan Jaiam bertuk apapun —

Fatcal [

o
Sl
B ”l.l]"

T T e PR
-—— . L)

' ™

¥ Ak
PR

DEBITOR tkiak-dapsat memermud kewdjibanrya yang tersebt datam ataw —

- bardasarkan Perjanjfar Kredit darnatan sesuatu tambahen daripedarya —

dm#ﬁwammmmnmm perfanjian perpanjangan ———

juga kepadapihak ketiga tanpa-pétsetujuan terulis terlebih dahulu darl —

| BANK e e iy
= TANAH dan-BANGHNAN yang menjad! jaminen untuk pembeyaran dan —

;- | pemisaiyarare kembelk: Hutangehatang DEBITOR kepada BANK bardasaran

Pefjanjian- Keedit dista. dleh Jretahsk yang berwenang, balk untuls sebaglen -
aupun urtuk aalumhwa ata - harganya etay keadaannys menunm ——-—-

= | sedermihan- n_lpu,r, A IR AL S e o T

i J{k rterjidl: kerusakan atev kehancurantaik untﬂc sabagian meaupun unfuk —

teelliritriya atas TANAH-DAN BANGUNAN. yang diberikan sehagai jammnan

*Tuptulc fagilitas Rred® berdasarkan Peranfian Keedk |
.- DEBITOR tefah lalai-atay melanggar sostiatu ketantuan dalam sesuaty —

perjanjlsn lzin yang mengenal atau bethubunggn dengan pinjaman uang —
ataus perbeiar kredit dimana‘DEBITOR adaieh sebagai pihak yang ——-
meminjam atau menanggung/menjamin (borg) dan bilamana kelalaian atau

pelanggaran tersebut mengaldbatian atau memberikan hak kepada phak —

-—__'_—-—_
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T - berkewsjibap membayar-gantl rugi berupa apapun juge

wakiu pembayaran yang-telah-dilakulan ;

geliEaAs RRERE 6 W My mtm yang-lalrr.dalar‘u perjanjian tersebut urbuk menyatakan bahwa hutang atau -
it yang diberikan dalern perjanjian tersebut menjadl harus dibayar atau -
| dibayas kembali-dengan selctikagdar sekadigus Junas sebefum tanggal jatub - »

vata gt s e ke o e DEBHOR: menlrggal s dunla deir/Etan ditaruh di bawah pengampuarn ; —-

TS R | BHEUIBMEANPE merqaianlmn hak- I'airrga dan hak-hak isthlewanya vang —
. - 1 timbul-berdasarian F‘ef]an]ianﬁradrtsatapaﬂﬂnjlan {airnya yang dibuat oleh = |

T

_ et oo | BANK danDEBITOR dikernudian haitzmaka BANK berhak untuk menetapkan -

Womgmee. -t e spes —¢ - | sendifbesamya jumniahumishuang yang terhutang dan wajib dibayar kembali

s e e cleh DEBITOR kepada BANKyang:timbul berdasarkan Perianjian Kredk

3 i el - - | -danistaw bertasarkan-petjanjian-perfadjien finnya baik yang telah danatau —

bp e eoereomes . i bakandbustantars DEBITOR dan BANK:termasuk pengubahannya dan/atau —  ©

S 1o e e | permbahannya.dan/atau-pembahansennya dan/atau perpanjangannya baik — |
i SR 5 o o . | yang-dibuat dengan.aida Notars maupin yang dibuat secara di bawah fangan - .

e seees e v | e angiine @R, -Senta, balic karens hubang-hutang pokok, bunga, provist dan
CHEAST e oL tnmbwalmmmemummam untuk mendepatkan kembali ———

ot iuolabjumiahr hyiang BEB(TOR  akas tetapi apabila temyata jumtah hutang- —

I€; iy e o5 bereat il b | UG DEBITOR tersebit. kusang.dari apa yang ditelapkan oieh BANK, maka -

| DEBITOR berhak untul menesima. kerpisall selisinnya dari BANK tanpa BANK —

) I#iﬁ-‘ﬁi:‘-iﬂ*‘i-‘! Az a0 - [ Dalkam hal hesl penjualan/eleelarsi barang Jaminan umiahya kurang darf —-—-

BilEiie mf e aiar D Ty
t

e

.. |Luaniah htang yang telah ditetaphan; olch- BANK, maka DEBITOR wajit
e e BRG] rRaUnRe) kekuAngan tersebut selambat-lambatitya 7 (fujuh) han setelah
e | potintaan partama disjuian. oteh: BANIK: akan tetapi bllamana hasil

T i Hpenjualanieleekus bamng Jaminsn jumiaboya lebih dar jumiah hutang yang —

R R U PN IR T
_UTHTeES g - amelm sl Leiass

I-! r E P LI
— = -"'.

telah ditetapian oleh BANK, malka DEBITOR berhak unfuk menerima kemball -
solisibmya dari Mianpa BARNK. beﬁw*rajiban membayar gantl rugi berpa — .

ratp e T e R T T e wn;tﬂa R T e s e S e T ]

T A e S -F‘as;l 13

r

- Bl i hari B )
ppmpf"j“”"’! pemberaR— =Yy OK e T2 01

aelamaPajamlarerdrt beriaky, DEBITOR fnergukat Gl UPRLK © e e
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¢ GEd W Bl g Fljmgmnamm pinjaman yarg diberikan cleh BANK semata- —

R B KAl P |
l ' rlyang diberikar berdissarkad Pereanjian Kredit danvatau mirka
- | perfadwelat kernbali(restheduling) ;
- Tapipelpeitifiar terbilis terfeti dahuly dard BANK, DEBITOR fidak akan
! rehskuikan hattiat sebagal berlkug | =
#' “feminjam darf atzl meminjamian uang kepada pihalk ketiga siapapun,

| alalrt ahig bertaliar tehganusaha sehari-hari dan DEBITOR ;

- B I P Rt L TR T

B.

‘3 Sekima krédit berlangeung DEBITOR wajlb :

[a

| maka temadaf siéa hutang DEBITOR kepada BANK akan
' efundsudibover bleh Perisatiagn Asuransi dimana asuransi jiwa atas —
- | revria DEBITOR terdatir: —=

e e e

Persetujuan pemberian..

| sebagaimana yang tetal disetujui cleh BANK ;

ara _'ﬂ. K
* metfuaiimengoperkanimiemindah-tangankan atau menjaminkan TANAH
~ | deisT BANGEINAN yang dibdrilein sebaged jaminan dalam bentuk apapun

ate hanyardintuk pembiayaan kembali TANAH dan BANGUNAN

mempergunakan TANAK dan BANGUNAN untuk dipaiai sendir okh —
DEBITOR dan keluarganys,; dan tidak akan disewakan kepada

- siapalu, ,ugaﬂi]uiﬁ:ﬁ:-eﬁldn setagal }aminm atau dipndahtangankan
*- .. | keprdapiiiek ke.ﬂgataqmpemétujuan tertuis teriebih dabtiu dari --~—--
| BANK ¥ SgEEEeS b i 3 g .

“miinelthara TAMRH tan BANGUNAN sebagal Icepala rumah tangga ----

¢ fyang-baik S Reiinnn

. fdak-Destindiak ermmu gina rrmmm hmar@;Mang s

1 pitRiKdin Beita Gnidk tiGakmengikat sebagal tanggungan harta
| Rekdyaantya; Beik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tanpa —

| petishijdan tettullsTerebih daniki dari BANK ;
*Hicdak malaRE pefiirigiakert terhadap angsuran hutang DEBITOR —

*pertindak sebagal penfaimin{borg)-atas hutang pihak ketiga | ————
“ rhrtyewalkiar TANAFT dan BANGUNAN dan/atau

fuga kepétia phek kiiga ; -

Diﬂndmgﬂ‘dlcwar oleh aaummijnm kredit oleh Perusahaan Asuransi —
 rekanan BANK -dehddn demiian apabila DEBITOR meninggal dunia —

., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.
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;| Bifamana; EJEBIIER rnﬁﬁlm gunia; maja sefuruh hutang DEBITOR -~
terhadapBANK yang-Bmbul berdasarian Perjanjian Kredit menupakan hutang
... | sefuni.ahiiwars (para ahtwans)-DEBITOR lerhadap BANK, dan terhadap —
 «Jhtang.mang pelrasannya iiakdepat dibagi-bagl diantara para ahtiwaris. —

et mhﬂamtawgmnd&mn asurans! kerugian danfatau

w1 | kehakaram:pads-Pemsahaan AsUrans! relanan BANK,
,a siMembayarpremi asuransi-atas asuransi-asuranss sebmmrnana e
i '!temebhtpadaﬂyata Bupuf a:dan b Pasal ini.
- Pasal 14

=—n=—Fasal 15

S E RS EE T

|1. ~Fada saat RerianiiarKnaditherahir baik karena waktu vang disebttiarn —
- isialaanpasal 2.ayat A dkatastelah jampau maupun karena salah satu seba
- fdnlan pasal. K, distas; mala BANK bertiak untuk menghentiian dengan —

i+ wrocketiia Rsiliteslgedit yang dibedkan lkepada DEBITOR dan menasik «-—

RN T L IR

Ko Gegiisy -

S b

Bohreb e

. .} berwenang mangakibatican tidak sshnya bagi BANK, atau menjadikan —
-+ + BANK datl segi pertimbangan. fipansiikmenjadi tidak Jayak untuk ————
-+ | memperiahanken dan/atau mefaksanakan kewajibannya sebagaimana —

I -
I TET
LAl
e
1 [ R
=t

Persetujuan pemberian...,

ML it LR

g g e

: - [ memberikan krecdit

w1 e kembalifasifiiae heedit tecsabut, calam kejadian mana seluruh hutang- —
«x wlhutangrya DEBFIOR yang {imbul berdasarkan Perjanjlan Kredit maupun -

putang LEBTLIR kepada DANK yang akan tmbul/dibuat di kemudian hari
Jfermasyk peogufshannyp.dan/atay penambahannya dan/atay

.| Pembeharuannya.dardelay pelpaniangannya yang mungkin ada, seria bai
o areni i /tang. DORDIG IS, pravisl.dan biaya-biaya latnnya s-‘-hunmgan .
senganhutang.gie yang Jumlshnys ditetapkan berdaaarkan

.= lpembukuan. EA!% dapat dengan segera ditagh dar hamus dibayar {unas —
S ulall REBITOR kepada BANK dengan seketila dan sekaligus ; ———
Sl it R TR LR R ﬂ!u"ﬂ-‘( rxwlﬂtw. mmmnwa"g“ndm atau pe'faturm

| perundang-undangan vang:beriaku, stau keputusan penguasalpejabat yary

.{ ditetapkan dalam Redanjian Kredit, maka kewajiban BANK urtuk -——Sm..-
it glﬂan segem berakhir dan DEBITOR wajib membaya
 kemball kapada BANK semia jumiah yang terhutang, termasuk hitang -
pokok, bunga, denda dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dibayar
oleh DEBITOR leepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit.

m——
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' Sehubungan dengan apa yang diuraitan dj atas, DEBITOR dan BANK —
. 1 dengan int melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 dari Kitab —

Undang-undang Hukurn Pérdata,”sehingga unfuk tnenghertiican permberian
fasilitag kredit sebagairana diuraikari di atas, tkiak diperiuian eputusan —

Lotans mmpan mpun ]1_|ga dari Inetainsl Pengadilan yang berwenang. ———

—'Pagal 16

ey B < = 1
&

RORRS s Demmvmamnaanfn&ﬁmhmdam

| agara atan Pemefitiah Repubiilk Indonesia yang sedemikian rupa,

| memiahayakan Geahaliperusahaan DEBITOR ateu harta kelkayaan
| EBITOR yang dijarinkan’; =——

- hahwa DESITOR fidik béfada ddlam keedean pailit atau sedang
| méndingIkan parmohio R Uituk dinyatakan dalam keadsan paiit atau —-—

barwa DEBITOR tidak tersangiit dalasn suaty periera atau sengkets ; -—
bahwa DEBITOR tiak mampunyai tunggakan-tunggaikan hutang kepada -

sehinggs Bpabita tidak dibsyar sebagaimana mestinya ‘'dapat

penundagn pembayaran (sursearice Van beraling”) kepada, mstansi yang —

| betwenang: ——- :
R o T L S A L T P-' ¢ r-.l?

sy e e Untok lebih menfdnmin kedertibah pémayhran kembell atas segala apa yang —
mLEe W T ‘tefhutang ofeh DEBITOR pada BANK)‘ang timbul berdasarkan Perfanjian ——

I kredit danatau berdasarian peranlian-perianjian lainnya baik yang telah ———

!"’-’*’-"-‘-' Al W'M'HMEM'BEEW@EMEMkwmnm-

e - | danvatau penambahannyd Hanvatal pembaharuanya danfatau
o mmm'mmmnmmmmmmmmmu
fdsh s o il o e < PO ddn-blaya-biaya tain sshubungan dengan hutang dimnaksld, —-

e e 1+ ek DEBTTOR sekafang untuk nanti pada waktunya dengan inl member ——

- | vuaeg yang tidak depat Gicebut kemball karena sebaby apapun juga kepada —

feees wE B o aﬁm'mmkmmkménmmmoﬁma{mnmnmgmmaanm

- apapm bmtuhwmng*dladmmistrasﬂm oloh BANK atau untuk

st 7 | mismbebankan rekening rekening lainnya yang juga diadministrasiian oleh ——

BANK, guna keperiuan pembayaran tunas hutang-hutang DEBITOR kepada —

R ' ; 2 ___'_‘_"'——_ .
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5 own mge B c’/ e - Pasak1B.

B KLIEE&-M-EHEI?!EFID tﬂmﬁdalmn Perjanjian Kredit dan yang termaktub da
. ;| aktaperanjianjaminan tidak daget-dicabut kemball selama petjanjian- ——
-5 o perianlian hutang antars: DEBITOR dan BANK belum selesal seluruhnya dar
4 =, - | merumakan bagian penting yang fidalcdapat dipisahkan dari Pesjanjian Kred
. ... |danatamperjanjian-perjanjian lainnya baik yang telah danfatau akan dibust -
- -1 £ |anters DERITOR dan BANK-termasuk pengubahanrya dan/aay ——-——
| penambahanaya dan/aia pembsharuannys danatau perpanjanganiya yan

s | sn e oo noungide. ada,-yang. mana.dengan tkiak adanya kuasa-Kuasa dimaksud, ——-
cioesi e - penanjan-perjaniar tersebut tidakakan:benangsung.

- | Juge Kuasanlepsa tersebuk dalam Pesianjian Kredit diberikan dengan ——
| melepaskan sepertt kedasi dalam-hat inidart segala aturan-aturss yang tergt
. {dafam Undang-ldndang, yapg-pengaturdasaf-dasar dan sebab-sebab yang

-|menyebabjan sesualy kuasa berakhir; termasuk tetapi tidak terbatas pada
;,hﬁemuan pasal-pasad 4513, 1814, 8. 1816 Kitab Undang-Undang Hulasm

SPT ez
I S Fg'da(ta*} T

F_‘aaal 19

Ja. i—hbhalymghelwnataubelunm.ﬂu.mmaturdaum Perjanjian Kredit ak
[ ciatur seerian oleh, BANK baik dalem benfuk surat-menyural atau —
. ce; L iORUtsaR lalpnyadarLBANK den merupelan baglan yang tidak terpisa

LT BT PR LAY,
<hgloetEs WA Z-..l.r-'.'-"l.-i. R | Eﬂﬁnj‘h“w&—q ST T
et Segalaqutabmﬁ?furaiyangberrm:gandengmwfjanpanl{radh—ﬁ

--."" :f.‘_.':.:'.i_ .'.'.x-"-'- iz '-"e;‘- qﬁlamﬁﬂﬂ"uﬂﬁdﬂ T R W Ll B T
; = BANK . BA!‘KWINDUKENTJAH& INTERMTTONAL. Thk ——

Jantar. Cmarlg;Fﬁarmmtan Jalan Pesanggrahan Ray
v bt n AT LR e ?’Q:Mﬂwﬁﬁﬂmmm Barat ;
Tahmlﬂﬂlmm 56002718
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LT i DTECr tpldilnoalpbd D e

GRS BRSER am ea | Faksignjli (021) 5862908, = |
| R ! QEBITDR Tuan: LjUE AGUSTDMD

T 007 RW. 003, Kek.uraﬁ&fpz
o FCN O SR o I;L'-..' i '_.,_--. mﬁgﬂnﬂ wﬂfm RT

R L . 1 Barny, KeaﬁnﬁtanStheaar Jakarta Pusat. —
| - 2 BAM{ bemak, tanpa periu mendapa‘l pereeiujuan berupa apapun dari
u‘mk mengalinkan/memindahkan atau mengoperkan selun
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T 7| terebih Uahuh:daﬂ BANK.

Fmian hak dan kewajiban BANK berdasarkan Pecjanjian Krecit —_
kepada pihak Iain yang dietapkain oleh BANK.

|3 ‘Perianjian Kreciit beriaku'bagi para-pibak; ahi weris para pihak dan para —
‘pengiyanti hak dal masing-miasiiy pihaic dengan ketentitan bahwa
DEBITOR tidak dapat mengatihiein suzaty hak dan kewalfbaniya

| berdasarkan Pedanjian Kredit I-mpada Pihak tain tanpa persetujuan tertylis —

A——— Rl Pasal 20

[DEBITOR dengan Inkberfdn)l dan menglkatian diri untuk menanda-tangani akta
St Hutah) sebadisimana yang dimaksud dalam pasal 224 H.L.R (Het

i T Herziane Indohebsissiy Reglement/Regieman Indonesia Yang Diperbarharij) —

"1';5'.\“ S

ey e

v mdmdmmmmataupasalzﬁaﬁmlamn urtuk luar Jewa dan
| Madifr;: demikian. i apabily sewaktu-waidu diminta oleh BANK.
| Selanjuttiya DEBTOR: dengan ini sekarang untuk nantinya dlicernudian hari -—
| mentbern ks YAt K tapat’ dll:éirik&ntah dan tiiak akan berakhir karena

| seBan-setal abapiT ganerts defigan Fak aibaﬁh.ml kepada BANK, uriuk -—

S setiapsaatmiammgpeﬂudmamw

déri-atas naméa DEBITOR mbhibust H&: mﬂmnda-tungml ekta Surat Hutang —

| DEBITOR Kégiadar EANHbd:iugamnﬁdn‘mhmdalampmj 224 HAR (Het --

Herzfene tndomeissH’ v indonesta Yang Diperbaharu) ——

i [ ntak-Jewa dar: Madura Atay pasaf 258 Regiemen uniuk juar Jawa dan Madura
| dan meryatakan didalath aktza tersabt rhengenal Jumish uang yang terbutang -
| otetr DEBITOR I-BpadaLBm&baﬂt’hmahgpbkok, bunga, ctarﬂatu.ngadm--

idfyer: Bidya kalintiye yanky trabuf béridsaridrs Pesjanjian KredR, dernitdan i —..

= Pasat 29 _

|'Ongkos-akta ini dan biaya:biaya {ainnya yang bertalian gengan pambuatan —-

"+ [ Perjanjian Kredit termasik-tetapi tidak terbatae Peda biaya Notariabiayg —-—

‘< - - advokatipengacara bia?apmkamdinmammpmdimrpawlandan——
Hmﬂmnmmﬁﬁmmdmgaﬂmunhmmmmhmwm—
- | dalamiakta-ini serta biaya. pefaksanaar Jamina'mya, selunnnya menjadl ———

tangoungan-dan dibayar oleh. BEBITOR.
-‘-—_—_-'—"—'-—-._,
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|KEDUA —- _:| unfuic.pembayaran bunga yang terutang ,
- IKETIGA — urtﬂ(nﬂﬁbwamnjumahhmpomk
. | KEEMPAT. - .2 uphuk pembeyaran setiap jumiah lain yang terhutang kepada -~

ERRE -;::_"-;.Pﬁﬁ"ﬂaﬂ.ﬁfﬂhﬂm“" '

- | dengan ketertuan Mk, yang beralal.. —
| Dari segala ﬁeﬁlﬂm’fﬂ“ﬂﬁgrpahltdl atas, dbuatiah akia peqanjsan Kredt —

| Dengant Memakat, Ja“lmlm.

Setiap jupnlah uang yang diterima oleh BANK sebagai pembayaran dan jumizh
yang terhutang oleh DEBITOR berdasarkarn Paianﬂan Kredit atau berdasarkan

. | setiap. perjanjian kln yang disebuit ate) berhubungan dengan Pﬁljaﬂjiaﬂ Kredit

akan dipergunakan untyl ;-

PERTAMA - ; ;; untuk menmyar semua nngims yang telah dikeluarkan oleh —
BANK untuk pemmbuatan dan petaksanaan (tefmasuk secard -
paksa) darl setiap. penjanfian yang berkenaan ;

- BANK-berdasatian, Pesanjian Kredit dan/atau setiap

IR I

= Pasal 22

; ~---:H6nﬂmﬂ9ﬁhﬂﬂanﬁdmsegahﬁwmmammmwm

mexmilin. mw tngaal mmpdm _seumnurminya di Kantor Panitera

| Peagadin Neger Jeicrte: Selatar i Jakasta, akan tetapi dermikdan fu dengen
tidak mengurangi hak BANK yntuk meiakeiken peruriuian-pemuikan

terhadap DEBITOR dl Pergadianyengadilen manapun juga yang dipandang -

| perti oleh BANK temnasuk tetapi tidak ferbalas di Pengadilan Negeri sesuai —

dengan letak Tarah danaammnyarrgﬁljaminm kepada BANK dan sesual

_DEMJKIAN AICI'A.ENI

4 Dibuat dan msaleeaumn di Jelearts, pada hier dan tenggsl serta jam ——-— :

‘sebagalmana disebaican pada awal alda ini, dengen dihadir oleh |

1. . nona TENY KARNILA, Sarjana Hulur,lehir Ji Bogor pada targgal -—-—

103061967 (liga Metsenbu getnbilan ratus detapan pulsh tujuh), Warga ~—
Negara. indoniesia, pesternpat tinpgal i Keta Bogor, Pancagalih, RT, [:0-4»-
RW. D03, Kélurahan Lojl; Kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor. Irﬂuk.

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.



mlmn 327104.430587 0003, untuk semertara berada df Jakarts, -
gan ;
Iz. nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sasjana Hukum, lehir di Sukoharo pada -
tanggal 14-11-1983 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus defapan
pulsh tiga), Warga Megara lndnl:lesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jatan Damai, RT.006 RW.002, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa,
pemegang Nomor Induk Kependucukan 09 5309 541183.0156 ; ——
kedusnya pegawat Kantor Notarie, sebagai sakei-saks!,
Setelah saya, Notarie membacakan akia ini kepeda penghadap dan para ——
saksi, maka segera penghadap, para salsi dan saya Notaris menandatangan -
akta ini. =
Dibuat dengan memalai satu perubahan yaitu berupa coretan dengan gantian.-
Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempuma.

Diberikan sebagal safinan yang sama bunyinya.
o

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia,"FH Ul, 2011.



KIKI HERTANTO, SH.

? NOTARIS
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
Tanggal 27 Okiobet 1999 Nomer ; C-1854.HL.03.02-TH.1999

SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENURJANG PASAR MODAL
Tonggal 10 Nopember 2000 Nomor : 282/PM/STTD-N/2000

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 11 APRIL 2000 Nomor : @ - X1 - 2000

JALAN MERUYA ILIR RAYA No. 23,

Telp. : (021) 5861893, 5872585, 70407085
Fax. : (021} 5861893, HP : 0811 863180
"E-mail ; kiki_hertantoi@yahoo.com
JAKARTA - 11630

( TURUNAN / SALINAN / GROSSE D

AKTA

FENBERTAN EAX TANOGUNGAN,

TANGGAL : .18 Qktoher 2010, ... . recerrcccnneno. NOMOR 1 L 2420100
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NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, S
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Telp. 837.94331,837.94332, 835.2057. 830, 1508+ "

Fax. 837. 84019 E-mail aﬂhamt@cm net.ld

-

SURAT KUASA PE!-'IEE:B&NKAH HAK TANGGUNGAN o

]
AKT& Ta -n--ru|n-l"hl-uluuntnrnuinnuu e LLL] TS e LI utH

% ""Z-
f
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TANGGAL ;22 September 20%0yaunn b,
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Lampiran Tambahan -
akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Tanggal : 22 September 2090
Nomor : &k.-

Z 1 nﬁ""-ﬁi }'E‘."'F 3
akla tertanggal 14-01-2010 {empat belas Januart dua Fibu sepuiuh) Nomor 33,- —a.
vang dibuat dikadapen ELWATY TATRA, Satjana Hukum, Notarls df ——— =
Jakaita, yang pemberitahuaninya telah diterinia dan dicatat dalam ———mee—tein,
', Database Sistern Administrasi Baden Hukum Departernen Hukum dan T—
!’.? Hak Asas! Manusia Republik Indonesia sebagaimana lemyats dari ‘subdt 228
|

tertanggal 10-02-2010 {sepuiuh Pebruari dua ribu sapuluh) Nomor AHU-AH. . i ﬂ,,,,
01 10-03601, terakhir diuhah dengsn akta tertanggal 24-06-2010 (dua puluh ——
empat Juni duz rbu sepuiih) Nomeor 189, yang dibuat dinadapen Notarjs &P 5% "f‘ .

ELIWATY TJITRA, Sarjana Hulum tersebut dan telah mendapat ———-fﬂh_t'-i:_g_ i T

T PR PR DTS
N P T

persefjuan Menieri Huiom dan Halk Asasi ianusia Rapubiik Indonesia
sebagaimmana Surat Keputusan tertanggal 10-08-2010 (sapuiuh Agustus' ma*“"* o+ ShR
3 P ribl sepuluh) nomor AHU-29470.A4H.01.02. Tahun 2010, sedangkan susunan = .~ - &, ".
5 Ty anggote Direksi dan Dewan Komisers persercan yang terakhir sebageimaria _.,.i.sif'ai ; i
| termakiub daiam akia tertangge! 24-068-2MM0 {due pulub empat Juni dua by —-&Jﬁgﬂﬁf L A
X sapiluh} nonyar 188, yang dibuat yang dibuet dihadapan Notaris ELWVATY it t.f }
| TJITRA, Sariana Hukum, tersebut , — TR
I < Chsakikeh tanbahan ;
L 1
: ‘
:
: .
: :
4 f
N
E : v
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{ dus puiuh enam-

Ckicher dua ribu
- Disahka) ;-

SEMHT

SURAT I{UASA MMBEBANKAN HAK TANGGU ‘

No: G4 !

Lembar Perramafﬁg;fyq_ T

Pada hari ini, Bk i tanggal 59 {

. dua puluh dua -7
bulan Septermber s e tahun

-w"t"

+%

Pukid 10.4C (sspuivh empat puluR) menit Wakky Inﬁ;r;eslaﬁB‘ém;.

ks
hadir dihadapan saya  MUHAMMAD KHOLID ﬂHTH.ﬁ Sat]ana‘I-Fu # ——i—

BT R
yang berdasarkan Surat Keputusan  Menter Kﬂhauman dnn Ha As :-- ._
Manusia Repubiik Indonesia - R

tanggal 267020004 aomor L-650.HT. mm___.

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanahﬂ\lotans‘*fdengan daerah

kerja  D&erah Khusus fho Kota Jakarts

e danberkantor di o odung Seiria Kav B ;
Asem Baris Raya Momor 52, Tabat - Jakarta 5g|m“ )

L. L

: e 8 P ' : Sl
T‘”"L”““GUWH?H*WMMMM1MM% <t |
mmmm.!‘ ﬂﬁhF““ mﬂ?},,%rgn; e e

fopnlR adg et
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selapjutaya disebut Pemberi Kuasa,

oA
< 1. Tuan HUSEIN ADIWWAYA, lanir & Tangerang pada tangge!

W A A 1T—w—1962{umw sarlbu sembian ratus onam puh dus), ——
RS S it Mo e Wﬂﬁa jonesis, Retai and MSB Dnision Head, berlempat ————
5 Beoan ) Kot Bogor-Blit Cirrdyggu Viia L5/14, Rukun Tetangga 002, ——-
Wrga 014 Keligiian Cibadek, Kecamatan Tanah Sareal,
fig Nomor L:’nk M};& 1 H.ﬁnsazmm, LK ——————
: HIZKIA WEHANTOUW, Master Buainess Administration,
" lahir dMéfAdd phdd tanggal 781051971 (due pulh delapan Cklober
g gt Samblinh ratls b bluh SS1), Warga Negara Indanesia,
& 11 KPR'and KTA Didbiriement Had, bertsitipdt inggel o Kota Bekesl —— - =
“Kothghek Pura Melati tdah Blok L7, Rukun Tetangga 002, Rukan Warga 020, —
L arali, Kocametar: Pondok Meiat, g Mo
" Induk Kapendudikan 3275122810710006, wikk sementara berada -———
d .Jekarta ; =
- menirut koterangen mereke datam hal il bersama-sama bertindak ————
dalam jabatan mereim larsebut bardasarkan Surat Kuesa Direks) ———————
T BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tok tertanggal 26-03-2010 -
{dug puluh sembilan Merst dua riby sepulLt) nomar DOZBWICOC-DIRAIZ010 -
yang dbuat secara dibaweh tangan, bermateral cukup, demikian seh

" Rkt

INTERNATIONAL, Tk, berkedudukan d Jajarta Selatan, yang perubshan ——
mwmmwmmm Republk —
indonesia terlanggal 18-07-2008 {delapan beles Jl dua rbu delapan nomor —
58 Tambatwan nomoar 12219, anggaran dasar rana kemudian dubah dengan —

selanjutnya disebut Penernima Kuasa.

2

= Halammen 2 dari 11
Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.
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Pemberi Kuasa mencrangkan dengan iai. mcmhen lcuasa kepédau

D T e 4 R
.................................... 6 £ G T ) : i
. T pn-IJ rra
untuk mcmbehankan Hak Tanggungan guna menjamm pelunnfs';n uta’ng
fen LIS AGUS'TDMDM MRS ot
."l.;' & '15: ’
| selaku Debitor, sejumlah Rp. 700.000.000,- <
3 ratis gtz Ruplah: '
:
;
IE —
r
selaky Kreditor dan dibuktikan dengan : Lt
L Perjanfian Kredit Dengan Memakai Jaminan fertanggal 22-09-2040 fmg' AN
{Pertame) - dua fbu sepuluh} nomor 63, yang dbust dihedapan saya, Notaris = TR
; Dizahiar tambaban;——-—

| yang surat aslifsalinan resminya diperlihatkan kepada 8aya dan ,pmambahan
perubshan, perpanjangan serta pembaruunn}*a yang mungkm ‘diadakan
kemudian, sampai squmiah Nilai Tanggungan Lebesar Rp. ﬂ‘rsommo- :

{ daupanmmshmhpwmlmmﬂwfah

: T )
atas ubyck Hak Tanggungan berupa i G R sARREE C ) hak

.';.

atas tanab /e Miltkerreas-Satvan-Rumah-Susun yang d:uraﬂcan I:hbawah i

3
SKMHT
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'Hak MiIiI-u'I_-l;_ii: Gura Usaha/Hak Gung Bangunar/Hak Pakaj -

SN R | 2244 Tanjung Buran Ukara —— .

September 2003 ——.

¥ —— e

_ atas sebidang
- Yanah sebagaimana diuraiken dalam Surat Ukur/Gambar Siruas; tanggal

F o : Momor
sell.tﬂs 104 - m2 g seratus empat —- .
I . meter persegi) dengan
' jNomor Identifikasi Bidang Tanah{ NIS ) 48.08.02.03,03720 -~
3 'I_tﬁ_ﬂet&k di: ;
! : Propinsi "  Daerah Khusus lbukota Jakara-; —. ..
: - Kabupaten/Kota ;o oo oakarta Barat; -
Kecamatan . Grogol Patamburan ; __
- Desa/Kelurahan : Tanfung Duren Utara ;
Jalaz . Tanjung Duren Barat | Slok A\ ..

! MNomer 15 A ;

i atas sebagian tanah Hak Miiik/Hak Guna Bangunan/¥ak Pakai Nomuor

: ' dengan
- Nomor Identifikasi Bidang Tanah {(NIB) . yait
_ seluas kurang lebih ; m?

3 ril/grér persegi ), dengan batas-baras -
/ g
fﬁ' e / o o
il '

sebagaimana diyraikan u;aﬁ;m Surai Ukur/peta tanggaj

: § Hu:ﬁbr /'/ yang di lampirkan pada zkta jni.
ton PO terletak i £ eyl
PATE 207 KabupgtewKota .

C FF 2T Kecamaun .
.'; % “f T":H  Des#/ Kelurahan :

i s 3 5 .’:t_‘.-‘-'-:ja.]ﬁﬂ- : e —

- 4
p Heabesrsieans S et 1

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.
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[ 30 ] e

i

ok b TR

»  Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Momor Blok

(

dengan batas-balas :

2 ‘# ahkan Coretan

sebagaimana diuraikan dalam

MNomor 1
= terletak di :

Propinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan

Desa/Kelurah

Jalan

n alat-alat bukti berups

SF MNT

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.
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o - Propinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
.= Jalan
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P4 'rahkan Constan

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas dlperllhatkm kepada
saya, untuk keperluan pembuatan Surat Kuaza Memheba.u,kgn Hak
Tanggungan ini; : ; ol q, 1 n J.‘i'E "

B R ._.;,

Obyek Hak Tanggungan ini meliputi pula : —

Banguran, anaman dan hasl karya yang Hﬂh‘hdammnynngalmn r"h'*“ﬂhr_’
berdr dan tertaram, mmmmmmymm = B
terpisahian dengan tanah tersabut , wmmmm@\—?#—;-ﬁ:—;?m”
perniukannya serla Kelentuan perundang-undangan dpandang _,,:;-;—-—11- i
mummmmmwmm s

- r-?h-ﬁ L
g

dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak TanggunganieffaSurat- 5

.
sural lain' yang dipériukan, memilih domisili, memberlipfg ¥4 '

obyek Hak Tanggungan betul milik Pemberf Kuasautldak tersalgﬂut tialai'ﬂ

',

senpketa, bebas dari sitaan dan dari beban apapun, mendaTt kan Hak
Tanggungan tersebut, memberikan dan men)retu_]UI syarat s afa.ta ‘uran—

sehingga kemudlan Hak Tanggungan it hanya m'

Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yg .g:

- Obyek Hak Tanggungan R
dengan nilai Rp. . (

- Obyek Hak Tanggungen
dengan nilai Rp E {

- ObyckHak Tnnggungan : Py
/d ngan nilai Rp. ' 2 : i

7

SKMHT
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-"!.'x. -

o -ru_p;;f 5 __';;g_r:.-‘.']

" LJEQ#‘ !:"ﬂrfrl'j‘r atr

.l

s “T ;nm *rm.;.i o

ik

3 N !ﬁ_.J-aujimbahwa_dalm-hal.ahyck—ﬂak#&ngg&ng&nhkemw
sehingge Huk Tanggungan membebani beberapa hak atas t’:i.l'l}hi cbitor

" dapat melskukan pelunagan utang yang dijamin dengan-Hak Tanggungan
dengan cara angsuran yang besarnya sama Ean nilai masing-masing
hak atas tanah tersebut, yang ak ibebaskan dari Hak Tanggungan,
sehingga kemudian Hz: ggungan itu hanya membebani sisa obyck
B mcnl_lannn sisa utang yang belum dilunmasi. Nilai
ing .}!&.k. :’qtaa tanah, tepsebut akan ditentukan berdasarkan

ap—pihak-Kedua, cessremmsssnnnnnn,

Py oms Wes geel  w @ @ e
. Janji yadg'membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
menvewakan obyek Hak Tanggungan danfatau menentukan atau
mengubah jangka wakfu sewa danfatau menerima uang sewa di muka,
kecuali denpgan persetujuan tertulis lebih dahuiuw dari pemegang Hak
N R G gl

.Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
mﬁpgubah bentuk ataw tata susupan obyek Hak Tangpungan, !kccuali.

dengan persemjuan tertulis lebih dahulu dari Pemegang Hak Tanggungan;

Janji yang memberikan kewepangan kepada pemegang Hak Tanggungan
wnivk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketna
Pengadilan Negeri 'yéqg daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak
Tanggungan apabila Debitor sengguh-supgguh cidera janfi; ---——---——--——

e« Jan): yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan

untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan
untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah meﬁjadi hapusnya atau .
dibatalkannya bak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak
dipenuht atau dilanggarnya kclentuan undang—ﬁndang, scrta kewcenangan
urluk mengajukan permechopan memperpanjang jangka walktu danfatao
memperbarui hak alas tagpah yang menjadi obyek Hak Tanggungan----------

¢ Janji bahwa pemegang Hak Tanggungarn pertama mempunyai hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri ‘'obyek Hak Tanggungan apabila debitor

CIQErE JANJI, msmmmmmmmm e

e Jdnji yang diberikan cleh pemcgang Hak Tangpgungan pertama bahwa
obyek Hak Tanggengan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; -—-

SKMAHT Flatomum & dari IF
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Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas
obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari

pemegang Hak Tanggungan; --s-ccceemsmccmmcmm e et e e

Janji bahwa Pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau
sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk
pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya
oleh pemberi: Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan

) 1 1 1 oS g

Janji bahwa pecmegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau
sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan
untuk pelunasan piutangnya, jika obyck Hak Tanggungan diasuransikan; -----

Janji bahwa pi:mb;rl Hak Tanggungan akan mmﬁﬁggﬁkaﬁ_qﬁy:k Hak

Tanggungan pada waktu cksekusi Hak Tangguogan; smemsm--emmeeemeeeeo ..

Janjy bahwa Sertipiket hak astas tanah yang telah él'ihuhuhi catatan
pembebanan Hak Tangguagan discrahkan kcpada dan untuk disimpan
K|

Pemegang Hak Tanggungan; --— -

- £

e

- e

“ran,

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.



Z Disahkan Coretan

dan uniuk pelaksanaan jenji-janji tersebut memberikan kuasa vang diperlukan

“kepadn Pemepgang Huk Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak

TanggUNgam,

Kuasa yang diberikan denpan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak

Jberakhir karena sebalb apapun kecuyali, oleh karena telali dilaksanukan

~pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya tanggal

21-10-2010 { . dua puluh satu Ckicher
dua Fibli sepih it e

1
r
serta pendaftarannya atau karena tangpal tersebut telah terlampaui tanpa

dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, ———-mmmmommmmmmmmeeee -

SAdkchirnya hadiv juga dihadapan savac—dengan—dihadiri-oleh-—saksi-salsi—ame

sama dan akan discbutkan pada akhic akte ini; smsecemmmammne s

.-r"f
T i i s .
yang _menerangkan  tefah mengetahur apa  yang divraikan  di atas dan

)

,_mg,uy_::ﬁu_jnj___kqmqn NANE dibatrikan dalam_akiaini——eea—- s

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan; —-c-ccmmommmmmmmee

1. nona TENY KARNILA, Sarjana Hukum, lahir di Bogor pada tanggal 03-05-1987
{tiga Mei seribu sembilan ralus delapan puluh fujuh, Warga Megara Indonesia,
bertempat tinggal d Bogor, Pancagaiih, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Lojl, ——-———
Kecamatan Bogor Barat, pemegang Nomor induk Kependuduikan
32.7104.430587 0003, unluk sementara berada di Jakarts -

2. nana INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, lzhir di Sukoharjo pada tanggal
14-11-1983 {empat belas Nopember seriby sembilan ratus delapan puluh tige), —
vWarga Negara indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalsn Damal
RT.008, RW. 002, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Momor ———
Induk Kependudukan 09,5309.541183.0156 :

keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saks, — —

L0
SEMHT ! Halarian M daei IT
Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.
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Diberikan sebagai saiinan
Notaris.di Jakarta

SEMET

M KHOLIDARTHA, 4.

a
s
L
-
LT

Sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacaifan serta dnelaskan ma}’a scbagai buk
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pemberi Kuasa

Kuasa tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pembe:

ar "’Penerlma

Kuasa Penerima_:;'_ ]
Kuasa, para saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta tanah;’Notans sebanyaP Ta
(dua) rangkap asli terdzrl dari 1 ( satu ) rangkap Iembar pertama

isimpan di
kanter saya, dan 1 ( satu ) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Penerima: -

Kuasa untuk dipergunakan sebagai dasar penandatanganan Akta Pembcmaﬂ o
Hak Tanggungan yang bersangkutan.

__________________

Pemberi Kuasa Peneﬁma::iiuasa
LUIS AGUSTOMO . HUSEIN ADIWiJA‘Y’A

berkedudu n di Jakarta elatan

Persetujuan Pel"sﬁruj uan
FIO: HIEKIA WEHANTOUW
4 ‘49 PT: Bank Wndu Kentja :
................... A NB S/ N\ wilh befk“edudukan o dakart
Saksi " Saksi
TENY KARNILA, SH. . INDAH RETNO ARIYANT!

Pejabat Pembuat Akta Tana}:vNotari;s"_"

M. KHOLID ARTHA, 8.H.

R R e R LR R RN W R A i BRI R Wiy

1 :
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=oalam Ral dni berbtindsk antul oivi senoivi dan

alta FHuosss targoal 5OMed fanmcr E i st

Bar jana Hukm,

ﬂokt?Vaﬁduﬁ WL TR SO

‘ serda unbtuk dan atas nama a

o — A i i
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AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
No :. 241 | 2040
Lembar PertamalK. edﬁa

Padahariini, TOMEB unggal g4 ( Ghlepsn Belas Tt T )

bulan Cktobex tahun 2010 ( dums 2ilm sopilul meremees
y -

hadir dihadapan saya KIKI HERTANTO, Sarjana Hukum

yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasicna! ———

9-X1-2000

11 Aprll 2000 nomor oy

tanggal
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
‘PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

! P B N g T~ S
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerahy A Jarerta
Barat ' dan berkantordi  ~alen Meruya llir Raya

Nomor 28, Jakarta Barat dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---—-
L 1 '

1. Tuan HUSEIN ADIWIJAYA, lahir di Tangerang pada tanggal 17 Agustus
1962, Warga Negara Indonesia, Retail and MSB Division Head, bertempa —
tingga! di Kota Bogor, Bukit Cimanggu Vitia L5/14, Rukun Tetangga 202, ———
Rukun VWarga 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanan Sareal, - '
pémegang Nomor: Induk Kependudukan 32.71 08.170862.0004, untuk —————
sementara berada di Jakarta |

2. Tuan PIQ HIZKIA WEHANTOUW, Master Business Administration,

) lahir di Manado pada tanggal 28 Okiober 1871, Warga Negara Indonesia, —
KPR and KTA Departement Head, bertempat tinggal di Kota Bekasi,

Komplek Pura Melati indah Blok L7, Rukun Tetangga 002, Rukun Vvarga 020, -
Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, pemegang Nomofr ————
Induk Kependudukan 32751228107 10008, uniuk sementara berada
di Jakaria ; -
- menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama berfindak —
dalam jabatan mereka tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi —-
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk tertanggal
20 Maret 2010 nomor CO2/BW/COC-DIRMI2010, yang dibuat secara
dibawah tangan, bermeterai cukup, demikiat sath méwakill Direks]
perseroan terbatas FT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Thk, —
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh anggaran
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Repubiik indonesia
tertanggal 18 Juli 2008 nomer 58 Tambahan nomor 12212, anggaran dasar
mana kermudian diubah dengan akta tertanggai 14 Januari 2010 Nomor 33
yang dibliat dinadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam

suPersetujuampemberian..., Emy Oktavia,lFH ul, 2011. Mgy st



Z Disghkan Coretan

tabase Sisiem Administrasi Badan Hulkum Departemen Hukum dan ———
k Asasi Manusia Republik indonesia ssbagaimana ternyata darf surat ———

terianggal 10 Pebruari 2010 Nomor AHU-AH.01.10-03501 , terakhir diubah --—-- -
dengan akta tertanggal 24 Juni 2010 Nomor 182, yang dibuat dihadapan ————

| R

Notaris ELIWATY TJITRA. Sarjana Hukum tersebut dan telah mendapat
persehijuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesis
sebagaimana Surat Keputusan tertanggal 10 Agustus 2010 Nomor —————
AHU-29470.AH.01.02 Tahun 2010, sedangkan susunan anggota Dirgks] ————
dan Dewan Komisaris persercan yang terakiir sebagaimana fermaikiub dalam ——
akta tertanggal 24 Junl 2010 Nomor 188, yang dibuat dinadapan Notaris —-——-—
ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum tersebut yang dalam hal ini diwakilinya : —-—
a. berdasarkan akia Surat Kuasa Membebankan Hak Tangaungan (SKMHT) -
tertanggal 22 September 2010 nomor 84, vang dibuat dihadapan ——— - —
MUBAMMAD KHOLID ARTHA, Sarfana Hukum Netaris di Jakarta, selaky —
kuasa dari dah oleh karena itu uniuk dan aias nama
-tuan LUIS AGUSTOMO, iahir di Jakarta pada tanggai 10 Agusius 1882, —--
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakaria Pusat,
Jalan Sentul Nomor 28, Rukun Tetangga 007, Rukun Yvarga 003, —-
Kelurahan Pasar Bary, Kecamatah Sawah Besar, bemegang Momeor Induk —
= Kependudukan 08.5002.100882.2042, yang unfuk melakukan tindakan ——--—
riLikurm dalam akia inf fidak memeriukan perseiujuan daif slapapun juga, -—-—--—
karena hingga saat ini tidak terikat dalam suaty ikatan perkawinan yang --—-—
sah menurut keteniuan hukum dan perundang-undangan vang berlaku dji —-—--
negara Republik Indonesia.sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa —————
Membebankan Hak Tanggungan tersebut |
- selaku Pamberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut
Pihak Pertama, :

b. uniui dan atas nama PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, ThK -
berkedudukan di Jakarta Selatan. =

selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan .yang
bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan sétempat akan bertindak

sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak

Kedua. bommmmnnne T ————

' .2
Akt Pemherg feéfgfatfy lemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011. Hhithmmnt iy



Jisahkan coretan.

7 Perjaniian Kradit Dengan -
Memakai Jaminan —---—-—-
tertanggal 22 September --
2010 Nomor 63, yang -—---—
dibuat dihadapan ——--—
MUHAMMAD KHOLID --
ARTHA Sarjana Hukum

s di Jakara | -——

Jisahkan coratan ;

4 7 - _Iatktﬂ.'e‘c‘l.usam . ._HCTBGII

'Peringkat |
(Pertama)-

Yisahkan tambahan;-

,‘.I...
s
’1.

saya kenal dan

yang lain dipefkena cal epada saya / Para penghadap diperkenalkan

1 f\trf'n lﬂl
R

!E Lok coliot samenon 1 amer alean dimalutlrgn anda o
lJu.LLc,L Ead‘fu. Sreit—S3iEst peristilal -yuua A E NS R TV W LR T S

Para Pihak menerangkan :

™ ba_hwa oleh Pihﬁk Kedua dan B tuan L:UIS AGUSTOMO tersebut ; ~--———

o

selaku Debitor, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yang

dibuktikan deng.au: " S iy e ) a S S

_ d[buat dlhad&pan

yang salinan resmi

- Akta di bawah rangan

— u:uxg,g,m. —HOtToT

yang aslifiya d1perl;hatkan kep ada saya; -. -

e bahwa untuk ‘menjamin pélunasan utang Debitor sajumlah Rp. 700.000.000,-
( Y tujuh ratusmta Rupiah

: o )
/sejumlah u'ang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjhnjian
‘utang-piutang tcréebut di atas dan ppnambahan perubahan, perpanjangan serta
pembaruannya (selanjumya disebit perympan utang- pmtang) sampal se_]umlah

Nilai Tanggungan sebesar Rp.  875.00C. 020, - ( delapan —
ratus tujuh puluh lima juta Ruplah ; - )

oleh Pihak Pertama dlberikan dengan akta inf kepada dan Lmtuk kepentingan
Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan[_'

yang djatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan
1

pelaksanaannya atats; Obyek/Obyek-obyek berupa
) satu

( ‘ ) hak atas tanah/HelebditieAtas Satuan
Rumah-Susea yang diuraikan di bawah ini —- - s

Akt Pemberian Hak Tungpungun Helanten 3 duri {2

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH UI, 2011.
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Disahkan Coretan

a Hﬂk l\/[dlkfli,x_b r:nnq Trc'nl'lg/T—Tul- ina Fll\nrrnnqnﬂ'-—lq]’. Dokai . ———

2244/ an)ing Duren Utara

Nomor atas sebidang tanah
- sebagaimana divraikan dalam Surat Ukur/Gambdr Situasi tanggal
24 September 2003 _ Nomor 108/2003 -
104 - 2 seratus empat

sefuas e (

Aktat Pepbyerian (uak Tungamnnan Emy Oktavia, FH Ul, 2011.

meter persegr)
09.03.02.03.03720 .

dengan Nomor Identifikasi Bidaﬂg Tanah (NIB}

terletak di : =t T—— 0 R S e W
- Propinsi - "Daerah Khuquq lbukota Jakarta : -
Jakarta Barat -
- Kabupaten/Kota -
' Grogol Petamburan : "
- Kecamatan

Tanjung Duren Utara ;

- Desa/Kelurahan :
. Tanjung Duren Barnt! Blok AV 5
- Jalan | : : RomeliliSy g8 =~~~ 00

S

Hak Milik/Hak Guna Bahgunanﬁ-!ak_f’akal '
dtas sebagian . tanah Hak Milik -/Hak Gum Bang[

an /Hak Pakai
Nomor _ '
dengan‘Nomor Id@nzifikélsi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas kurang lebih
meter persegi),

dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalagh Surat Ukur!peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini,

terletak di '
- Propinsi
- Kabupaten/Kota

- Kecamgtan G

Kelurahan

4

Hulatmern 3 deeri 1)

Persetujuan pemberian...



3 z .-r: p ; ; .: rr ur . s E3 sra . i

P : * v A Eokd il 2 ere 8 e A

< A ? T g v T ' - " * B

- * " T : 2 ; z
sinn dinerala alah Dnr;-wanqn‘rr el hardanael-an -
vang-diperoloh-oleh-Pemegang Halcoeraasancan-
» Hak Milik atas sebidang tanah : ---—--+*

Persil Nomor Blok Kohir Nomor

seluas kurang lebih
) _
m” (

meter peréegi),

dengan batas-batas :

-
ﬁ‘-isah kan Coretan

v

sebagaimana diuraikan dalam pefa tangga
Nomor

terletak di : -

yang dilampirkan pada akta ini

- Propinsi

& Kabupﬁtenﬂ(oia
- Kecamatan

- Des-a/:E(elurahan

= Jalan .

§ berdasarkan alat-alat Hukti berupa :

. flc Milik Atas Satuan R_umah Susun : =

omor

.5 .
Atis PevRET8 6t fummpemberian. .., Emy Oktavia, FH UI, 2011, s
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Dis

- Propinsi

= Kabupaten/Kota
A Kecamatan,
- Desa/l(elurﬁ_han

- Jalan

. yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan : ----

S-ertipikeit dan I'bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan lepada sava,
PPAT, untuk kepérluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihan hak, dan

pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; ——---=---vns-meeremv

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : : B

Banaunan, tanaman dan hasil karva yana felah ada maupun yang akan ada ——————
berdiri dan tertanam, yang merupaken saty kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dengan tenah tersebut , yang menurut sifat, maksud dan
peruniukaniya serta ketentuan perundang-undangan dipandang sebagai
benda tidak bergerak, terutama bangunan dengan segala turLtan-tunidannya

1

6 Hulusear o (duri §2

bt Pemehericnn Hak Tauggunyet

Peréetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH UI, 2011.



Untuk sclanjumya hak atas t'tnah/Hak MLlLk atas Satuan Rumah Susun dan

benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang

oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya. ------ - ——-

Para pihak dalam kedudukannya sebagaim@ha tersebut di atas menerangkan,

bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan

* ketentuan-ketentuan sebagai berikut : o

Pasal 1

Pihak pertama mcnjamin bahwa semua Ob-y;;.k Hak Tanggungan tersebut di atas,

betul milik Pihak Pertama tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari

sitaan dan bebas pula dar: beban- bt:ban apapun yang tidak tercatat mnmm --

Z @"hkan Coretan
‘Pasal 2 -

Hak Tanggungan terscbut di atas dlbenkan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh

Pihak Kedua " dengan janji - janji yangl dtsepakatl oleh kedua belah pthak

sebagaimiana diuraikan di bawah i ini :

Tyim e mooes sadimen e e P ,-! Apugen g en -

Py caalalesal-oo  eaaley St
"“l‘”’“‘ J.uuLun..uLu.u Plrtiiittotmi Uldils "y fhit

5 belum dilunasi ; '
- Obyek Hak Tanggungan

dengan nilai Rp. (
)
- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp. (
)
- Obyek Hak Fanggungan
an nilai Rp (
— K

e 2 e
Aknt Pﬂrrbgrfmpeﬁg'etwuaﬂ pemberian..., Emy Oktavia, FH UI, 2011. Mediprien 7 ddari 12



® Pihak Pertama  tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyek Hak
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis-terlebih dahulu dari Pihak Kedua,
termeasul menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima

rd jeahl-m roba
Z Disahkan Coretan uang sewa dlmukajrka dlSefuJ ul dlSewakan atau sudah disewakarn; ~sresmomsmrman

» Pikak Pertama tidak akan mengubah atau merombak s€mua-bentuk atau tata
susunan’ Obyek Hak Taﬂ'ggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan
kegunaannya- baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Pihak Kedua; - T

» Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak
Pertama dengan akta ini diberi.dan menyatakan menerima kewenahgan, dan
‘untuk  itw lcuasa untulk mengelola Obye}o Hak Tanggungam berdasarkan

Penetapan Ketua Penvadllan Negen yang daerah hukumnya meliputi - letak

Obyek Hak Tanggungan yang bersancrkutan ' ! ro e

o Jika Debitor tidék memenuhi kewajiban untulk melunasi utangnya, berdasarkan
perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak PertarﬁaT Pihak Kedua
selake Pemegang Hgk Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi
dan menyatakan menerima kewenangan, dzs_tgl untuk itu kuasa, untuk tanpa
persétujmn terlebih dahulu dari Pihak Pertama’s —----seeeeemc e

a. 'menjual atau suruh menjual dlhadapart umum secara lelang Obyek Hak

Tanggungan baik scluruhnya maupun sebag'an sebagian,
b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat pénjualan;—
. megerima uang penjualan, menandatz;ngani dan menyerahkan kwitansi; ------
d.  menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; S

e. mengambil dari uang hasil penjualan itu selurdhnya atau sebagian untuk

melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan -- .

o
o]

i ”“I‘-"”‘ﬁééf‘&jﬁ%ﬁ’ﬁé&‘ﬁber|an , Emy Oktavia, FH UI, 2011. Al 72
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Abra ember Pefeehigat“pemberian..., Emy Oktavia, FH Ul, 2011.

f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan pelraturan hukum
yang berlaku dlharuskm atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu

dilakukan ddl'\m rangka melaksanakan kuasa tersebiit; ———-mmmmmmmmmmm e

Pihak Kedua sebagai Pemegang-Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Tak
Tanggungan tidak akan membersihkan Hek Tanggungan tersebut kecuali dengan
persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun

sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Peraegang Hak Tanggungan Pertama;

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama
tidak akan melepaskan h'lkn}a atas Obyek Hak Tanggungan atau

mengalihkannya secara apapun untuk kcpentmcran Pihak Ketlgd mmmmmmmms ~wzmmn

Dalam hal Obyek Hak Tangguncan dllep'lskan haknya oleh Plhak Pertama atau
dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Plhak Pertama atas
Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedﬂa dengan akta ini oleh Pihak
Pertama diberi dan menyatakan menenma kewcnanoan dan untuk itu Kuasa, '

untuk menuntut atau menagih dan mencuma irang ganti rugi dun!atm segala

_sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga

lainfya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang '
dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik

oleh Pihuk Kedua sesta selanjutnya mengambil selurubh atau sebagian uang gaii

rugi dan lain-lainnya tersebut guna paluna-san piutangnya; e s

Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap
bahaya-bahaya kebakarﬁr; dan maldpetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak
Kedua dengan syarat-syarat Lmtuk. suatu jumlah permnwtl—nﬁan yang dipandang
cukup oleh Pihak Kedua pada pcrusaham asuransi yang d.itlll"‘s_]U.E\ oleh Pihak
Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan
oleh Pihak Kedua dan Pikiak Pertama akan membayar premi pada waktu dan
sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau
malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akia int
diberi dan menyatakan menerima kewcuangam dan untuk itu kuasa, untuk

menerima  seluruh  atau sebagian wang ganti  kerugian asuransi yang

bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor; --- ' —mm

1 1

Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyvatakan menerima kewenangan,
dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakanr yang

diperlukan untuk menjaga dan mcmpcrtahankan serta menyelamatkan Obyek

9
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"

Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk
mencegah ‘menjadi hapusnya atau. dibatalkannya hak aras Obyek Hak
Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-

undang serta jika diperlukan mengurus perpanjarigan jangka waktu dan

pembaruan hak atas tanah yang menjadi Objrék Hak Tanggungar;

s Jika Pihak Kedua mempergunaka'l kekuasaannya untuk menjua[ Obyek Hak
Tanogungan P;hak Pertama ialkan memberlkan kesempatan kepada yang .
berkepennngan untuk mellhat Obyek Hak Tanggungan yang, bersangkutan pada
waktu yang dltentukan oleh Plhak Kedua dan segera mengosonOKan atau suruh
mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggmoan tersebut kepada
Pihak Kedua atau pihak yang dltun}uk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat

mengeunakan dalam arti kata yang seluas-luasaya; L.z o
o0 3 d

» Sertipikat tamda bukti hak atas tanah ydng menjadi Obfek Hak Tanggunaan
akan dlsera‘lkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk dtsxmpan dan
dlpergunakan oleh P;hak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagal_
Pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta mr

memberikan kuasa [{epada Plhak,Kedua untuk mcnem’na sertlplkat tersebut dd.I‘I

Kantor Pertanahan setelah Ha.k Tanggungan ini didaftar; - - -

- Pasal 3 -1-- s s

Untuk melaksanaian janji Jaﬂ}l dan ketentuan-ketentuan Sf:baﬂ’&lmdﬂa diuraikan
dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak

Kedua, yang menyatakan.menerimanya untuk menghadap di hadapan pejaf)at—

, . 10 :
Al PpgrsetifiatigEtiberian. ., Emy Oktavia, FH UI, 2011. Rkl



pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani
formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar
semua biaya dan menerima segala-uang pembayaran serta- melakukan segala

tindakan yang pellu dan berguna untuk m&laksanakan janji-janji dan ketentuan-

ketcntuan tersebut; SMB TS o~ ey S B ——re SO

L ' - Pasal 4

. Para pihak dalam hal-hal méngenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan

secraia akibatnya memilih’ “domisili pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat —-—------

di Jakarta.

Pasal 3

Z@u sahkan Coretan

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan

Hak Tanggungan tersebut di'atas dibayar oieh Dedhitur,

.dan-akan disebutkan pada akhir akta ini :

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di-atas dan menyetujui

o-dalars al-ta 1ns . 8 ; e =
LT x ALY x

- Nona INDAH RFFNQ ARIYANTI, Sarjana Hukum, bert@mnaf ’rlnanal dl Jakarta, -

- FeMyonys TUTILIDHNAE HhartempattinggardEiakartsb T
keduanya pegawai Pejabat Pembuat Akla Tana_m ; :

Al pemiR@ESEILEMRARBMberian..., Emy Oktddia, FH UI, 2011, Halaman 11 durt 12



1 b \‘

I
sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti '-
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua
tersebut di atas, akta ini ditandaiangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua,
para saksi dan saya, PPAT, sebanyuh 2 (dua) lembar in originali, satu lembar
disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya d1sampalkan kepada Kepala

: Jakaita B e
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota G L
untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini -
Pihak Pertama ' Pihak Kedua
ttd ttd ttd ttd
HUSEIN ADIWIJAYA PIO HIZKIA WEHANTOUW HUSEN ADIWIIAYA PLO HIZIIA WEHANTOUYY
qq. LUIS ACUSTOMG .ovue- oo © gg. £T: Bank Vi Kertiana intemational Tok ™
bekedudukan di Jakarta Selatan '
Persetujuan ............oio.- Persetujuan ............ S
Saksi Saksi
thd ttd

TLOUTH AT EANA Jl-.!;:ﬁ‘hil

4 U_{ UuHiY AR

INDAH F’ETNO A r;’IY}ﬁ.NTI SH.

Salinan sesual aslinya

Jakarta, E’ 0cT Zm[}

Pejabat Pem

_ Péjabat-?embuat Akta Tanah

ttd & cap

KIKI HERTANTO, 5.H.

...................................................

’A g ‘J\I'\B

'““""w——m T HERTAMTO, SH

_ _ 12
Akra Ppgpt(ifGaHepeitiberian..., Emy Oktavia, FH U, 2011.
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12360 4, 50969 /T

" DAFTARISIAN 206C

" ‘BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KANTOR PERTANAHAN
'KABUPATEN/KOTA ~ ~

JAKARTA BARAT

alol loisl lotololol |6l [0l 8.1 8‘ vl-
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AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

No: - 241 /2010

Lembar PertamalKedua

Pada hari ini, S@Bin tanggal 48 ( magégg ng;{a@‘ ————
bulan Oktober tahun 2010 ( dume zibu espuluh

. . )
hadir dihadapan saya KIKI HERTANTQ, Sarjana Hukum
yang Berdasarkan Surat Kepumusan ~ €pala Badan Pertanahan Nasienal ———
inggal 11 AP 2000 —— nomor | 9-X1-2000

- diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
‘PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pcmeuntah Nomor 24° Tahun

1997 tentarig Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kotamatya Jakarta —

Jalan Meruva lir Rava

Rarat
oardl

Nomor 28. Jakarta Barat-

dan berkantor di

dengan dihadiri
oleh saksi-s_aksi yang, saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -——---

L1+ 4. Tuan HUSEIN ADWIIAYA, lahir di Tangerang padatanggal 17 Aqusius
' 1962, Wﬂma Negara Indonesia, Retall and MSB Division Head. bertempat ——
tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu Villa L5/14, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan TanaH Sarea), ————-——
pemegang Nomor Induk Kependudukan 32.7108.170862.0004, untuk
sementara berada di Jakarta ;
2. Tuan PO HIZKIA WEHANTOUW, Master Business Administration,
iehir di Manado pada tanggal 28 Cktober 1871, Warga Negara Indonesia,
KPR and KTA Depariement Head, beriermpat tinggal di Kota Bekasi,
Komplek Pura Melati Indah Blok L7, Rukun Tetangga 002, Rukur Warga 020, —
Kelurahan Jafirahayu, Kecamatan Pondok Melati, pemegang Nomor
Induk Kependudulean 32?5122810710906 untulk sementara berada
di Jakarta ;
- menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama bertindak
dalam jabatan mereka tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Thk tertanmal e —
29 Maret 2010 homor 002/BW/COC-DIRANI2010, yang dibuat sec:
dibawah tangan, bermeteral cukup, demikian sah mewakif Dlrek5i e ———
persercan terbatas PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Thk, —
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh anggaran
dasarhya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggat 18 Juil 2008 nomor 58 Tambahan nomoer 12219, anggaran dasar ——
mana kemudian diubah dengan akta tertanggal 14 Januari 2040 Nomor 33
yang dibuat dihadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat datam

Akra Perherion Hak Tanggungan Habaan §dies 12
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ahkan Corstan

Database Sistem Administrasi Badan Hukum Depariemen Hukum dan ————
IL. Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termyata dari surat —
tertanggal 10 Pebruari 2010 Nomor AHU-AH.01.10-03501, terakhir diubat
dengan akta tertanggal 24 Junl 2010 Nomer 1889, yang dibuat dihadapan ~————-—
Notaiis ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum tersebut dan telah mendapat ——
perseiljuan Menterl Hukum dan Hak Asasj Manusia Republik Indonesia —————
sebagaimana Surat Keputusan tertanggal 10 Agustus 2010 Nomer
AHU-39470.AH.01.02, Tahun 2010, s-:dargka“r stisunan anggota Direksi ————
"dan Dewan Komisaris perseroan yang t terakhir sebagaimana termaliub dafam -—
akta tertanggal 24 Juni 2010 Nemor 188, vang dibuat dihadapan Notalfs ~————0
" ELIWATY TJITRA, Sar]ana Hukum tersebut yang dalam hal Ini diwakilinya : —--
a. bertlasarkar akta Surat Kuasa’ Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) -——
tertanggal 22 Sentember 2010 nomer 84; vang dibuat’ dihadapan
MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sa:;ar‘a ‘-?ua;um Motaris di Jakarta, selaku
kuasa dari dar oleh karena iiu uniuk dan stas narma :
- ~tuan LUiS AGUSTOMO; lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1952, ——
- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat finggal di Jakarta Pusat, —-——
~ Jalan Seniul Nomor 26. Rukun Tetahgga 007, Rukun YWarga 003, ——
Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Momor Induk ——
Kependudukan 09,5002, 100882,2042, yang untuk melakultan tindakan ————
- hukurm dalam akta ini fidek memeriuican persetujuan dari siapapun juga, ———
- karena hingga saat ini tidak ierikat dafam suaiu ikatan perkawinan yang —---—
-5ah menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaky di ——
negara Republik Indohesia sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa
- Membebankan Hak Tanggungan tersebut ; ——
- selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selnnjtﬁnya disebtf o
_ Pihak Periama. ;

Bb. uniuk dan atas nama PT. BANK WINDU KEN TJANA INTERNATIONAL, ThK ~
herkPrjudukan di Jakarta Selatan.

selaku Penerima Hak Tanggunc?'an 'yang setelah Hak Tanggungan yang
bersangkutan didaftar p'lda Kantor Pcrtanahan sétempat akan bertindak

sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak

Kedua, . : ; . o

b2

Akta Pemberiun Hak Tangsungan Halaman 2 duri 12
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A% .

ahkan coretan.

7 Perjanjiah Kredit Dengan -
Memakai Jaminan ----——---
tertanggal 22 September -
2610 Nomor 63, yéng _______
dibuat dihadapan —-—-—
MUHAMMAD KHOLID -

A, Sarjana Hukum

Diszhlkan coretan |

o

{ Peringkat |
(Pertama)-

Disahkan tambahan;-

‘Paia penghadap dlkenal oleh sayafPenghadap

hhada=

saya kenal dan

yang lain dipefkenal"' a kepada saya;’Para penghadap ﬂipet‘kcnalkan

1

b
1 = . ole alemt—in aal = 1- s
N Pkt EES O odhvol I_Jul.].D\al.lLl.l. _yu.u“i.‘, Tecalt L.J.Lo\.fuu.u&u.ll. l_lal..l.n:l. u.l. uu ﬂ-_LLu- uu. e

Para Pihak menerangkan : - _ - e e
) tuan LUIS AGUSTOMO tersebut | ——--mmmemm
« bahwa oleh Pihak Kedua dan '

selaku Debitor, telah dibuat dan c_ii_tandamngani.pe_rjanj_ian utang-piuiang yang

dibuktikan dengan : s : WECI: R S N

A IEEB ge o e | PaTmima ol
Ib&,u.l xxxxxxx

, dlbuﬂ.t d1hadapan

Akta di bawah tangan yai, cterzgi cukup, dibuat di *

BT
—FHOTEeT

al
R l.l.u lEiEul
\

yang aslinya diperlihatkan kepada saya; -~ i
700. OOG OGO -

o bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor seﬁumlah Rp.
( fujuh ratus juta Rupia

)

{sejumlah uang yanv dapat dltentukan di kemudian hari berdasarkan per]'anjian

‘utang-piutang tersabut di atas dan penambahan Derubahan perpanjangan serta
pembaruannya (selanjutnya disebut pcljanpan utang- pmtanc) sampal sejumlah

Nilai Tanggungan sebesar Rp. 875.000.000.- ( delapan -

ratus tujuh puluh lima juta Rupiah

i )?
oleh Pihak Pertama drbenkan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan
Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan

yang diatur dalam Undang-undang t{ak Tanggungan dan peraturan- peraturan
- ’ 1

pelaksanaannya atastObyeKIObyek—obyek berupa

5 a u
| ) hak atas tanah/.[.;ﬂ-‘-rMé‘ﬁk—Pﬁ-&s—S-&i'ﬁffﬂ
Rumar-Suser yang diuraikan di bawah ini ; -——=-—-—-=" e s e

Akt Pemherian Hak Tunggungdit i ) Helumatn 3 duri 12
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o 'Hak Milik LsatsfHal -Bang

. 2244 Tanjung Duren Utara )

Nomor . ' atas sebidang tanah
sebagaimana diuraikan dalam Surat UkurX]Gaﬁlbar Situasi tanggal

24 September 2003 Mo 106/2003 -

seluas 104 - m ( seratus empat

meter perseg)

: : s i 09.03.02,03.03720 -~
dengan Nomor [dentifikasi Bidang Tapah (INIB) i

terletalk drt ; = R i R R e e

o Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; ———
- Propinsi
' Jakarta Barat ;
- Kabupaten/Kota
- Grogol Petamburan ;
: - Kecamatan :
j . : = 4 Tanjung Duren Utara ;
i - /Kel : : '
fi De;aﬂ{e urzhan Tanjung Duren Barat | Blok A IV ————- -
| Z Disshkan Coretan Ty
' - ' T
; 24 M - | a8
o Hak Milik/Hak Gunk Bangunan/Hak Pakai : ———— ;
JI ; atas sebagian . tanah Hak Milik -/Hak Guna Bangydan [Hak Pakai
Nomor _ /
| P " dengan-Nomor Identifikasi Bidang Tanah (INIB)

yaitu seluas kurang lebih

meter persegi),

dengan batas-batas

b ¥
sebagaimana diuraikan dalagfi Surat Ukur/peta tanggal
Nomor ' yang dilampirkan pada akia ini,
terletak di o' T = mme et i
- Propinsi
; 4 -

Akt Pembrerion Hak Timgsiiaan Halaraew 4 dari 12
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Z [hisahkan Coretan

e [

v ' .

£ v w M E B

L] L ' e "

- ' i i oo

' i o r
ramoe dinaralab-alah Pamacana Hal- hapdaaarlears
TLI.I.i L.d.ltj T oLt DLWl blLLUbL‘.Ll T IOy Ol OTnTull i iie L
=} e =
% :

Hak Milik atas sebidang tanah :
) Blok

Persil Nomor
seluas kurang lebih

mz(
meter perlsegi),

dengan batas-batas : -

yang dilampirkan pada akta ini

sebagaimana diuraikan dalam peta fangga,

Nomer

terletak di -
. B Propinsi
. _KabupéterL)KO"ta
Kecamatan :
Desa/Kelurahan

Jalan

berdasarkan alat-alat

Ale Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomoér

Hetfumen 3 darr (2

Akta PemberRe¥setujuancpemberian..., Emy Oktavia, FH UI, 2011.
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B o

okt Tl

Disghkan Coretan

Ak Pemberian Heab Tangannyen

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
| Kecamatan
- . Desa/Kelurahan

- Jalan

yang diperoteh oleh Pemegang Hak berdasarkan : -----

S-ertiptkat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan kepada sayz,
PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendét‘taran peralihan hak, dan

pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan derigan akta ini; ——--=-====mm=nmmmme===

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : -- B

Banaunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada maupun yang akan ada
berdiri dan tertanam, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang idak ———
terpisahkan dengan tanah tersebut , yang menunut sifat, maksud dan
peruntukannya sefta ketentuan perundang-undangan dipandang sebagai

benda fidak bergerak, terutama bangunan dengan segala turutan-turutannya

Hodoptniaans 00 idered 12

Persetujuan pemberian..., Emy Oktavia, FH UI, 2011.




- Untuk selanjutnya hak dtas tanah/Hak Milik ' atas Satuan Rumah Susun dan
benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang
oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya. -- e —

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimaha tersebut di atas menerangkan, -

bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan d[perjanjlkan dengan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut ; ---- - . _ -

.- Pasal 1

P[hak pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tang ggungan tersebut di atas,

betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari -

sitaan dan bebas pula dan beban- beban apapun yarxg tidak tercatat : =

- Pasal 2 -

}

Hak Tanggungad tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh
Pihak Kedua dengan janji - janji Yyang' disepakati ‘oleh kedua belah pihak

sebagaimiana diuraikan di bawah ini : : . e

P

belum dilunasi ;
- Obyek Hak Tanggungan_

dengan nilai Rp. { )
)
- Obyek Hak Tanggungan
~ dengan nilai Rp. (
' )
- Obyek Hak PAnggungan
(
3
Akt Pembprerioan Huk Ting vuntgan 7 ) Herlugrean 7 idowi 12
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b

] Lol PNlagats PRSIl 2 : D
s Datam—hat—Obyel—Halk—Tanpesunsan—kemudian chpesn

Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat
pelunasan utang yangdijamin dengan Hak Tanggungan Tan cara angsuran
yang besarnya sama dengan nilai rﬁasing—masi dk atas tanah tersebut, yang |
akan dibebaskan dari Hak TanggungansSehingga kemudian Hak Tanggunéan
i itu hanya membebani sisa O Hak Tanggﬁngan untuk menjamin sisa utang
! yang belum dilu Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan

erdasarkm kesepakatm antam Pihak Pertama dengan Pihak

* Pihak Pertama .tidak akan menyewakan kepada pihak lain Ohyu!{ Hak

Tanggungan tanpa persetujuar tertulis -terlebih dahulu dart Pihak Kedua

AT b s s

teriiasuk raenentukan atau menagubah jangka waktu sewa dan/atau menerima

kan Coretan uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan; ~-—-—;----—-—-=

Z Disah

» Pihak Pertamia tidak akan mengubah atau merombak s€mua-bentuk atau tata
susunan -Obyek Halk Tanlérgungan termasuk mengubah sifat dan tujuan
kevunaannya baik seluruhnya maapun sebagian, tanpa PCI’SGI:LI_}U"[H tertulis

2 Lerleblh dahulu dari Pihak Kedua; R - s

i‘ ' » Dalam hal Debitor sd'ngguh—gungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan

-untuk itu Kuasa, untuk mengleola Obyekw Hak * l-anggungan berdasarkan

: Penetapan KE:!:LB. Penﬂadllan Necrerl yang damah hukumnya meliputi letak

L

Obyek Hak Tanﬂgungan yang bersauﬁkutan - . _ e

& R _ = Jika Debitor tldak memenuhi kewajiﬁan untuk '-melllmasi utangnya, berdasarkan
perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua
selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi
dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa
persétuj uan terlebih dahulu dari Pihak Pertarﬁal': —————————————— R

.. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara leiang Obyek Hak

Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; La-
b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat .cara dan syarat-syarat penjualan -
me;l’ienma uang penjuaian, menandamngam dan menyerahkan kwitanst; -
d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; -—-------

e. mengambil dari uang hasil penjualan itu selurthnya atau sebagian untuk

melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan - - - -

Abta Pemberiun Hok Tunggumngan Halemern & dori 12
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i _im.;_‘p.-—-—m—.?f-t- vt

f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan pefaturan hukum
yang berlaku diharuskan atau menurut pcndap'lt Pihak Kedua perlu

© dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebuf; —--—-mememmmmmcmemee .

Pihak Kedua sebagai Pemegang-Hak Tangcungan Pertama atas Obyek Hak
Tangzungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali denga
persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seferusnya, \-V&I:.'-upu:';

sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama;

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama
tidak akan melepaskan haknya atas Obyek Hak Tanggungan atau

mengalihkannya secara apapun untuk kepcntingﬁn Pihak Ketiga; —----ss-r--x=zr=n-

Dalam hal Obyek Hak Tangsungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau
dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas

Obg}ck Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak

Pertama diberi dan menyatakan mcnenma kcwenangan dan untuk itu kuasa,

untuk menuntut atau menagih dan menenma uang gann ‘tugi dan/atau segala

.sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah danhtau Pihak Ketiga

lainnya, untuk itu menandamngam dan menyerahkan tanda penerimaan uang
dan meluakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik
oleh Pihuk Kedua serta selanjutnyn mengambil seluruh atau sebagiar uang ganti
rugi dan lain-lainaya tersebut guna peluriasan piltangnya; ---------===-=eomcemceean
Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tangguitgan terhadap
bahaya-bahaya kebakar:;ri dan maia’petaka lain"yang dianggap periu oleh Pihak
Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggingan yang dipandang
éukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak
Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan
oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan
sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau
malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini
diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk .

menerima  seluruh  atau sebagian uanu ganti kemgl.m asuransi yang

bersangkutan sebagai pelunasan utang Debttor: ------ - -

Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang

diperlukan uatuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek

9

Akt Pemiverian Had Tmggonssan . Healurviean O degri 12
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Hak Tanggungan, jika hal itu d1per1ukan antul pelaksanam elksekusi atau uny,

mencegah 'menjadi hapusnya atau, dibatalkannya hak atas Obyek Hak
Tanggungan karena tidak . dipenuhinya atau dilanggarmya ketentuan Undang-
undang serta jika d_iperlu_kan mengurus perpanjangan jangka waktu dan

pembaruan halk Atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungar; e

s Jika Pihak Kedua mempergunakaﬂ kekuasaannya untuk ménjual Obyek Hak
Tanggungan, Pihak Pertama iakan memberikﬁn keserﬁpatan kepada yang .
berkepennﬂgan untuk. mehhat Obyek Hak Tanggungan yang bewanvkutan pada
waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosonﬂkan atau suruh‘
mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tangguﬂﬂan tersebut kepada
Pihak Kédua atau pihak yang stunJuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat

rnendcrunakan dalam ‘arti kata yang seluas- luasnya;

o Sertipikat tamda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Halk Tﬂnwunvan
akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk d151mpan dan
dipergunakan oleh P_J.hak: Kedua dalam mcla}csanakan hak- haknya sebagal .
Pemegang Hak Tanggungad dan untuk itu Plhak Permma dengam akta m]'

memberikan kuasa kepada Pihak. Kedua untuk menenma sertipikat tersebut dari

K antor Perfanahan setelah Hak Tancgunﬂaq ini didaftar; - o R

——————————————————————————————————————————— Pasal 3 S I e

Untuk meld;{sanakan janji _jaﬂji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan
dalam pasal 2, Pihak Permma dengan akta ini ‘memberi kuasa kepada Pihak

Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pqabat-
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z Q_ig;r;'kan Coretan

pe_;abat pada instansi yang berwenanw memberzkan keterangan, menandatanvam
formul:r/surat menerima scaala surat berharga dan lain surat serta mcmbayar
semua’ biaya dan menerima segala-uang pembayaran serta melakukan’ segala

tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan Janji-janji dan ketentuan-
ketentuan tersebut, ---- N ———

----- Pasal 4 ---- ' . J- —

- Para pihak dalam hal-hal mi:ngenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan

segala akibatnya memilih’ dozms:h pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat —-—-- -
di Jakarta. : : 5

resee-an- Pasal 5 S— ———

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi ddn segala biaya mengenai pembebanan

Hak Tanggungan tersebut di‘atas. dibayar oleh Debitur.

Ly atar-faga-a ':;;. Lo s B e G SE-facsi-6d YR ESA5a
.dan-akan disebutkan pada akhir akta ini : - . e s B
'yang merre rangkan telah Ihengetahﬁf apa ya_.ng"gii_qraikah di-atas dan meqystujui'

=T R > AneoeHnegn-deloms of-eo 1.0
¥ Ul ol el I E BT SEERTLEE E e u Ty Y Y Y

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : - : --

- Nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, bertempat tinggal di-Jakarta, -—— i
-#Nyonya TUTLUDHIYAR, boterpat SHygaecigitianaq iulou. asisupioniG....i.. L
keduanya pegawai Pejabat Pembusat Akta Tanah ; Ee

g, el

' . ."lfj
[l e Foby
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sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka scbagai bukti
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua
wersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua,
para gaksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) lembar in oriﬂﬁali satu lembar
disimpan di kantor saya, sedang lembar ldirérrl{i?ladéiarg}[p:ii_lii_i_{ﬂ)ada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota_ .

untuk: keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengz&a akta ini -—-

Pihak Pertama Pihak Kedua
b 4 444 $44
S N
HUSEIN ADIWIJAYA PO HIZINA WEHANTOLUW HUSEIN ADIWIAYA PIO HIZKIA WEHANTOUW  /
qq. LUIS AGUSTOMO.... : q4. PT. Bank Windu Keritiana intemnational T fhik
bekedudukan di Jakarta Selatan
Persetujuan ... e - Persetujuan .......ccove.
Saksi Saksi
tud ttd %
T e Y' e INDAH RETNO ARIYANTI, SH.
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Salinan-sesuai dengan aslinya : o
Dipergunakan. éntgk enemltan, sertlﬁkat SR
Jakarta, § :

ttd & cap

KIKI HERTANTO, S.H.

v g g . _ e
PFEETUIAH BEMBEHSR. .., Emy Oktavia, FH UI, 2011.
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